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BAB 1
PEMANFAATAN TIK DI
PEMERINTAHAN

Oleh Zul Fadli

1.1 Pendahuluan

Dalam era digital yang berkembang dengan cepat, dunia telah
menjadi semakin terhubung dan informasi menjadi lebih mudah
diakses daripada sebelumnya. Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani
kehidupan sehari-hari. Namun, dampak paling signifikan dari
revolusi digital ini mungkin terletak pada bagaimana pemerintah di
seluruh dunia beroperasi dan memberikan layanan kepada
masyarakat. Pemerintahan di seluruh dunia sedang mengalami
transformasi fundamental dalam cara mereka menjalankan urusan
publik. Pemanfaatan TIK telah menjadi inti dari perubahan ini.
Penerapan teknologi dalam pemerintahan, yang sering disebut
sebagai "Governansi Digital," telah membuka pintu menuju efisiensi
yang lebih besar, transparansi yang lebih tinggi, partisipasi warga
yang lebih luas, dan layanan publik yang lebih baik (Sumarno &
Sugiyono, 2020).



Dalam bab ini, kita akan menjelajahi peran kunci TIK dalam
pemerintahan modern. Kita akan memahami mengapa pemanfaatan
TIK begitu penting dan bagaimana teknologi ini memengaruhi
hampir semua aspek pemerintahan, dari penyelenggaraan layanan
publik hingga pengambilan keputusan strategis. Kami akan merinci
manfaat yang diharapkan dan tantangan yang mungkin dihadapi
dalam perjalanan menuju governansi digital yang sukses.

1.2 Definisi dan Konsep TIK di Pemerintahan

Definisi dan konsep dasar yang terkait dengan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan
adalah hal-hal yang penting untuk dipahami sebelum melanjutkan
dalam pembahasan mengenai governansi digital. Berikut adalah
penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dan konsep tersebut:

1. Governansi Digital
Konsep governansi digital mencakup penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses
pengambilan keputusan, pengelolaan layanan publik, dan
interaksi pemerintah dan warga negara. Tujuan utama
governansi  digital adalah meningkatkan efisiensi
pemerintahan, transparansi, peningkatan partisipasi
masyarakat, dan peningkatan layanan publik.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIK terdiri dari berbagai teknologi dan alat yang
digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola,
dan berbagi informasi digital. Ini termasuk perangkat lunak,
jaringan komunikasi, internet, perangkat keras seperti
komputer dan perangkat seluler, dan berbagai aplikasi yang
digunakan untuk mengolah data dan komunikasi.
3. E-Government
Konsep "E-Government" mengacu pada penggunaan
TIK dalam urusan pemerintahan. Ini mencakup berbagai
aspek, seperti "administrasi berbasis TIK", "layanan publik
berbasis TIK", "partisipasi berbasis TIK" (partisipasi



masyarakat dalam proses pengambilan keputusan), dan
"demokrasi digital".
Transparansi

Salah satu prinsip penting dalam governansi digital
adalah transparansi, yang mencakup bahwa pemerintah
harus terbuka tentang tindakan dan kebijakan mereka,
serta bahwa rakyat dapat dengan mudah mengakses
informasi publik. Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) membantu pemerintah memberikan akses yang lebih
baik ke informasi dan membuat proses pengambilan
keputusan menjadi lebih transparan.
Efisiensi Pemerintahan

TIK dimaksudkan wuntuk meningkatkan efisiensi
administrasi dan penyelenggaraan layanan pemerintah. Ini
termasuk otomatisasi tugas rutin, pengurangan birokrasi,
dan peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah.
Partisipasi Masyarakat

Gouvernansi digital juga mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah. Warga negara dapat berinteraksi
dengan pemerintah secara lebih mudah melalui platform
online dan alat komunikasi digital. Mereka juga dapat
mengajukan keluhan dan menyampaikan pendapat mereka.
Keamanan dan Privasi

Penting untuk melindungi informasi sensitif dan
menjaga privasi warga negara dalam lingkungan digital
karena penggunaan TIK dalam pemerintahan
menghadirkan tantangan terkait keamanan dan privasi
data.
Inklusi Diigital

Sangat penting untuk memastikan bahwa semua
lapisan masyarakat memiliki akses dan keterampilan yang
diperlukan untuk berpartisipasi dalam governansi digital.
Konsep inklusi digital mencakup upaya untuk mengatasi
kesenjangan antara orang yang memiliki akses ke teknologi
dan mereka yang memiliki literasi digital (Sumarno &
Sugiyono, 2020).
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Untuk memahami peran TIK dalam pemerintahan modern dan
bagaimana hal itu memengaruhi berbagai aspek governansi digital,
seperti efisiensi, partisipasi, transparansi, dan keamanan, penting
untuk memahami konsep dan definisi dasar ini.

1.3 TIK dan Peningkatan Efisiensi

Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan didorong oleh
inovasi teknologi, peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam pemerintahan telah menjadi kunci untuk mengubah lanskap
administrasi publik. TIK telah membuka pintu bagi peningkatan
efisiensi yang luar biasa dalam operasi pemerintahan,
memperpendek waktu pemrosesan, mengurangi birokrasi yang
berlebihan, dan memungkinkan pemerintah untuk merespons
dengan lebih cepat terhadap kebutuhan warga negara.

1.3.1 Automatisasi Proses

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah
membuka peluang baru bagi pemerintah dalam meningkatkan
efisiensi operasional mereka. Salah satu cara utama di mana
TIK memberikan kontribusi yang signifikan adalah dengan
mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang sebelumnya memakan
waktu dan sumber daya. Misalnya, proses pengolahan data,
pengiriman pemberitahuan, dan pemrosesan transaksi, yang
pada masa lalu seringkali dilakukan secara manual, kini dapat
diotomatisasi (Irwansyah & Moniaga, 2014).

Dengan otomatisasi ini, pemerintah dapat menghemat
waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk tugas-tugas
tersebut, yang pada gilirannya berarti peningkatan efisiensi
dalam pengoperasian mereka. Otomatisasi juga membantu
dalam mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat terjadi
selama tugas-tugas manual. Kesalahan-kesalahan ini seringkali
bisa mahal, terutama dalam konteks pemerintahan di mana
akurasi data dan prosedur yang tepat sangat penting. Selain itu,



dengan otomatisasi tugas-tugas rutin ini, sumber daya manusia
dapat dialihkan ke pekerjaan yang lebih strategis dan
berorientasi pada kebijakan, meningkatkan nilai tambah yang
dibawa oleh personil pemerintah. Dengan demikian, TIK
memainkan peran integral dalam mengubah pemerintahan
menjadi entitas yang lebih efisien dan fokus pada pencapaian
tujuan mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik
kepada masyarakat.

1.3.2 Pengurangan Birokrasi

Pemerintah di seluruh dunia sering kali dihadapkan
dengan tantangan birokrasi yang berlebihan, yang dapat
memperlambat  proses pengambilan keputusan dan
mengakibatkan beban administratif yang tidak perlu. Di sinilah
peran penting Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
berperan. Pemanfaatan TIK memungkinkan pemerintah untuk
mengatasi masalah birokrasi dengan berbagai cara. Pertama,
TIK memungkinkan penggunaan proses yang lebih sederhana
dan terintegrasi. Misalnya, dengan sistem manajemen berbasis
TIK, data dan informasi dapat dengan mudah berpindah
antarlembaga pemerintah, menghilangkan kebutuhan akan
banyak proses manual dan perantara. Ini mengurangi
hambatan dalam aliran informasi dan membuat proses
administratif lebih efisien.

Kedua, TIK memungkinkan pengambilan keputusan yang
lebih cepat. Dengan data yang lebih mudah diakses dan
diproses, para pemangku kebijakan dapat membuat keputusan
yang didasarkan pada informasi yang terkini. Ini penting dalam
situasi darurat atau dalam menghadapi perubahan yang cepat
dalam lingkungan politik atau ekonomi. Dengan pengurangan
beban administratif dan kemampuan untuk membuat
keputusan yang lebih cepat, pemanfaatan TIK membantu
pemerintah untuk menjadi lebih responsif dan efisien dalam
menyediakan layanan publik kepada warga negara. Ini juga
membuka pintu bagi inovasi dalam pengambilan keputusan
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dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat membawa
manfaat signifikan bagi masyarakat (Karim et al., 2020).

1.3.3 Koordinasi yang Lebih Baik

Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam administrasi pemerintah membuka peluang besar
untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga
pemerintah. Ini adalah elemen kunci dalam transformasi
pemerintahan menuju efisiensi dan responsivitas yang lebih
baik. Dengan adopsi TIK, informasi dapat bergerak dengan
cepat dan efisien antar departemen pemerintah. Data dan
laporan dapat dengan cepat diakses, dibagikan, dan dianalisis
oleh berbagai lembaga. Ini memungkinkan pemerintah untuk
merespons dengan cepat terhadap perubahan dan situasi
mendesak. Misalnya, dalam menghadapi bencana alam atau
situasi krisis, berbagai departemen dapat dengan cepat
berkoordinasi, berbagi informasi, dan mengambil tindakan
yang diperlukan (Rachmadi & Kom, 2020).

Selain itu, TIK juga memungkinkan kolaborasi lintas
departemen yang lebih efisien. Berbagai proyek atau inisiatif
yang melibatkan beberapa lembaga pemerintah dapat dikelola
dengan lebih baik, termasuk alokasi sumber daya yang lebih
efisien dan pemantauan yang lebih baik terhadap kemajuan
proyek. Koordinasi yang ditingkatkan ini membantu dalam
meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan
fungsi-fungsi kritis seperti penyediaan layanan kesehatan,
pendidikan, dan keamanan publik. Selain itu, hal ini juga
mengarah pada peningkatan responsivitas pemerintah
terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keseluruhan,
pemanfaatan  TIK dalam  meningkatkan  koordinasi
antarlembaga pemerintah adalah langkah penting menuju
pemerintahan yang lebih adaptif dan efisien.



1.4 TIK dan Peningkatan Transparansi

Dalam era modern yang didorong oleh Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK), transparansi dalam pemerintahan telah
menjadi lebih dari sekadar prinsip; ini telah menjadi keharusan yang
mendesak. TIK telah membawa perubahan transformasional dalam
cara pemerintah menghadirkan keterbukaan dan akuntabilitas
kepada masyarakat. Melalui berbagai alat dan platform yang
didukung TIK, pemerintah sekarang dapat mengungkapkan lebih
banyak informasi kepada warga negara, membuat proses
pengambilan keputusan lebih terbuka, dan menciptakan lebih
banyak kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

1.4.1 Akses Mudah Ke Informasi

Dalam era digital yang berkembang pesat, pemerintah
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data, dokumen,
dan informasi yang berkaitan dengan urusan publik mudah
diakses oleh warga negara. Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) telah memainkan peran utama dalam
menyediakan akses yang lebih terbuka dan transparan
terhadap informasi pemerintah. Pemerintah dapat mencapai
ini dengan mendirikan portal dan situs web resmi yang
menyediakan akses ke berbagai jenis informasi, termasuk
kebijakan, laporan, statistik, serta layanan dan prosedur yang
berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan demikian, warga
negara memiliki akses cepat dan mudah ke informasi yang
mereka butuhkan, tanpa perlu menghadapi hambatan atau
birokrasi yang memperlambat proses pencarian informasi
(Candra, 2019).

Selain memberikan manfaat dalam hal keterbukaan, akses
yang lebih mudah ke informasi pemerintah juga
memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih baik dalam
proses demokratis. Warga negara yang lebih terinformasi
memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memahami isu-
isu kunci, mengikuti kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

7



langkah-langkah ini membantu memperkuat demokrasi dan
memberikan dasar yang lebih kuat untuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat. Pengaksesan informasi yang
lebih mudah melalui portal dan situs web resmi adalah langkah
yang positif dalam mengarahkan pemerintahan menuju tingkat
transparansi yang lebih tinggi dan lebih responsif terhadap
kebutuhan warga negara.

1.4.2 Open Data

Penerapan kebijakan open data oleh pemerintah adalah
salah satu langkah penting dalam meningkatkan transparansi
dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah
mempublikasikan data mereka dalam format yang mudah
diakses dan dapat dianalisis, sehingga memungkinkan para
peneliti, pengembang aplikasi, dan masyarakat umum untuk
memanfaatkan data tersebut untuk berbagai tujuan.

Kebijakan open data memberikan manfaat ganda.
Pertama, hal ini memperkuat prinsip transparansi
pemerintahan dengan membuka akses terhadap informasi
yang sebelumnya mungkin tidak tersedia secara bebas. Dengan
kata lain, ini memungkinkan warga negara untuk lebih
memahami dan memantau kebijakan, anggaran, dan keputusan
pemerintah. Ini juga menciptakan rasa percaya yang lebih besar
di antara warga negara terhadap pemerintah.

Kedua, kebijakan open data menciptakan peluang besar
untuk inovasi. Para peneliti pengembang aplikasi, dan
masyarakat umum dapat menggunakan data yang tersedia
untuk mengembangkan solusi baru, alat analisis, dan aplikasi
yang bermanfaat. Ini dapat berdampak positif dalam berbagai
bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan
lingkungan. Selain itu, open data juga dapat meningkatkan
akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan pemantauan
kinerja pemerintah oleh pihak ketiga. Dengan informasi yang
lebih mudah diakses, warga negara memiliki alat yang lebih
kuat untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi



kewajibannya secara efektif dan sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan open data
merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih
terbuka, transparan, dan responsive (Suyanto, 2005).

1.4.3 Keterbukaan Proses Keputusan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam pemerintahan membuka peluang besar untuk
meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan
keputusan. TIK  memungkinkan  pemerintah  untuk
mengungkapkan proses tersebut secara lebih terbuka dan jelas,
sehingga warga negara dapat melihat bagaimana kebijakan
dibuat, diterapkan, dan dievaluasi. Salah satu cara utama di
mana TIK memfasilitasi transparansi adalah dengan
menyediakan akses ke berbagai dokumen dan informasi terkait
pengambilan keputusan. Ini termasuk laporan penelitian,
catatan pertemuan, laporan kebijakan, dan evaluasi dampak
kebijakan. Semua ini dapat diakses oleh masyarakat melalui
portal dan situs web resmi pemerintah (Nurofik et al,, 2021).

Transparansi proses pengambilan keputusan tidak hanya
memberikan warga negara pemahaman yang lebih baik
tentang bagaimana kebijakan dibuat, tetapi juga memberi
mereka  kesempatan untuk  memberikan  masukan,
berpartisipasi, dan mengajukan pertanyaan. Hal ini
menciptakan interaksi yang lebih dinamis antara pemerintah
dan warga negara, memperkuat partisipasi publik dalam tata
kelola pemerintahan. Selain itu, transparansi juga berperan
penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah.
Dengan dokumentasi yang tersedia secara terbuka, warga
negara dan pemangku kepentingan eksternal dapat memantau
kinerja pemerintah, menjelaskan kebijakan, dan mengevaluasi
dampaknya. Ini adalah elemen kunci dalam menjaga
pemerintah agar tetap akuntabel terhadap masyarakat yang
mereka layani.



Dengan demikian, TIK bukan hanya alat yang
memfasilitasi efisiensi administratif, tetapi juga pilar utama
dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka,
transparan, dan partisipatif. Ini memungkinkan warga negara
untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan
memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
tindakan mereka.

1.5 TIK dan Peningkatan Partisipasi

Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), peran partisipasi masyarakat
dalam proses pemerintahan menjadi semakin penting. TIK telah
membuka pintu lebar-lebar bagi partisipasi yang lebih luas,
memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam
pembuatan kebijakan, menyuarakan aspirasi mereka, dan
berkontribusi pada tata kelola pemerintahan.

1.5.1 E-Participation

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
telah mengubah lanskap partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan pemerintah. TIK memberikan warga
negara alat yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif melalui
platform online, membuka pintu bagi berbagai bentuk
partisipasi yang lebih mudabh, inklusif, dan terjangkau. Melalui
platform online, warga negara sekarang dapat dengan mudah
memberikan  masukan, mengirimkan pendapat, dan
mengajukan usulan mereka tentang berbagai isu kebijakan.
Forum online dan survei elektronik memungkinkan mereka
untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka, mengajukan
solusi, atau memberikan perspektif yang beragam. Dengan
demikian, TIK menciptakan saluran partisipasi yang lebih
terbuka dan transparan (Irwansyah & Moniaga, 2014).
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Partisipasi melalui TIK juga memungkinkan pemerintah
untuk mendengarkan suara warga negara dengan lebih baik.
Data dan umpan balik yang diterima melalui platform online
dapat membantu pemangku kebijakan dalam membuat
keputusan yang lebih baik dan lebih inklusif. Ini
memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Namun, seiring dengan berbagai
manfaat ini, juga muncul tantangan, seperti perlindungan data
pribadi, keadilan akses ke teknologi, dan masalah keamanan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja untuk memastikan
bahwa partisipasi melalui TIK dilakukan dengan benar dan
bahwa hak-hak dan privasi warga negara terlindungi.
Keseluruhan, partisipasi melalui TIK adalah tonggak penting
dalam membangun pemerintahan yang lebih demokratis dan
masyarakat yang lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan.

1.5.2 Konsultasi Publik yang Massal

Pemerintah modern telah mengambil langkah penting
dalam meningkatkan keterlibatan warga negara melalui
konsultasi publik yang didukung oleh Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Salah satu fitur menonjol adalah
kemampuan untuk mengadakan konsultasi publik yang
melibatkan ribuan atau bahkan jutaan warga negara secara
online. Hal ini membuka pintu untuk mendengarkan suara
warga negara dalam skala yang lebih luas dan lebih cepat
daripada metode konsultasi tradisional. Melalui platform
online, pemerintah dapat dengan mudah mengumpulkan
masukan dan pandangan dari sejumlah besar warga negara
tentang berbagai isu kebijakan. Survei elektronik, forum
diskusi, atau petisi online menjadi alat yang efektif untuk
menghimpun beragam perspektif. Ini adalah langkah penting
menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih inklusif dan
demokratis (Sumarno & Sugiyono, 2020).
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Keuntungan lain dari konsultasi publik online adalah
kecepatan respons. Dalam situasi mendesak atau perubahan
yang cepat, pemerintah dapat dengan cepat mengumpulkan
umpan balik dan meresponsnya. Hal ini memungkinkan
kebijakan yang lebih adaptif dan pemahaman yang lebih
mendalam tentang kebutuhan warga negara. Namun, dalam
menerapkan Kkonsultasi publik online, penting untuk
memastikan keadilan akses ke teknologi dan perlindungan data
pribadi warga negara. Dengan perhatian yang cermat pada
aspek ini, pemerintah dapat mengambil langkah besar dalam
memperkuat partisipasi warga negara dalam proses
pengambilan keputusan pemerintah. Keseluruhan, konsultasi
publik online adalah alat yang efektif dalam membangun
pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

1.5.3 Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan
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Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
telah mengubah cara warga negara berinteraksi dengan
kebijakan dan keputusan pemerintah. Salah satu manfaat
signifikan dari TIK adalah kemampuan untuk memberikan
akses lebih luas dan terbuka terhadap alasan di balik kebijakan
dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Melalui platform
online, warga negara sekarang dapat dengan mudah
mengakses informasi yang menjelaskan latar belakang, tujuan,
dan alasan mengapa kebijakan tertentu diadopsi. Mereka dapat
menyelidiki data dan laporan yang mendasari keputusan
tersebut, serta melihat catatan pertemuan atau diskusi yang
mungkin telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi ini, warga
negara memiliki kesempatan untuk lebih memahami proses
pengambilan keputusan yang seringkali rumit dan
mempengaruhi hidup mereka (Nurofik et al,, 2021).



Kemampuan untuk memahami alasan di balik kebijakan
memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan
yang lebih bermakna. Mereka dapat berpartisipasi dalam
konsultasi publik atau memberikan saran yang didukung oleh
data dan bukti. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat
antara pemerintah dan warga negara, memungkinkan kerja
sama yang lebih baik dalam menciptakan kebijakan yang
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Namun,
untuk mencapai manfaat ini, pemerintah juga harus
memastikan bahwa informasi disajikan dengan cara yang
mudah dipahami dan bahwa akses terhadap data tidak hanya
terbuka, tetapi juga inklusif. Keseluruhan, akses yang lebih luas
terhadap alasan di balik kebijakan dan keputusan pemerintah
adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih
transparan, akuntabel, dan demokratis.

1.6 TIK dan Peningkatan Layanan Publik

Dalam era modern yang didorong oleh Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK), pemerintah memiliki potensi besar untuk
memberikan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan
terjangkau bagi warga negara. TIK telah membuka pintu lebar-lebar
bagi transformasi layanan publik, memungkinkan proses yang lebih
modern, akses yang lebih mudah, dan respons yang lebih cepat
terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6.1 E-Government Services

Pemerintah modern telah mengadopsi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat yang kuat untuk
meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Salah
satu perubahan paling mencolok adalah penyediaan layanan
publik melalui platform online, seperti aplikasi ponsel atau
situs web resmi. Contoh nyata dari layanan ini mencakup
pembayaran pajak online, perpanjangan izin, pendaftaran
kendaraan, dan banyak lagi. Pemberian layanan publik melalui
platform online menghadirkan sejumlah manfaat penting.
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Pertama, hal ini membuat layanan lebih mudah diakses oleh
warga negara. Mereka dapat mengakses layanan ini dari
kenyamanan rumah mereka sendiri, tanpa harus pergi ke
kantor fisik yang mungkin jauh atau memerlukan waktu yang
lama. Ini memperpendek waktu dan usaha yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan prosedur pemerintah (Karim et al,
2020).

Selain itu, layanan online juga memungkinkan interaksi
yang lebih cepat antara warga negara dan pemerintah.
Misalnya, pembayaran pajak atau perpanjangan izin dapat
diselesaikan dalam hitungan menit, tidak perlu menunggu
dalam antrian atau mengisi dokumen fisik. Sistem ini juga
membantu dalam mengurangi birokrasi yang berlebihan dan
meningkatkan efisiensi administratif, karena data yang
tersimpan dalam format digital dapat dengan mudah diakses
dan dikelola. Keseluruhan, layanan publik melalui platform
online menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan
responsif, serta memberikan kemudahan yang signifikan bagi
warga negara dalam berurusan dengan berbagai kebutuhan
administratif mereka.

1.6.2 Pelayanan yang Lebih Cepat
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Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
telah membawa dampak signifikan pada cara pemerintah
memberikan layanan publik. Salah satu manfaat utama dari TIK
adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang lebih
cepat dan responsif kepada warga negara. Prosedur online
yang didukung TIK seringkali memungkinkan penyelesaian
tugas dan permintaan layanan dalam waktu yang lebih singkat
daripada melalui prosedur manual. Contohnya adalah
pembayaran pajak, perpanjangan izin, pendaftaran kendaraan,
dan berbagai layanan lain yang dapat diakses dan diselesaikan
dalam hitungan menit melalui platform online. Ini berarti
warga negara tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-
jam untuk menunggu di kantor pemerintah atau mengisi
formulir kertas yang rumit (Rachmadi & Kom, 2020).



Kecepatan dan responsivitas ini sangat penting dalam
memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang
semakin tinggi. Dalam situasi mendesak atau dalam
penanganan permasalahan yang memerlukan tindakan cepat,
TIK memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan
cepat. Ini dapat menyelamatkan waktu, sumber daya, dan
bahkan nyawa dalam situasi seperti penanganan bencana alam
atau krisis kesehatan. Selain itu, TIK juga membantu dalam
mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan banyak
proses manual yang memperlambat penyelesaian tugas, dan
mengoptimalkan proses administratif. Keseluruhan, TIK telah
membuka pintu menuju penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga
negara.

1.6.3 Pelayanan yang Lebih Profesional

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
telah membuka peluang besar bagi pemerintah untuk
menyediakan layanan publik yang lebih dipersonalisasi, sesuai
dengan kebutuhan individu warga negara. Dalam era digital,
keberagaman kebutuhan masyarakat semakin diakui, dan TIK
memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan cara
yang lebih efektif (Candra, 2019).

Dengan data dan teknologi yang tersedia, pemerintah
dapat mengumpulkan informasi tentang preferensi, riwayat,
dan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Contohnya,
sistem pemerintah dapat memahami pola penggunaan layanan
warga negara, preferensi bahasa, atau bahkan status
keberhasilan pendidikan. Dengan informasi ini, pemerintah
dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dan relevan.
Personalisasi layanan ini membawa manfaat ganda. Pertama,
warga negara merasa lebih diakui dan dihargai, karena
pemerintah merespons dengan lebih baik terhadap kebutuhan
mereka. Ini meningkatkan kepuasan dan kepercayaan warga
negara terhadap pemerintah. Kedua, personalisasi layanan juga
membantu  dalam  meningkatkan  efisiensi.  Dengan
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menawarkan layanan yang lebih sesuai, warga negara
cenderung menyelesaikan proses administratif dengan lebih
cepat dan tanpa hambatan. Hal ini dapat mengurangi waktu
dan biaya yang diperlukan untuk menangani permintaan warga
negara. Dalam Kkeseluruhan, personalisasi layanan publik
melalui TIK adalah langkah yang signifikan dalam
meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pemerintah serta
memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.
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BAB 2
PERKEMBANGAN E-GOV DI
INDONESIA

Oleh Ahmad Farouq Mulku Zahari

2.1 Pendahuluan

Sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan menuju ke
arah yang lebih transparan (open government), dan berlandaskan
supremasi hukum, termasuk sistem pemerintahan di Indonesia.
Pemerintahan yang terbuka (open government) mengacu pada
praktik-praktik pemerintahan yang mempromosikan transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintahan terbuka
berusaha untuk membuat informasi publik lebih mudah diakses
oleh masyarakat, melibatkan warga dalam proses pengambilan
keputusan, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan
pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah, (Indrayani, 2016).
Perubahan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan
kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meletakkan
kepentingan rakyat sebagai pusat perhatian. Pemerintahan yang
terbuka tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan E-
Government (pemerintahan elektronik). E-Gov merujuk pada
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan pelayanan
dalam administrasi pemerintahan. E-Government bertujuan untuk
memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung dan
meningkatkan  proses-proses  pemerintahan, mempercepat
penyampaian layanan publik, dan memperkuat keterlibatan
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masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (Indrajit et al,
2005; Nurhakim, 2014).

Dengan adanya reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi oleh
tuntutan terhadap pembentukan sistem pemerintahan yang bersih,
transparan, dan responsif terhadap perubahan, telah mendorong
pengembangan konsep E-Government. E-Government adalah
pelaksanaan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan
elektronik, dan mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dan layanan
pemerintahan, (Indrajit et al, 2005; Sosiawan, 2008). Dalam
pengertian E-Government ini, ada dua hal utama yang muncul:

1. Penggunaan Teknologi Informasi: E-Government melibatkan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
mendukung dan meningkatkan proses-proses pemerintahan.
Ini mencakup penggunaan internet, perangkat lunak, basis
data, dan berbagai solusi teknologi lainnya untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pemerintahan.

2. Tujuan Pemanfaatannya: E-Government bertujuan untuk
mencapai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat dalam  proses pengambilan  keputusan
pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah
dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih efektif, dan
lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui penerapan E-Government, pemerintahan dapat
menyediakan layanan-layanan secara elektronik, seperti pengajuan
dokumen secara online, pembayaran pajak secara elektronik, dan
akses informasi publik melalui platform digital. Dengan kata lain, E-
Government mencakup berbagai inisiatif dan strategi yang
mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Namun, ada tantangan dan risiko dalam
implementasi E-Government, termasuk masalah privasi dan
keamanan data, aksesibilitas, serta pelatihan yang dibutuhkan untuk
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pegawai pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah untuk merancang dan melaksanakan strategi E-
Government dengan cermat, memastikan perlindungan data yang
memadai, dan melibatkan masyarakat dalam  proses
pengembangannya. Lebih jauh, dalam bab ini akan dibahas
mengenai penerapan E-Government di Indonesia, tahapan
penerapan E-Government di Indonesia, manfaat penerapan E-
Government di Indonesia, sampai dengan kendala dan tantangan
dari penerapan E-Government di indonesia.

2.2 Penerapan E-Gov di Indonesia

E-Government mencakup pemanfaatan teknologi informasi,
khususnya internet, untuk meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dengan menggunakan
teknologi informasi, pemerintah Indonesia dapat menyediakan
layanan publik secara online, mengotomatisasi proses-proses
administratif, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi
masyarakat, (Sosiawan, 2008). Dengan dikeluarkannya kebijakan
melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 maka memiliki
dampak penting terhadap pengembangan E-Government dan praktik
tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Instruksi Presiden ini
mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam mengelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Dalam konteks ini, website atau situs informasi menjadi
salah satu sarana yang digunakan untuk mewujudkan inisiatif ini.
Website pemerintah, yang umumnya memiliki domain berakhiran
"go.id," berperan penting dalam menyediakan informasi publik,
melayani masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah, (Amrozi et al., 2022).

Dengan melihat Peningkatan jumlah domain .go.id pada
oktober 2019 yakni sebanyak 4.127. Hal ini mencerminkan upaya
pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan dan
menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Namun, pada
oktober 2023, terdapat penurunan jumlah domain .go.id menjadi
3.392, (Pandi, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor,

21



seperti penghapusan domain yang tidak aktif atau perubahan dalam
strategi pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah. Secara
keseluruhan, melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 dan
perkembangan domain .go.id mencerminkan langkah-langkah
penting dalam mengarahkan Indonesia menuju tata pemerintahan
yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pemanfaatan
teknologi untuk kepentingan masyarakat, (Amrozi et al,, 2022).

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 pula
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government memberikan arahan mengenai implementasi E-
Government di lembaga pemerintah Indonesia. Berikut adalah poin-
poin yang dijelaskan dalam Inpres tersebut:

1. Prioritas Layanan Elektronik:

Lembaga pemerintah diminta untuk menentukan prioritas
layanan elektronik yang akan diberikan. Hal ini mencakup
pelayanan publik atau layanan administratif yang dapat
ditingkatkan melalui implementasi teknologi informasi dan
komunikasi.

2. Kondisi Infrastruktur Informasi:

Lembaga pemerintah diharapkan untuk mengevaluasi dan
memahami kondisi infrastruktur informasi yang mereka miliki.
Ini mencakup sistem komputer, jaringan, dan teknologi
informasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung
penerapan E-Government.

3. Kondisi Kegiatan Layanan Saat Ini:

Evaluasi dilakukan terhadap kondisi layanan yang sudah
ada di lembaga pemerintah. Dengan memahami kegiatan
layanan saat ini, lembaga tersebut dapat merancang strategi
untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui E-
Government.

4. Kondisi Anggaran dan Sumber Daya Manusia:

Lembaga pemerintah diminta untuk mengevaluasi kondisi
anggaran dan sumber daya manusia yang mereka miliki.
Pengembangan E-Government harus disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran dan keahlian SDM yang ada.
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Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya pendekatan
yang disesuaikan dengan kondisi unik setiap lembaga pemerintah,
memastikan bahwa implementasi E-Government tidak hanya efektif
tetapi juga dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks lembaga
tersebut. Beberapa contoh penerapan e-gov di indonesia di
antaranya yang dapat dilihat pada bidang keuangan dan
kependudukan, (Amrozi et al, 2022). Pada bidang keuangan, yakni
dalam konteks implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD) memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan SIKD, seperti yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, dapat memberikan manfaat
seperti peningkatan pengendalian fiskal nasional, penyajian
informasi keuangan daerah secara nasional, dan pengendalian
defisit anggaran. Namun, keberhasilan implementasi bergantung
pada sejauh mana faktor-faktor teknis ini dikelola dan
diintegrasikan dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis
elektronik. Selanjutnya pada bidang administrasi kependudukan
implementasi E-Government yakni dengan adanya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
memiliki keterkaitan dengan Administrasi Kependudukan. Pada
konteks ini, penerapan E-Government bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Salah satu
contoh implementasi konkret dari Undang-Undang tersebut adalah
pengenalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), E-KTP
merupakan salah satu bentuk teknologi dalam administrasi
kependudukan yang memiliki banyak manfaat. Dengan adanya e-
KTP, data penduduk dapat dielola secara lebih efisien dan akurat.
Beberapa keuntungan dari penggunaan e-KTP meliputi:
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1. Keamanan dan Keakuratan Data: e-KTP menyediakan sistem
yang lebih aman dan terkendali untuk menyimpan dan
mengelola data penduduk. Hal ini dapat mengurangi risiko
manipulasi atau kesalahan data.

2. Pelayanan Publik yang Lebih Cepat: Proses administrasi
kependudukan seperti pembuatan KTP, perubahan data, atau
pencatatan kependudukan lainnya dapat dilakukan dengan
lebih cepat dan efisien.

3. Integrasi Sistem: e-KTP dapat diintegrasikan dengan sistem-
sistem lain dalam pemerintahan, seperti sistem perpajakan
atau sistem keuangan negara, untuk meningkatkan koordinasi
dan efisiensi.

4. Pengurangan Birokrasi: Automatisasi proses administratif
dapat membantu mengurangi tingkat birokrasi dan
mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan implementasi
E-Government, juga perlu diingat untuk memperhatikan aspek
keamanan data dan privasi masyarakat agar informasi pribadi tidak
jatuh ke tangan yang tidak berwenang.

2.3 Tahapan Penerapan E-Gov di Indonesia

Saat ini, banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah otonom telah berupaya untuk mengembangkan pelayanan
publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Secara garis
besar tahapan penerapan e-gov di Indonesia terdiri dari beberapa
tahapan, yakni: 1) Persiapan, 2) Pematangan, 3) Pemantapan, dan 4)
Pemanfaatan, (Indrayani, 2016). Namun, mayoritas situs
pemerintah dan pemerintah daerah otonom masih berada pada
tingkat pertama (persiapan), sedangkan hanya sebagian kecil yang
telah mencapai tingkat dua (pematangan). Tingkat tiga
(pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai,
(Indrayani, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya
untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi,
masih ada tantangan dalam mencapai tingkat pemanfaatan yang
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optimal. Pemantapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memberikan
manfaat maksimal kepada masyarakat.

Kemudian untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada
sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan
diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses
tersebut adalah: Support, Capaity, dan Value, (Indrajit, 2016). Untuk
meningkatkan tingkat pemanfaatan, mungkin diperlukan langkah-
langkah  strategis seperti peningkatan investasi dalam
pengembangan teknologi informasi, pelatihan dan peningkatan
kapasitas SDM, serta perbaikan kebijakan yang mendukung
penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu,
penting juga untuk terus memantau dan mengevaluasi progres agar
dapat menyesuaikan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan,
(Indrayani, 2016).

Lebih jauh, Nugroho dalam (Nurhakim, 2014) menjelaskan
tahapan  perkembangan implementasi E-Government. ini
mencerminkan evolusi dan peningkatan kompleksitas dalam
penerapan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan di
Indonesia. Berikut masing-masing tahapannya:

1.  Web Presence (Keberadaan di Web):

e Fokus pada puncak kemunculan pemerintah di internet
dengan mendirikan situs web resmi.

e Informasi dasar ditempatkan di situs web, memberikan
akses masyarakat terhadap informasi dasar tentang
pemerintah dan layanan publik.

2. Interaction (Interaksi):

. Lebih dari sekadar keberadaan, tahap ini menekankan
interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui situs
web.

e Situs web dilengkapi dengan fasilitas interaktif seperti
download dan komunikasi melalui email.

e Menawarkan lebih banyak informasi yang bervariasi
kepada masyarakat.
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3. Transaction (Transaksi):

e Selain fasilitas interaksi, tahap ini memperkenalkan
kemampuan untuk melakukan transaksi pelayanan publik
melalui situs web.

e Masyarakat dapat melakukan transaksi secara online
untuk mendapatkan layanan pemerintah tanpa harus
datang langsung ke kantor.

4.  Transformation (Transformasi):

e Mencapai tingkat tertinggi dalam perkembangan
implementasi E-Government.

e  Pelayanan pemerintah mengalami peningkatan secara
terintegrasi, menunjukkan adanya transformasi signifikan
dalam cara pemerintah menyediakan layanan kepada
masyarakat.

e Integrasi mencakup berbagai aspek administratif dan
pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan perbaikan
dalam penyampaian layanan pemerintah.

Tahapan ini mencerminkan perjalanan E-Government dari
tahap dasar hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam
integrasi dan efisiensi pelayanan. Proses ini umumnya
membutuhkan investasi dalam teknologi informasi, kapasitas
sumber daya manusia, dan perubahan dalam budaya organisasi
untuk mencapai tingkat transformasi yang diinginkan, (Nurhakim,
2014).

2.4 Manfaat Penerapan E-Gov di Indonesia

Pernyataan Pakar Telematika Richardus Eko Indrajit dalam
(Amrozi et al, 2022) menggarisbawahi beberapa manfaat dan
kontribusi positif dari implementasi E-Government (e-Gov) dalam
konteks perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, baik di tingkat
nasional maupun global. Berikut adalah beberapa poin utama yang
dapat diambil yakni:
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Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat:

Implementasi  E-Government  diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efisien
dan berkualitas kepada masyarakat.

Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan:

E-Government dianggap sebagai alat yang dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan.
Dengan memanfaatkan teknologi, proses administrasi dan
penyelenggaraan layanan publik dapat menjadi lebih cepat,
akurat, dan terukur.

Pengurangan Total Biaya Administrasi:

Implementasi ~ E-Government  diharapkan dapat
mengurangi  total biaya administrasi  pemerintahan.
Penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses
administratif dan menghindari redundant paperwork dapat
menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan.

Lingkungan Masyarakat yang Tepat dan Cepat Tanggap:

E-Government memungkinkan masyarakat untuk
berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses layanan kapan
saja, selama 24 jam. Hal ini menciptakan lingkungan yang
responsif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan dan masalah
masyarakat.

Interaksi dan Akses Layanan 24 Jam:

Pentingnya implementasi E-Government juga terletak pada
kemampuannya untuk memberikan akses dan interaksi
layanan pemerintah secara online selama 24 jam. Ini tidak
hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat tetapi juga
memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam proses
pemerintahan.
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Dengan demikian, implementasi E-Government diharapkan

tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah tetapi
juga memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat
secara keseluruhan. Selain itu, E-Government, memiliki peran yang
penting dalam pembangunan masyarakat modern. Terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya E-Government
dalam konteks ini. Berikut adalah tiga faktor utama, (Cahyadi, 2003;
Nurhakim, 2014):

1.
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Efisiensi dan Peningkatan Layanan Publik:

E-Government  memungkinkan  pemerintah  untuk
menyediakan layanan secara online, yang dapat meningkatkan
efisiensi dalam penyampaian layanan publik. Proses
administrasi yang terotomatisasi dan digital dapat
mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan
masyarakat. Ini tidak hanya memperpendek waktu tunggu bagi
warga negara tetapi juga meningkatkan kualitas dan
aksesibilitas layanan.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Penerapan E-Government  dapat meningkatkan
transparansi  dalam proses pengambilan keputusan
pemerintah. Informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini tidak
hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, di
mana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan
dan keputusannya.

Partisipasi Masyarakat:

E-Government dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan
platform online untuk umpan balik dan partisipasi warga,
pemerintah dapat lebih baik memahami kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Ini menciptakan lingkungan di mana
kebijakan dan proyek pembangunan dapat lebih
mencerminkan kepentingan dan kebutuhan riil dari beragam
kelompok dalam masyarakat.



Pentingnya E-Government dalam pembangunan masyarakat
menciptakan fondasi untuk administrasi yang lebih efisien,
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat
memajukan tata kelola publik dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat  secara  keseluruhan. Lebih  jauh, melalui
penyelenggaraan E-Government melahirkan empat model hubungan
yang menggambarkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat
atau antar-pemerintah, (Indrajit, 2016; Nurhakim, 2014) yaitu:

1. G2C (Government to Citizen): Model ini mencakup interaksi
antara pemerintah dan individu atau warga negara. Contohnya
adalah layanan pemerintah online yang memungkinkan warga
untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan, atau
membayar pajak secara elektronik.

2. G2B (Government to Business): Model ini melibatkan interaksi
antara pemerintah dan sektor bisnis. Contohnya adalah
pendaftaran perusahaan, pengajuan izin usaha, atau
pembayaran pajak perusahaan secara online.

3. G2G (Government to Government): Model ini menyoroti
interaksi antara entitas pemerintah yang satu dengan yang lain.
Contoh penerapan model ini adalah pertukaran data antara
departemen pemerintah atau tingkat pemerintahan yang
berbeda untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi.

4. G2E (Government to Employee): Model ini melibatkan interaksi
antara pemerintah dan pegawai pemerintah. Ini dapat
mencakup sistem manajemen sumber daya manusia, pelatihan
online, atau layanan administrasi internal.

Dengan menerapkan konsep E-Government dan model
hubungan ini, diharapkan bahwa pemerintahan dapat beroperasi
dengan lebih efisien, responsif, dan terbuka bagi partisipasi
masyarakat.
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2.5 Kendala dan Tantangan dalam Penerapan E-
Gov di Indonesia

Masalah infrastruktur teknologi di Indonesia memang sering
kali terkait dengan kondisi geografis dan demografisnya yang unik.
Faktor-faktor seperti populasi yang besar dan terdiri dari banyak
pulau dapat menyulitkan implementasi infrastruktur teknologi yang
merata di seluruh negeri, (Amrozi et al, 2022). Beberapa masalah
yang mungkin dihadapi yakni:

1. Keterbatasan Akses Internet: Beberapa pulau mungkin
memiliki akses internet yang terbatas atau bahkan tidak
tersedia sama sekali. Ini dapat menghambat kemajuan
teknologi dan akses informasi bagi penduduk di daerah
tersebut.

2. Biaya Mahal: Implementasi infrastruktur di pulau-pulau
terpencil atau sulit dijangkau seringkali memerlukan investasi
yang besar. Biaya logistik dan pembangunan dapat menjadi
faktor pembatas, membuat akses teknologi menjadi mahal.

3. Tantangan Geografis: Beberapa daerah mungkin sulit diakses
karena faktor geografis seperti pegunungan, hutan, atau
kondisi alam lainnya. Hal ini dapat membuat proses
pembangunan infrastruktur menjadi sulit dan mahal.

4. Kurangnya Pengetahuan Teknologi di Beberapa Daerah:
Pendidikan dan pemahaman teknologi mungkin kurang di
beberapa daerah, yang dapat menjadi hambatan dalam
penerapan infrastruktur teknologi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat mengambil
langkah-langkah seperti meningkatkan investasi di daerah-daerah
terpencil, mengembangkan kebijakan yang mendukung
pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan akses pendidikan
teknologi di seluruh negeri. Selain itu, kerjasama antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat juga dapat menjadi kunci untuk
mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal infrastruktur
teknologi. Hal senada juga dikemukakan oleh Heseini dalam
(Nurhakim, 2014) yang menguraikan tiga jenis tantangan dalam
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penerapan E-Government, yaitu tantangan yang bersifat 1) Tangible,
2) Intangible dan 3) Very Intangible. berikut penjelasannya:

1.

Tantangan yang bersifat tangible termasuk keterbatasan
sarana dan prasarana fisik, seperti jaringan telekomunikasi
dan listrik. Ini mencakup aspek infrastruktur yang nyata
dan dapat diuk,

Tantangan yang bersifat intangible mencakup aspek yang
lebih abstrak, seperti masalah keuangan dan keterbatasan
sumber daya manusia (SDM), dan

Tantangan yang bersifat very intangible mencakup aspek
yang sangat abstrak dan sulit diukur. Contohnya termasuk
keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan
E-Government, serta tindakan yang harus diambil sebagai
konsekwensi dari penerapan tersebut. Ini juga melibatkan
aspek seperti menegakkan disiplin dan membangun
masyarakat pengetahuan (knowledge society) di kalangan
birokrasi pemerintah.

Dengan memahami Kketiga jenis tantangan ini, pemangku

kepentingan di bidang E-Government dapat merancang strategi yang
lebih holistik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul
dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
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2.6 Penutup

Penerapan E-Government di Indonesia memang telah
berlangsung selama beberapa waktu dan mengalami perkembangan.
E-Government merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, transparansi, dan efisiensi di dalam administrasi
pemerintahan. Beberapa faktor yang mendorong penerapan E-
Government di Indonesia antara lain adalah meningkatnya penetrasi
internet, pertumbuhan teknologi informasi, dan kesadaran akan
pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
Beberapa tahap penerapan E-Government di Indonesia melibatkan
penyediaan informasi secara daring, pemberian layanan publik
online, hingga integrasi sistem antarinstansi untuk meningkatkan
koordinasi dan efisiensi administrasi pemerintahan. Keberlanjutan
perhatian terhadap E-Government menunjukkan bahwa masyarakat
dan pemerintah memiliki kesadaran akan potensi positif yang dapat
dihasilkan dari implementasi teknologi dalam administrasi
pemerintahan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari E-
Government meliputi peningkatan efisiensi, transparansi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik
secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, upaya penerapan E-Government juga
dapat menjadi bagian dari transformasi digital lebih luas untuk
meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Namun,
tantangan yang perlu diatasi meliputi keterbatasan akses teknologi
di beberapa daerah, keamanan data, dan perubahan budaya
organisasi. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan
mengevaluasi penerapan E-Government agar dapat mengidentifikasi
area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa manfaatnya
dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kesadaran dan partisipasi publik dalam pengembangan dan
implementasi E-Government juga menjadi kunci kesuksesannya.
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BAB 3
REVITALISASI MANAJEMEN
PEMERINTAHAN

Oleh Murniati

3.1 Pendahuluan

Revitalisasi manajemen pemerintahan adalah proses
perubahan serta peningkatan cara pemerintah mengelola
sumber daya serta memberikan layanan kepada masyarakat. Ini
adalah upaya buat memodernisasi, menaikkan efisiensi, dan
mempertinggi transparansi dalam pemerintahan (Qohar, 2012).
Manajemen pemerintahan merupakan landasan dasar
pengelolaan suatu negara. Cara pemerintah mengelola asal daya,
menyebarkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat memiliki akibat yg sangat besar terhadap
kesejahteraan rakyatnya serta pembangunan bangsa (Osborne
and Gaebler, 1992). Memulihkan tata kelola pemerintahan
adalah upaya penting buat mengatasi tantangan yg terus
berlanjut pada dunia yang semakin kompleks, berubah
menggunakan cepat, serta terhubung secara dunia (Osborne and
Gaebler, 1992).

Bab ini bertujuan menggali dan memaparkan wangsit serta
praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan yg sudah
terbukti berhasil di banyak sekali tempat di dunia. Memulihkan
rapikan kelola pemerintahan sebagai semakin penting seiring
menggunakan perubahan kondisi teknologi, sosial, serta
ekonomi yg bergerak maju. Menghadapi kompleksitas ini,
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pemerintah  wajib memastikan bahwa mereka dapat
memberikan layanan yg efektif serta berkualitas kepada
warganya serta dapat menyebarkan kebijakan yg memenuhi
kebutuhan serta tuntutan masyarakat.

3.2 Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan

Konsep Dasar pada Manajemen pemerintahan adalah disiplin
ilmu yang esensial dalam menjalankan pemerintahan yg efisien dan
efektif. Konsep dasar pada manajemen pemerintahan mencakup
sejumlah teori dan prinsip yang membentuk dasar operasional buat
organisasi pemerintah (Sawir, 2020). Berikut beberapa konsep
dasar krusial pada manajemen pemerintahan yang membantu pada
pengambilan keputusan, efisiensi, etika, dan tanggung jawab
pemerintah.

3.2.1 Teori Administrasi Publik

Konsep ini diperkenalkan Herbert A. Simon pada bukunya
yang terkenal, "Administrative Behavior: A Study of Decision-
Making Processes in Administrative Organization" dalam
(Universalis, 2015). Teori ini memfokuskan pada proses
pengambilan keputusan pada organisasi pemerintah. Simon
mengungkapkan bagaimana administrator wajib mengatasi
keterbatasan informasi serta mempertimbangkan alternatif
sebelum menghasilkan keputusan yang tepat. (Simon, 2013)

Herbert A. Simon adalah seseorang ilmuwan sosial dan
ekonomi yang jua mempunyai kontribusi yg signifikan dalam
bidang administrasi publik. salah satu teori yg diperkenalkan
olehnya merupakan "Teori Pengambilan Keputusan
Administrasi  Publik". Teori ini mengusulkan bahwa
pengambilan keputusan dalam konteks administrasi publik
melibatkan sejumlah tahap serta aspek yang memengaruhi
proses pengambilan keputusan. Berikut merupakan contoh
teori-teori yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon yg terkait
dengan administrasi publik (Simon, 2013).
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Teori Keterbatasan Rasionalitas: Simon menekankan
bahwa pengambil keputusan sering terbatas dalam
kemampuan rasionalitasnya. Mereka tidak selalu bisa
mengumpulkan berita lengkap, mengevaluasi seluruh
alternatif, dan menentukan yg terbaik secara optimal.
kebalikannya, = mereka cenderung  menghasilkan
keputusan yang relatif baik pada saat yg terbatas dengan
sumber daya yg terbatas.

Teori  Proses Pengambilan  Keputusan:  Simon
menguraikan proses pengambilan keputusan menjadi 3
termin, yaitu intelijen (pemahaman dilema), perancangan
(pengembangan alternatif), serta pemilihan (menentukan
alternatif terbaik). Ini artinya pendekatan sistematis buat
menyebutkan bagaimana para pemimpin serta
administrator pada sektor publik membuat keputusan.
Model  Garis Tindakan = Administratif: Simon
mengembangkan konsep "model garis tindakan
administratif’ yang mendeskripsikan serangkaian
keputusan yang diambil pada lingkungan administrasi
publik. model ini membagikan bagaimana dilema
dipahami, solusi dipertimbangkan, serta bagaimana
keputusan dibuat dan diimplementasikan.

Prinsip Ketidakpastian serta Risiko: Simon mengakui
bahwa pada administrasi publik, keputusan sering dibuat
dibawah ketidakpastian serta risiko. Hal ini bisa
mempengaruhi keputusan serta strategi yg dipergunakan
oleh administrator publik.

Teori-teori ini membantu memahami bahwa pengambilan

keputusan pada sektor publik seringkali kompleks, ditentukan
sang faktor-faktor yg tak hanya berfokus di kepentingan
rasional semata, serta membutuhkan pendekatan yang tidak
selaras daripada pengambilan keputusan pada sektor swasta.
Herbert A. Simon memainkan Kkiprah krusial dalam

pengembangan pemikiran ini dalam konteks administrasi
publik.
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3.2.2 Teori Birokrasi

38

Teori birokrasi Weber adalah konsep yang sangat
berpengaruh dalam memahami struktur dan operasi
organisasi, terutama di sektor publik dan swasta. Contoh
konkretnya bisa ditemukan dalam banyak lembaga
pemerintah, perusahaan besar, atau organisasi non-profit yang
menerapkan prinsip-prinsip birokrasi dalam operasional
mereka untuk mencapai efisiensi dan konsistensi.

Konsep birokrasi pertama kali dikembangkan Max Weber,
yang menggambarkan birokrasi menjadi bentuk organisasi
pemerintah yg rasional dan efisien. Birokrasi memiliki struktur
hierarkis, aturan yg jelas, serta pembagian tugas yang
terdefinisi dengan baik (Tampubolon, Simanjuntak and Silalahi,
2023). Max Weber seorang sosiolog Jerman yg dikenal karena
kontribusinya terhadap pemahaman ihwal birokrasi. Weber
mengembangkan teori birokrasi menjadi bentuk organisasi yg
sangat rasional dan efisien. Teori birokrasi Weber terdiri dari
sejumlah prinsip dan ciri yang menghasilkan kerangka kerja
buat mendeskripsikan bagaimana birokrasi beroperasi. Berikut
model karakteristik teori birokrasi Max Weber dalam (Hamzah
and Yusuf, 2023)adalah:

1. Otoritas Rasional-legal: Weber berkata bahwa otoritas
pada birokrasi didasarkan di peraturan serta hukum yg
ditetapkan secara rasional. Otoritas ini dipegang oleh
individu yg mempunyai kewenangan sinkron dengan
peran serta tanggung jawab mereka.

2. Pembagian Tugas: Birokrasi melibatkan pembagian tugas
yang kentara dan spesifik. Setiap posisi dalam birokrasi
memiliki deskripsi pekerjaan yang rinci, dan setiap
individu mempunyai tanggung jawab yg terdefinisi
menggunakan kentara.

3. Hirarki: Birokrasi memiliki struktur hirarkis meng-
gunakan tingkatan tidak sama dari posisi dan wewenang.
di puncak hirarki, ada individu yang memiliki kekuasaan
tertinggi pada organisasi.



Keberlanjutan: Birokrasi diarahkan buat mencapai
keberlanjutan serta stabilitas. Perubahan pada birokrasi
biasanya dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan
prosedur yang telah ditentukan.

Impersonalitas: Weber menekankan bahwa birokrasi
beroperasi secara impersonal, artinya keputusan dan
tindakan didasarkan pada hukum dan prosedur, bukan
pada faktor-faktor personal seperti preferensi atau
diskriminasi.

Kepentingan umum: Birokrasi harus berfungsi untuk
mencapai tujuan dan kepentingan awam, bukan buat
kepentingan langsung atau gerombolan .

Spesialisasi serta Profesionalisme: Birokrasi mendorong
spesialisasi dan profesionalisme pada melaksanakan
tugas. Anggota birokrasi diharapkan buat memiliki
kompetensi dan pengetahuan yang sinkron menggunakan
pekerjaan mereka.

Dokumentasi serta Rekam Jejak: semua keputusan,
tindakan, serta komunikasi pada birokrasi harus
didokumentasikan serta terdapat rekam jejaknya. Ini
untuk transparansi, pertanggungjawaban, dan keamanan
aturan.

Pemisahan eksklusif dan Pejabat: Pejabat di birokrasi
diperlukan untuk memisahkan urusan eksklusif mereka
asal urusan resmi dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Teori birokrasi Weber merupakan konsep yang sangat

berpengaruh pada memahami struktur dan operasi organisasi,
terutama di sektor publik dan swasta. contoh konkretnya
mampu ditemukan dalam banyak forum pemerintah, perusahaan
besar, atau organisasi non-profit yg menerapkan prinsip-prinsip
birokrasi dalam operasional mereka untuk mencapai efisiensi
dan konsistensi (Hamzah and Yusuf, 2023).
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3.2.3 Teori Kepemimpinan dalam Pemerintahan
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Teori kepemimpinan memainkan peran Kkrusial pada
manajemen pemerintahan. James Mac Gregor Burns pada
bukunya "Leadership” membahas perbedaan antara
kepemimpinan transformasional serta = kepemimpinan
transaksional (Basuki, 2021). James Mac Gregor Burns
merupakan seseorang sejarawan serta ilmuwan politik populer
yang telah menulis banyak buku wacana kepemimpinan dan
politik. keliru satu karyanya yang terkenal adalah buku
"Leadership: A Social and Political Influence" yang diterbitkan
di tahun 1978. Buku Burns tersebut membahas disparitas
antara dua gaya kepemimpinan primer: kepemimpinan
transformasional dan kepemimpinan transaksional (Hendri et
al, 2023)

»  Kepemimpinan Transaksional:

Kepemimpinan  transaksional artinya jenis
kepemimpinan yg berfokus pada pertukaran atau
transaksi antara pemimpin dan bawahan. pada
kepemimpinan transaksional, pemimpin mengatur tugas,
memberikan instruksi, dan menetapkan hukum dan
aturan main yang wajib diikuti oleh bawahan. Pemimpin
mengevaluasi kinerja bawahan dan  menyampaikan
pemberian atau hukuman sesuai menggunakan pen-
capaian atau pelanggaran aturan.

»  Kepemimpinan Transformasional:

Kepemimpinan transformasional adalah jenis
kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi,
memotivasi, dan membarui bawahan. dalam ke-
pemimpinan ini, pemimpin mempunyai kemampuan buat
mengilhami orang lain buat mencapai tujuan yang lebih
tinggi daripada yg mungkin mereka lakukan tanpa
kepemimpinan tadi. Pemimpin transformasional bisa
mensugesti budaya organisasi, mempromosikan inovasi,
serta mendorong pengembangan diri bawahan.



Burns berpendapat bahwa kepemimpinan trans-
formasional lebih efektif pada jangka panjang daripada
kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional
mendorong perkembangan langsung serta profesional yg lebih
baik dalam bawahan, menciptakan semangat, serta
membangun perubahan positif pada organisasi (Hanafi, 2023).

3.2.4 TeoriEtika dalam Manajemen Pemerintahan

Etika artinya bagian integral asal manajemen
pemerintahan. terdapat prinsip etika yang mendasari tindakan
dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. dalam "The
Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the
Administrative Role" (2012), Terry L. Cooper membahas
bagaimana administrator pemerintahan wajib bertindak secara
etis.  (Cooper, 2012). Terry L dalam (Cooper, 2012)
memfokuskan perhatiannya pada peran administrator
pemerintahan dan bagaimana mereka wajib bertindak secara
etis. Beberapa konsep etika yang mendasari tindakan
administrator pemerintahan menurut Terry adalah:

e Transparansi: Administrator pemerintahan harus
berusaha buat memastikan bahwa tindakan serta
keputusan pemerintah dapat dipahami dan diakses oleh
publik. Transparansi membantu membangun agama
rakyat dan mengurangi risiko korupsi.

e  Pertimbangan terhadap Kepentingan Publik:
Administrator pemerintahan wajib selalu
memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan
eksklusif atau kelompok tertentu. Mereka wajib bertindak
buat kebaikan beserta dan keadilan sosial.

e  Akuntabilitas: Administrator pemerintahan harus siap
buat bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan
mereka. Akuntabilitas membentuk dorongan buat
bertindak secara etis dan menggunakan itikad baik.

e  Prinsip hukum: Administrator pemerintahan harus selalu
bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan yang
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berlaku. Mereka juga wajib memastikan bahwa proses

aturan diikuti dengan benar.

e Menghindari  konflik Kepentingan: = Administrator
pemerintahan  wajib menghindari  pertarungan
kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan
integritas keputusan mereka. Ini bisa mencakup
pembatasan terhadap penerimaan anugerah atau
keuntungan pribadi lainnya.

e  Penghargaan terhadap Hak Asasi manusia: Administrator
pemerintahan harus memastikan bahwa tindakan mereka
menghormati dan melindungi hak asasi manusia, mirip
kebebasan beropini serta hak-hak masyarakat negara
lainnya.

Melalui pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip
etika ini, administrator pemerintahan dapat menjalankan tugas
mereka menggunakan integritas dan melakukan pelayanan
yang lebih baik pada warga masyarkat. kesadaran akan etika
pada manajemen pemerintahan akan membantu mencegah
penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi (PS, Sarifah and
Musafa, 2023)

3.2.5 Teori Manajemen Kinerja dalam Pemerintahan
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Teori Manajemen Kinerja pada pemerintahan ialah
kerangka kerja yang mengkaji dan merancang sistem untuk
mengukur, mengelola, serta meningkatkan kinerja organisasi
pemerintahan. penekanan utamanya ialah pada wupaya
meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas
pemerintah. Teori Manajemen Kinerja pada Pemerintahan
merupakan pendekatan strategis yang diterapkan buat
menaikkan Kkinerja organisasi pemerintahan, menggunakan
menekankan pemantauan evaluasi, serta perbaikan. dalam
konteks ini, kinerja tidak hanya diukur berasal segi akibat akhir,
namun jua melibatkan proses, efisiensi penggunaan asal daya,
dan pencapaian tujuan organisasi (Satibi, 2023).



Elemen kunci dari Teori Manajemen Kinerja merupakan
penetapan sasaran serta indikator kinerja yg jelas. Ini
melibatkan identifikasi tujuan organisasi, pembagian tujuan
menjadi target yang terukur dan pengembangan indikator
kinerja buat memonitor kemajuan. target serta indikator ini
dasar buat mengevaluasi pencapaian serta efisiensi pada
mencapai tujuan (Hendriana et al, 2023). Selain itu, teori ini
mendorong adopsi dari manajemen kinerja yg melibatkan
langkah-langkah mulai dari tahap perencanaan, pemantauan,
penilaian, serta  pemugaran. Langkah-langkah  ini
memungkinkan pemerintah buat merespons perubahan
lingkungan, mengevaluasi keberhasilan kebijakan, dan
memperbaiki proses yang kurang efektif (Rahmah et al, 2023).
Perangkat lunak Teori Manajemen Kinerja dalam
Pemerintahan meliputi beberapa komponen utama (Hindra
and Alj, 2023)

e  Evaluasi Kinerja Individual serta Tim, Menerapkan sistem
penilaian kinerja untuk pegawai pemerintah serta tim
kerja guna memastikan akuntabilitas dan memberikan
umpan balik konstruktif.

e Pengukuran Kinerja Organisasi: membentuk serta
memakai indikator kinerja buat mengevaluasi efektivitas
organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan serta
memberikan pelayanan kepada warga.

e  Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi
dalam pelaporan kinerja buat memungkinkan rakyat
negara serta pemangku Kkepentingan lainnya buat
memahami serta menilai kinerja pemerintah.

e Penggunaan Teknologi gosip: Memanfaatkan teknologi
gosip buat memfasilitasi pengumpulan data, pemantauan
secara real-time, serta pelaporan kinerja yang lebih
efisien.

e Pemberdayaan Pegawai: Memberdayakan pegawai
pemerintah menggunakan memberikan pembinaan dan
pengembangan, memotivasi melalui pengakuan kinerja yg
baik, serta mendukung pengembangan profesional.
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e Komitmen Kepemimpinan: Kepemimpinan yang
bertenaga serta berkomitmen menjadi kunci kesuksesan
dalam menerapkan Teori Manajemen Kinerja. Pemimpin
pemerintahan perlu mendukung serta memimpin
perubahan buat memastikan keberlanjutan dan
keberhasilan.

Teori Manajemen Kinerja dalam Pemerintahan membantu
membangun budaya organisasi yang terfokus di pencapaian
akibat, inovasi, serta peningkatan berkelanjutan. dengan
menerapkan pendekatan ini, pemerintahan bisa lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan akuntabilitas,
serta mencapai tujuan pembangunan dengan lebih efektif
(Yuningsih, 2018).

3.3 Perubahan Paradigma dalam Manajemen
Pemerintahan

Paradigma dalam manajemen pemerintahan merujuk di
kerangka berfikir dan  pandangan dasar yg membimbing
pemahaman dan praktik manajemen dalam konteks pemerintah
(Labolo, 2023). Kerangka berpikir ini mencakup teori-teori, asumsi-
asumsi, dan pendekatan-pendekatan yg digunakan oleh para
praktisi, peneliti serta pemimpin pemerintah buat tahu dan
mengelola organisasi pemerintah dan proses pengambilan
keputusan. Kerangka berpikir ini berfungsi menjadi dasar bagi
manajemen pemerintahan yang efektif, terutama pada menghadapi
perubahan sosial, ekonomi dan politik yg terus berlanjut (Nasdian,
2014). Beberapa paradigma manajemen pemerintahan menurut
(Basuki, 2014) sebagai berikut:

3.3.1 Kerangka Berpikir Tradisional

paradigma tradisional ini berdasarkan di konsep birokrasi
yang dikembangkan oleh (Constas, 1958). Birokrasi memiliki
struktur hierarkis yang bertenaga, aturan yang jelas dan
pembagian tugas yg terdefinisi menggunakan baik. Birokrasi
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disebut sebagai cara terbaik buat mencapai efisiensi dan
keadilan pada pemerintahan (Vogler, 2023).

3.3.2 Paradigma New Public Management (Npm)

Paradigma NPM mengedepankan konsep efisiensi,
efektivitas serta akuntabilitas pada pemerintahan. Pendekatan
ini menekankan pemberian kebebasan kepada agen
pemerintah untuk mengelola asal daya mereka menggunakan
lebih fleksibel serta berorientasi di akibat Hood, C tahun 1991
dalam (Mustanir, 2023). NPM timbul secara tidak sengaja
sebab banyaknya kritikan lembaga intansi publik serta telah
menimbulkan konvoi dan penuntutan kepada reformasi
manajemen serta perusahaan publik. NPM kemudian
menimbulkan perubahan di prosedur perubahan komunitas
sektor publik secara komprehensif serta hampir terjadi ke
seluruh dunia. Penerapan devolusi, desentralisasi dan
modernisasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik
merupakan sebuah hal yg melakukan penekanan terhadap New
Publik Manajement (Mustanir, Hamid and Syarifuddin, 2019).

3.3.3 Paradigma good governance

Paradigma ini menekankan pada prinsip-prinsip seperti
transparansi, partisipasi warga rule of law, dan akuntabilitas
pada manajemen pemerintahan. Tujuannya merupakan
membangun pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, serta
adil (Bass and Riggio, 2006) paradigma Kepemimpinan
Transformasional. ~ Paradigma ini meliputi  gagasan
kepemimpinan yang inspirasional, pada mana  pemimpin
pemerintahan berperan dalam membarui budaya organisasi,
mendorong inovasi, dan mencapai visi jangka panjang (Bass
and Riggio, 2006).
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3.3.4 Paradigma Manajemen Kinerja Terintegrasi

Paradigma ini memadukan aspek-aspek manajemen
kinerja, penemuan, serta ptrategi untuk mencapai akibat yang
lebih baik dalam pemerintahan. Konsep ini melibatkan
pengukuran  kinerja, pembelajaran  organisasi, dan
pengembangan kapasitas (Sam and Macris, 2014)

Dalam manajemen pemerintahan, pemahaman paradigma
ini sangat krusial karena mereka membentuk pendekatan dan
kebijakan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam
menjalankan tugas mereka. referensi-surat keterangan ini
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masing-
masing kerangka berpikir serta bisa digunakan menjadi asal
acum buat penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen
pemerintahan (Hamid, 2020).

3.4 Teori Dan Konsep Revitalisasi Dalam

Manajemen Pemerintahan

3.4.1 Konsep New Public Management (NPM)
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Teori New Public Management adalah pendekatan yang
menekankan penggunaan praktik manajemen swasta dalam
sektor publik. NPM menekankan efisiensi, akuntabilitas,
desentralisasi, dan pengukuran kinerja dalam
pemerintahan. Revitalisasi manajemen pemerintahan
sering kali mencakup penerapan prinsip-prinsip NPM untuk
meningkatkan pengelolaan sumber daya publik (Winengan,
2018).

Penerapan konsep New Public Management telah
menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik
yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku,
birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor
publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu
bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan
administrasi  publik, depolitisasi  kekuasaan, atau



desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah

terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan

masyarakat (Soh et al, 2014). New  Public

Management telah dikenal sebagai reformasi brilian

terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990an

(Farazmand, 1999). Menurut Hood, beberapa aspek

penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini

diantaranya menurut (Hood, 1991) adalah:

1. Manajemen profesional di sektor publik.

2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja.

3. Penekanan yang lebih besar terhadap
pengendalian output dan outcome.

4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik.

Menciptakan persaingan di sektor publik.

6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke
dalam sektor publik.

7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih
besar dalam menggunakan sumber daya.

“n

Pergeseran prinsip NPM  menurut Osborne dan
Gaebler dalam (Sierz, 1996) menyimpulkan bahwa NPM
adalah usaha memasukkan nilai-nilai wirausaha dan
memberlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik.
Mereka menyebut setidaknya ada sepuluh nilai baru yang
seharusnya dapat mengganti nilai birokrasi yang lama,
yaitu:
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1. Pemerintahan yang Pemerintah katalis :
mengayuh pemerintah
hanya mengarahkan
2. Pemerintah melayani Pemerintah milik
masyarakat masyarakat :
masyarakat punya kontrol
3. Monopoli pelayanan publik Menyuntukkan persaingan
dalam
pelayanan publik
4, Digerakkan oleh peraturan Digerakkan oleh misi
5. Berorientasi pada proses Berorientasi pada hasil
6. Beorientasi memenuhi Berorientasi memenuhi
kebutuhan kebutuhan
birokrasi pelanggan
7. Cendrung membelanjakan Cendrung menghasilkan
8. Pemerintah hadir untuk Pemerintah hadir untuk
menyelesaikan masalah mencegah
masalah
9. Hirarkhis dan sentralistis Desentralisasi yang
membuka
partisipasi membentuk
tim kerja
10. | Pemerintah sebagai pemasok | Pemerintahan yang
barang dan berorientasi
jasa pada pasar

Sumber : Sierz, 1996.
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3.4.2 Good governance dan Prinsip-prinsipnya

Konsep tata kelola yang baik (good governance)
mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi
publik, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Revitalisasi manajemen pemerintahan sering bertujuan
untuk mencapai good governance dengan meningkatkan
cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan
mengelola sumber daya (Iswanto, 2015). Good governance
merupakan fondasi yg tidak tergantikan dalam
menciptakan warga yang berkeadilan, stabil, dan
berkelanjutan. Ini ialah prinsip-prinsip serta praktik-
praktik yang mendukung transparansi, akuntabilitas,
partisipasi publik, serta supremasi hukum pada tindakan
pemerintah dan organisasi lainnya. Good governance
berarti bahwa keputusan yg diambil oleh pemerintah
dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan
kepentingan seluruh warga, serta tanpa diskriminasi (Djani,
2022)

Selain itu, good governance jua mendorong
transparansi, yang berarti bahwa tindakan pemerintah dan
organisasi wajib dapat diawasi serta dijelaskan kepada
warga. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam
good governance, yg berarti bahwa pemerintah serta forum
lain wajib bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan
mereka pada masyarakat, serta Bila terjadi pelanggaran
atau penyalahgunaan kekuasaan, mereka harus tunduk di
proses aturan. (Suhardiman, Rachman and Jamiah, 2023).
Partisipasi publik juga ialah elemen kunci dalam good
governance, yg memungkinkan rakyat buat ikut dan pada
proses pengambilan keputusan yg mempengaruhi mereka.
Terakhir, good governance pula menggarisbawahi
pentingnya supremasi hukum, di mana hukum wajib
dihormati dan  ditegakkan oleh semua pihak tanpa
dispensasi. (Sukowati, 2012).
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Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance,
sebuah warga bisa mencapai pembangunan yg ber-
kelanjutan, mengurangi taraf Kkorupsi, menaikkan
partisipasi masyarakat pada proses demokratis, serta
membangun lingkungan yg mendukung keadilan dan hak
asasi manusia. Good governance ialah landasan krusial pada
memastikan bahwa kekuasaan dijalankan menggunakan
cara yg benar dan untuk kepentingan semua rakyat negara.

3.4.3 Teori Perubahan Organisasi dalam Konteks
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Pemerintahan

Konsep-konsep dari teori perubahan organisasi,
seperti model Kurt Lewin (unfreeze-change-refreeze), dapat
diterapkan dalam revitalisasi manajemen pemerintahan. Ini
membantu dalam memahami bagaimana mengidentifikasi
masalah, mengusulkan perubahan, dan menjaga perubahan
tersebut berkelanjutan (Ekawati, 2019). Teori Perubahan
Organisasi pada Konteks Pemerintahan artinya kerangka
kerja yang digunakan buat memahami dan menganalisis
perubahan yang terjadi pada struktur, proses, serta budaya
organisasi pemerintahan. Teori ini membantu para
pemimpin serta pengambil keputusan pemerintah buat
mengelola perubahan dengan lebih efektif serta efisien
(Sulaksono, 2015).

Teori  Perubahan  Organisasi pada  Konteks
Pemerintahan adalah sebuah pendekatan yg digunakan
buat menelaah bagaimana perubahan dilakukan di pada
entitas pemerintahan, seperti departemen pemerintah,
badan-badan publik, atau forum-forum pemerintahan
lainnya. Pemerintahan artinya entitas yang kompleks dan
majemuk, yang sering kali dihadapkan pada banyak sekali
perubahan yg dipicu oleh perkembangan sosial, politik,
ekonomi, atau teknologi. sang karena itu, buat mengikuti
perkembangan zaman serta memenuhi tuntutan rakyat,
pemerintahan perlu melakukan perubahan yang sinkron
(Yunus, 2016).



Menurut (Abdullah, 2016) beberapa teori utama yang

berperan dalam pemahaman perubahan organisasi pada
konteks pemerintahan adalah:

1.

Teori Perubahan Organisasi: Teori-teori ini, seperti
Teori Lewin tentang Perubahan Organisasi, penekanan
pada pemahaman bahwa perubahan ialah proses yg
kompleks, yang melibatkan tiga termin primer:
pertama, sosialisasi persoalan atau ketidakpuasan
dengan status quo, ke 2, implementasi perubahan itu
sendiri, dan ketiga, pengkristalan perubahan ke pada
budaya organisasi. dalam konteks pemerintahan, teori
ini bisa dipergunakan buat merancang perubahan yang
berkala dan terkelola menggunakan baik.

Teori Perubahan Institusi: Teori ini menekankan
kiprah forum-forum dalam pemerintahan dan
bagaimana perubahan dalam struktur serta proses
institusi dapat berdampak di perubahan organisasi
secara  holistik. Perubahan institusi mungkin
melibatkan perubahan kebijakan, aturan, atau regulasi
yg mensugesti tugas serta tanggung jawab organisasi
pemerintahan.

Teori Perubahan Budaya: Perubahan budaya
organisasi pemerintahan adalah keliru satu aspek
kunci pada mengelola perubahan. Ini meliputi
perubahan dalam nilai-nilai, istiadat, dan keyakinan
yang membentuk budaya organisasi. Menerapkan
perubahan budaya yang dibutuhkan bisa menjadi
tantangan, tetapi krusial buat mencapai tujuan
perubahan yang diinginkan.

Teori Perubahan Politik: Pemerintahan sering kali
berada dalam konteks politik yg kompleks, pada mana
perubahan tak jarang kali dipengaruhi sang
kepentingan politik serta dinamika kekuasaan. Teori
perubahan politik membantu tahu bagaimana
keputusan perubahan diambil serta diimplementasikan
pada lingkungan politik.
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Penerapan teori perubahan organisasi dalam konteks
pemerintahan memerlukan pemahaman yg mendalam
wacana tugas serta tanggung jawab organisasi, dan
pencerahan akan faktor-faktor politik, budaya, dan
institusional yg memengaruhi perubahan menggunakan
pendekatan yg sempurna, pemerintahan dapat mengelola
perubahan dengan lebih baik, menjawab tuntutan
masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang
diinginkan.

3.4.4 Teori Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan
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Teori inovasi membantu dalam memahami bagaimana
menerapkan perubahan dan teknologi baru dalam
pemerintahan. Revitalisasi manajemen pemerintahan sering
melibatkan pengenalan teknologi baru, dan teori inovasi
membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang
terkait dengan hal ini (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).
Teori Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan adalah
kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, merancang,
dan mengimplementasikan perubahan yang berfokus pada
peningkatan kinerja dan efisiensi dalam sektor pemerintahan.
Inovasi dalam manajemen pemerintahan bertujuan untuk
menghadirkan solusi kreatif dalam mengatasi tantangan sosial,
ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh negara. Teori Inovasi
dalam Manajemen Pemerintahan adalah konsep kunci yang
mendorong pemerintahan untuk menjalankan tugasnya
dengan lebih efisien dan efektif melalui pendekatan inovatif.
Dalam technology yang terus berubah dan berkembang,
pemerintah harus menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat dan menghadapi berbagai masalah yang kompleks.
Inovasi dalam manajemen pemerintahan membantu
pemerintah untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam
mengatasi masalah tersebut (Suwarno, 2008).



Beberapa prinsip utama dalam teori inovasi dalam

manajemen pemerinthan, menurut (Peramesti and Kusmana,
2018) meliputi:

1.

Keterbukaan terhadap Ide Baru: Pemerintah harus
membangun budaya yang mendorong pengembangan dan
penerimaan ide-ide inovatif dari berbagai sumber,
termasuk warga negara, sektor swasta, dan akademisi. Ini
melibatkan  pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan.
Penggunaan Teknologi: Teknologi adalah alat penting
dalam memfasilitasi inovasi dalam manajemen
pemerintahan.  Pemerintah  dapat memanfaatkan
teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik,
mengelola statistics, dan mengkomunikasikan kebijakan
dengan lebih efektif.

Kolaborasi: Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk
sektor swasta, organisasi nirlaba, dan pemerintah daerah,
dapat memperluas pemahaman dan sumber daya yang
tersedia untuk mengatasi masalah-masalah yang
kompleks. Inovasi sering kali timbul dari kerja sama yang
kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

Pengukuran Kinerja: Pemerintah perlu memiliki metrik
kinerja yang jelas dan transparan untuk mengevaluasi
keberhasilan inisiatif inovatif mereka. Ini membantu
dalam menilai dampak dan mengidentifikasi perbaikan
yang mungkin diperlukan.

Fleksibilitas dan Responsivitas: Pemerintah harus mampu
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan
dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan dan praktik yang
kaku dan tidak responsif seringkali tidak efektif dalam
menghadapi tantangan yang berkembang dengan cepat.
Dengan menerapkan Teori Inovasi dalam Manajemen

Pemerintahan, pemerintah dapat menghadirkan perubahan
positif, memperbaiki layanan publik, meningkatkan efisiensi
operasional, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih
baik. Ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih
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adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan
menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam lingkungan
international yang terus berubah (Katharina, 2021)

3.4.5 Prinsip-prinsip Etika dalam Pemerintahan
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Prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan, seperti
keadilan, integritas, dan kejujuran, penting dalam revitalisasi
manajemen pemerintahan. Menerapkan standar etika yang
tinggi dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat
dan memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk
kepentingan umum (Daraba, 2019). Etika pada pemerintahan
adalah aspek kunci pada menjaga integritas, transparansi, dan
akuntabilitas pemerintah. Prinsip-prinsip etika dalam
pemerintahan membantu memastikan bahwa pemerintah
bertindak dengan itikad baik, mengutamakan kepentingan
masyarakat, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan
integritas. Berikut adalah beberapa prinsip etika pada
pemerintahan (Maani, 2010):

» Kepatuhan pada aturan: Pemerintah harus selalu
mematuhi aturan dan peraturan yg berlaku. Ini mencakup
penghormatan terhadap konstitusi, hukum nasional, serta
Peraturan Daerah. Pemerintah wajib menjadi contoh
dalam mematuhi aturan

» Transparansi: Pemerintah harus beroperasi secara
terbuka serta transparan. Ini meliputi memberikan akses
yang simpel ke berita publik, berkata kebijakan dan
keputusan secara kentara, dan menghindari praktik-
praktik yg tak transparan atau misteri.

»  Akuntabilitas: Pemerintah wajib bertanggung jawab atas
tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup
mendapatkan tanggung jawab atas kesalahan, menelaah
ketidakpatuhan, serta memberikan pertanggungjawaban
yg sempurna pada publik serta lembaga-forum terkait.

» Integritas: Pemerintah wajib bertindak menggunakan
integritas serta kejujuran. Pejabat pemerintah harus
menghindari perseteruan kepentingan, korupsi, dan



perilaku yg tak etis. Mereka wajib menjalankan tugas
mereka dengan itikad baik dan berpegang pada prinsip-
prinsip moral yg tinggi.

Kepentingan Publik: Tindakan dan keputusan pemerintah
harus selalu didasarkan di kepentingan publik.
Pemerintah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat
dan menjauhi tindakan yang bertentangan menggunakan
kepentingan awam demi kepentingan eksklusif atau
gerombolan.

Partisipasi rakyat: Pemerintah harus mendorong
partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan. Ini
mencakup mendengarkan pandangan dan masukan
rakyat negara, melibatkan mereka pada proses
pembuatan kebijakan, dan memastikan transparansi pada
proses politik.

perlindungan Hak Asasi manusia: Pemerintah wajib
menghormati dan melindungi hak asasi insan seluruh
warganya. Ini mencakup hak seperti kebebasan beropini,
hak atas privasi, hak atas keadilan, serta hak lainnya yang
dijamin oleh aturan.

Efisiensi serta Keadilan: Pemerintah harus menjalankan
tugasnya dengan efisien serta adil. Ini meliputi alokasi asal
daya yg bijaksana, penyediaan layanan publik yg efektif,
serta perlakuan yg sama bagi semua warganegara.
Keterbukaan buat perbaikan: Pemerintah harus selalu
terbuka buat perbaikan dan perubahan yang memajukan
kepentingan rakyat. Mereka wajib belajar dari
pengalaman serta melakukan penilaian diri secara terpola
buat menaikkan kinerja.

Keberlanjutan: Pemerintah wajib mempertimbangkan
dampak jangka panjang berasal kebijakan dan tindakan
mereka pada lingkungan, warga , serta ekonomi. Mereka
wajib berusaha buat menciptakan kebijakan yang
berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang.
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Prinsip-prinsip etika pada pemerintahan ialah dasar
krusial buat memastikan bahwa pemerintah menjalankan
tugasnya menggunakan integritas dan pelayanan terbaik bagi
warga. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat
menciptakan agama masyarakat, menaikkan kualitas
pelayanan publik, serta memastikan pemerintahan yang efektif
serta berkelanjutan (Ristica and Widya Juliarti, 2015)

3.4.6 Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pemerintahan
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Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan
keputusan dan pelaksanaan kebijakan adalah aspek penting
dalam revitalisasi manajemen pemerintahan. Teori partisipasi
masyarakat, seperti model Arnstein's Ladder of Citizen
Participation, dapat membantu pemerintah dalam melibatkan
masyarakat lebih aktif (Ulum and Anggaini, 2020). Partisipasi
masyarakat dalam manajemen pemerintahan adalah prinsip
penting yang melibatkan warga negara dalam proses
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan dan software pemerintah. Hal ini
menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam tata kelola
yang lebih demokratis dan transparan. Berikut adalah narasi
mengenai  pentingnya partisipasi masyarakat dalam
manajemen pemerintahan (Prasojo, 2004). Partisipasi
masyarakat dalam manajemen pemerintahan adalah fondasi
dari sistem demokrasi yang sehat. Ini memungkinkan warga
negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan yang
memengaruhi kehidupan mereka, serta memungkinkan
mereka untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran
mereka kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak hanya
menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, tetapi juga
meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik (Maani,
2012).



Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah

pemilihan umum, yang memungkinkan warga negara untuk
memilih para pemimpin dan wakil-wakil mereka. Namun,
partisipasi masyarakat tidak terbatas pada hak suara. Ini juga
mencakup berbagai cara di mana warga negara dapat
berkontribusi dalam proses pemerintahan (Muhtar et al, 2023)

>

Konsultasi dan Umpan Balik: Pemerintah dapat
melibatkan =~ masyarakat dalam  konsultasi dan
pengumpulan umpan balik tentang kebijakan, peraturan,
dan software-application yang mereka sedang rencanakan.
Ini memungkinkan warga negara untuk berbagi perspektif
mereka dan memengaruhi pengambilan keputusan
(Anisah, Halimah and Bonti, 2023),

Kedua, Kelompok Advokasi: Organisasi masyarakat sipil,
kelompok advokasi, dan lembaga swadaya masyarakat
berperan dalam mendorong perubahan dan memajukan
isu-isu yang penting bagi masyarakat. Mereka melakukan
advokasi untuk mewakili kepentingan kelompok yang
mungkin kurang terwakili

ketiga, Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Publik:
Partisipasi masyarakat dapat melibatkan mereka dalam
pengawasan dan pengelolaan dana publik, seperti
anggaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan.
Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
penggunaan sumber daya publik (Pramuktisari and
Yuliatmojo, 2023)

Pemberdayaan Komunitas: Pemerintah dapat mendukung
program pemberdayaan komunitas yang memberdayakan
masyarakat untuk mengambil alih sebagian kendali atas
masalah-masalah yang memengaruhi mereka, seperti
pembangunan lokal, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Media dan Informasi: Akses yang luas terhadap informasi
dan media independen memungkinkan masyarakat untuk
memantau  tindakan  pemerintah, = menyuarakan
pandangan mereka, dan mendukung akuntabilitas.
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Partisipasi masyarakat dalam manajemen pemerintahan
memiliki manfaat yang signifikan. Ini memungkinkan
pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih berdasarkan
kebutuhan masyarakat, menghindari potensi kebijakan yang
tidak memadai, dan memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi
korupsi, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif
(Prihartono, 2023). Sebagai konsep inti dalam demokrasi,
partisipasi masyarakat adalah salah satu cara terbaik untuk
memastikan bahwa pemerintahan bertindak demi kepentingan
rakyat. Itu memungkinkan warga negara untuk merasa
memiliki proses politik, mengartikulasikan kepentingan
mereka, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai
tujuan bersama (Harefa and Fatolosa Hulu, 2020).

3.4.7 Teori Administrasi Publik dan Aplikasinya
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Teori administrasi publik memberikan dasar dalam
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
pemerintah (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Berbagai teori
dalam administrasi publik, seperti teori Weberian, teori
kontingensi, dan teori administrasi barat, dapat diterapkan
dalam konteks revitalisasi manajemen pemerintahan (Isabella,
Iriyani and Lestari, 2023). Berikut beberapa hal yang dapat
dipertimbangkan untuk berfokus pada revitalisasi manajemen
pemerintahan yaitu teori Administrasi Publik ialah disiplin ilmu
yg mencakup aneka macam konsep, prinsip, serta contoh yang
dipergunakan buat memahami dan menyebutkan bagaimana
organisasi pemerintah dan  sektor publik bekerja. Ini
membantu para pemimpin pemerintah, administrator publik,
serta peneliti buat merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi kegiatan pemerintah secara lebih efektif
(Suhardiman, Rachman and Jamiah, 2023b).



Menurut (Anisah, Halimah and Bonti, 2023) software atau

aplikasi dari Teori Administrasi Publik mencakup beberapa
aspek krusial, di antaranya:

1.

Perencanaan dan Pengelolaan sumber Daya: Teori
Administrasi Publik membantu pemerintah pada
merencanakan serta mengelola sumber daya, termasuk
aturan, personil, dan fasilitas. Ini melibatkan alokasi yg
bijaksana dan efisien dari asal daya buat mencapai
tujuan organisasi.
Penilaian Kinerja: Teori ini digunakan buat berbagi
metrik kinerja yg memungkinkan pemerintah buat
menilai apakah program serta layanan publik mencapai
tujuan  mereka. penilaian  kinerja = membantu
mengidentifikasi perbaikan yg mungkin diharapkan dan
memastikan akuntabilitas.
Desain Kebijakan: Administrasi Publik membantu dalam
merancang kebijakan yg efektif. Ini melibatkan analisis
kebutuhan masyarakat, identifikasi masalah yang
dihadapi, serta perancangan acara-program yang relevan
dan sinkron.
Manajemen Personil: Teori ini berkontribusi pada
manajemen personil pemerintah, termasuk rekrutmen,
training, serta pengembangan pegawai. Ini pula
mencakup duduk perkara masalah terkait etika dan etika
administratif dalam pengelolaan personil.
Komunikasi dan hubungan menggunakan masyarakat:
Administrasi Publik membantu pada menjembatani
komunikasi dan hubungan antara pemerintah dan
rakyat. Ini melibatkan memastikan pelayanan publik
yang baik, berkomunikasi dengan masyarakat negara,
serta mendengarkan masukan berasal warga.
Peningkatan Proses serta Efisiensi: Administrasi Publik
membantu pemerintah buat mengidentifikasi dan
mengimplementasikan pemugaran dalam proses-proses
administratif. Hal ini bisa meliputi pengurangan
birokrasi, penggunaan teknologi informasi, dan
manajemen berbasis kinerja.
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7. Reformasi Pemerintah: Teori Administrasi Publik pula
berperan pada reformasi pemerintah. Ini mencakup upaya
buat menaikkan tata kelola, mengurangi korupsi, serta
memperbaiki layanan publik.

Aplikasi Teori Administrasi Publik bervariasi dari satu
negara ke negara lain dan pada aneka macam strata
pemerintahan baik lokal, regional maupun nasional
(Lewaherilla and CPHCM, 2023). Prinsip-prinsip dasar dalam
disiplin ini memberikan panduan bagi pemimpin serta
administrator pemerintahan dalam mengelola organisasi
mereka dengan baik, menaikkan efisiensi dan efektivitas, dan
memenuhi tuntutan rakyat menggunakan lebih baik (Pujiman,
Rukayah and Matsuri, 2021).

3.5 Kesimpulan

Revitalisasi manajemen pemerintahan merupakan upaya
menaikkan kualitas serta efisiensi pemerintahan. Teori-teori di
atas dapat membantu pemerintah dan praktisi manajemen
publik dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan
yang diperlukan untuk mencapai tujuan revitalisasi manajemen
pemerintahan. Kami menyimpulkan bahwa langkah-langkah
inovatif ini sangat krusial pada menghadapi tantangan zaman
yang semakin kompleks. Revitalisasi manajemen pemerintahan
bukanlah sekadar tren, melainkan suatu kebutuhan mendesak
yang memungkinkan pemerintah buat lebih efisien, transparan,
dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kita sudah melihat
bagaimana seni manajemen kinerja, teknologi informasi, dan
partisipasi rakyat berperan krusial dalam menaikkan pelayanan
publik dan transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting
dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
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Dengan menggunakan penerapan konsep-konsep ini,
pemerintah dapat memposisikan diri mereka menjadi agen
perubahan yang membawa dampak positif bagi warga
masyarkat. Penting untuk diingat bahwa revitalisasi manajemen
pemerintahan bukanlah proses yg tidak aktif. Perubahan akan
terus terjadi, serta pemerintah perlu beradaptasi dengan cepat,
karena itu pengembangan Kkapasitas, pembelajaran serta
penemuan merupakan kunci kesuksesan dan bisa memastikan
bahwa manajemen pemerintahan permanen relevan dan efektif
dalam  memenuhi  kebutuhan  warga. konklusi ini
menggambarkan betapa pentingnya untuk terus berupaya
memajukan manajemen pemerintahan demi Kkesejahteraan
rakyat dan kemajuan bangsa.
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BAB 4
PRINSIP-PRINSIP DASAR E-GOV

Oleh Ade Putra Ode Amane

4.1 Pendahuluan

Prinsip-prinsip dasar E-Government (E-Gov) merujuk pada
pedoman atau nilai-nilai pokok yang membimbing perencanaan,
pengembangan, dan implementasi sistem pelayanan publik berbasis
teknologi informasi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar E-
Government yang umumnya diakui dan diadopsi oleh banyak
negara:

»  Dalam paradigma ilmu sosial, pemahaman tentang fakta sosial,
definisi sosial, dan perilaku sosial sangat penting karena
membantu masyarakat dan peneliti memahami dinamika
sosial, konflik, dan perubahan dalam masyarakat. Studi ini juga
membantu dalam merumuskan kebijakan sosial yang efektif
dan memahami lebih baik bagaimana manusia berinteraksi dan
membentuk masyarakat. (Anggara, 2012); (Kartiwa, 2012);
(Fajrillah et al., 2022);

1) Transparansi: E-Government harus memberikan akses
mudah dan terbuka kepada informasi publik.
Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang
jelas, akurat, dan mudah dimengerti kepada warga
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2)

3)

4)

5)

6)

negara. Ini mencakup data pemerintah, kebijakan,
anggaran, dan proses pengambilan keputusan.
Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab
atas kebijakan, tindakan, dan pengeluaran mereka. E-
Government dapat meningkatkan akuntabilitas dengan
membuat proses pengambilan keputusan lebih
transparan,  memungkinkan  pengawasan  oleh
masyarakat, dan memastikan integritas dalam operasi
pemerintah.

Partisipasi Masyarakat: E-Government harus
mendorong partisipasi aktif warga negara dalam
proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini bisa
melibatkan berbagai mekanisme seperti forum diskusi
online, jajak pendapat elektronik, dan platform
konsultasi publik yang memungkinkan pendapat warga
negara diakui dan diperhitungkan dalam kebijakan
pemerintah.

Efisiensi dan Efektivitas: E-Government harus
meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Penggunaan teknologi informasi harus
mengoptimalkan proses administratif, mengurangi
biaya, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan
berkualitas kepada warga negara.

Keterbukaan Data (Open Data): Pemerintah harus
mempublikasikan data publik secara terbuka dan
bebas, memungkinkan warga negara, pengembang, dan
organisasi lainnya mengakses, menggunakan, dan
membagikan data tersebut. Keterbukaan data
mendukung inovasi dan meningkatkan akuntabilitas
pemerintah.

Keamanan Informasi: E-Government harus melindungi
informasi sensitif dan data pribadi warga negara.
Sistem E-Government harus memiliki keamanan yang
tinggi untuk melindungi terhadap serangan siber,
kebocoran data, dan akses yang tidak sah.



7) Interoperabilitas: Sistem dan aplikasi E-Government
harus dapat beroperasi bersama dan berkomunikasi
dengan sistem lainnya, termasuk sistem di luar entitas
pemerintah. Interoperabilitas memastikan bahwa data
dan informasi dapat bergerak dengan lancar dan aman
antara berbagai platform dan sistem.

8) Inklusivitas: E-Government harus mencakup semua
lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki
keterbatasan akses teknologi. Ini mencakup
pembangunan infrastruktur yang memungkinkan
akses mudah ke layanan online bagi orang dengan
disabilitas atau mereka yang tinggal di daerah
terpencil.

9) Pendidikan dan Kesadaran Publik: E-Government harus
disertai dengan program pendidikan dan kesadaran
publik yang mengajarkan warga negara tentang
manfaat dan cara menggunakan layanan E-Government.
Pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan
kebijakan E-Government meningkatkan partisipasi dan
penerimaan masyarakat terhadap inisiatif ini.

Menerapkan prinsip-prinsip ini dengan cermat dapat
membantu memastikan bahwa E-Government memberikan manfaat
maksimal kepada masyarakat, mempromosikan pemerintahan yang
baik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

4.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama
dalam pengembangan E-Government yang bertujuan untuk
meningkatkan keterbukaan, kepercayaan publik, dan efisiensi
pelayanan pemerintah. Dalam konteks E-Government, kedua prinsip
ini memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang
terbuka, bertanggung jawab, dan efisien. Berikut adalah
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pembahasan mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas
dalam E-Government:

A
1.

70

Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas
Definisi Transparansi dalam Konteks E-Government
Transparansi dalam E-Government mencakup penyediaan
informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh
masyarakat umum. Hal ini melibatkan pembukaan data
pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan
dana publik melalui platform online. Ini mencakup
pengungkapan informasi mengenai kebijakan, keputusan,
proses, dan pengeluaran pemerintah secara terbuka kepada
masyarakat. Dalam E-Government, transparansi mencakup
beberapa aspek penting: (Syamsul and Siti Zuhroh, 2021);
(Alaslan et al., 2023); (Mustanir, Salampessy, et al., 2023)

a) Pembukaan Data Pemerintah. Transparansi melibatkan
pembukaan data pemerintah kepada masyarakat. Data
ini bisa berupa informasi anggaran, statistik, kebijakan,
dan hasil evaluasi kinerja pemerintah. Data ini harus
disajikan dalam format yang mudah dimengerti dan
dapat diakses oleh semua warga negara.

b) Pengungkapan Kebijakan dan Proses Pengambilan
Keputusan.  Pemerintah  harus  secara jelas
mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang sedang
dibahas atau diimplementasikan. Hal ini mencakup
tujuan kebijakan, dampak yang diharapkan, serta
pertimbangan dan proses pengambilan keputusan
yang melibatkan masyarakat. Informasi ini harus
disajikan secara terbuka melalui situs web resmi dan
platform E-Government lainnya.



<)

d)

Akses Terbuka ke Informasi Publik. Transparansi
dalam E-Government memastikan bahwa informasi
publik, termasuk data pemerintah, adalah mudah
diakses oleh warga negara. Ini dapat dicapai melalui
portal transparansi pemerintah yang memungkinkan
pencarian dan akses mudah ke informasi yang
diperlukan. Penggunaan teknologi seperti mesin
pencari dan basis data terintegrasi mendukung
aksesibilitas informasi.

Proses Pengambilan Keputusan Terbuka. Transparansi
juga mencakup proses pengambilan keputusan yang
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini
melibatkan melibatkan masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan, memberikan mereka
kesempatan untuk memberikan masukan, memberikan
saran, dan mengajukan pertanyaan kepada para
pembuat kebijakan.

Keterbukaan Pengeluaran dan Anggaran. Pemerintah
harus membuka informasi terkait pengeluaran publik
dan alokasi anggaran. Informasi ini harus mencakup
detail anggaran departemen dan proyek-proyek
pemerintah, serta laporan tentang bagaimana dana
publik digunakan dan hasil pencapaian yang telah
dicapai.

Kejelasan dan Keterbacaan Informasi. Informasi yang
disajikan oleh pemerintah harus jelas, akurat, dan
dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
Penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi
grafis, ketika diperlukan, membantu memastikan
bahwa informasi tersebut dapat dicerna dengan mudah
oleh masyarakat umum.
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Transparansi dalam  E-Government tidak hanya
menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat
mengawasi tindakan pemerintah, tetapi juga mendukung
partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratis. Hal ini
membantu menciptakan pemerintahan yang terbuka,
responsif, dan bertanggung jawab kepada kebutuhan dan
harapan masyarakat.

Definisi Akuntabilitas dalam Konteks E-Government
Akuntabilitas dalam E-Government mengacu pada
tanggung jawab pemerintah terhadap kebijakan, keputusan,
dan tindakan mereka dalam pelayanan publik elektronik. Ini
melibatkan pemantauan dan evaluasi terbuka dari pemerintah
untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas
tindakan mereka kepada masyarakat. Dalam konteks E-
Government, akuntabilitas mencakup beberapa aspek penting:
(Wulandari, Budiono and Ekayani, 2019); (Testriono and
Schraufnagel, 2020); (Guampe, Rosidah, et al,, 2023)

a) Pertanggungjawaban terhadap Kebijakan Publik.
Pemerintah harus menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang
diambil. Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang
terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan,
keamanan, dan aspek lain dari kehidupan masyarakat.
Dalam E-Government, pertanggungjawaban ini harus
disajikan secara terbuka dan dapat diakses melalui
platform online.

b) Pertanggungjawaban terhadap Keputusan
Administratif. Pemerintah bertanggung jawab atas
keputusan administratif yang mereka buat, termasuk
kebijakan pemberian izin, alokasi anggaran, dan
keputusan-keputusan lainnya yang mempengaruhi



d)

masyarakat. Keputusan-keputusan ini harus dapat
dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada
masyarakat melalui dokumentasi yang transparan.
Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan.
Pemerintah harus menjalankan proses pengambilan
keputusan secara terbuka, melibatkan masyarakat dan
mengumumkan keputusan-keputusan tersebut. Ini bisa
melibatkan forum diskusi online, konsultasi publik
melalui platform digital, dan penyampaian keputusan
pemerintah melalui situs web resmi.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja. Pemerintah harus
mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka secara
teratur. Ini melibatkan pemantauan hasil proyek-
proyek, pengukuran efisiensi dalam penyediaan
layanan publik elektronik, dan evaluasi partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pertanggungjawaban Finansial. Pemerintah harus
menjelaskan penggunaan dana publik secara terbuka.
Ini mencakup rincian anggaran, pengeluaran, dan
laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Pengungkapan ini harus memastikan bahwa dana
publik digunakan secara efisien dan efektif.
Keberlanjutan Proyek dan Inisiatif. Pemerintah harus
bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek-proyek
dan inisiatif E-Government yang mereka jalankan. Ini
mencakup pemeliharaan sistem, dukungan teknis
kepada pengguna, dan pengelolaan data serta
kebijakan privasi dalam jangka panjang.
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Akuntabilitas dalam  E-Government tidak hanya
melibatkan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah
kepada masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan
kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan
warga negara. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang
tepat, E-Government dapat menjadi alat yang kuat dalam
membangun pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan
publik yang efisien.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Layanan
Publik
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan
menyediakan informasi yang transparan dan bertanggung
jawab, masyarakat merasa lebih percaya dan termotivasi untuk
berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Berikut adalah
beberapa cara di mana transparansi dan akuntabilitas dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah:
(Muniruddin et al, 2013); (Kurniati and Nugroho, 2019);
(Mustanir, Sagena, et al,, 2023); (Zahari et al, 2023); (Guampe,
Kundhani, et al, 2023); (Saidno and Ediyono, 2023)

a) Memberikan Informasi yang Jelas dan Mudah Diakses:
Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas,
mudah diakses, dan mudah dimengerti oleh
masyarakat. Informasi tentang kebijakan, anggaran,
dan keputusan penting harus tersedia secara terbuka
melalui situs web resmi, pertemuan terbuka, dan
media sosial.

b) Membangun Keterbukaan dalam Proses Pengambilan
Keputusan: Masyarakat harus diberikan kesempatan
untuk  memberikan  masukan dalam  proses



d)

g)

pengambilan keputusan pemerintah. Ini bisa melalui
forum diskusi, survei, atau konsultasi publik. Ketika
orang merasa suara mereka didengar, mereka merasa
lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses
pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Akuntabilitas
keuangan sangat penting. Pemerintah harus
menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan
terperinci, memastikan dana publik digunakan dengan
efisien dan transparan.

Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan: Sistem
hukum yang adil dan transparan membangun
kepercayaan masyarakat. Proses hukum yang
transparan dan tindakan hukum yang tegas terhadap
korupsi dan pelanggaran etika meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah.

Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan:
Memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas
independen, seperti ombudsman, dan melibatkan
masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintah
adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan
akuntabilitas.

Membangun Budaya Integritas: Pemerintah harus
memimpin dengan contoh dan membangun budaya
integritas di dalam organisasi pemerintah. Sanksi tegas
terhadap praktik korupsi dan pelanggaran etika adalah
langkah penting dalam memperkuat integritas.

Edukasi Masyarakat: Pendidikan masyarakat tentang
hak-hak mereka, proses pemerintahan, dan cara
mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses
tersebut juga sangat penting. Semakin paham
masyarakat tentang cara pemerintah bekerja, semakin
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terlibat mereka dalam mendukung upaya transparansi

dan akuntabilitas.

Ketika pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek kebijakan
dan tindakan mereka, ini tidak hanya membangun kepercayaan
masyarakat, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Memperkuat Pemerintahan yang Baik (good governance)

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas men-
dukung good governance dengan menciptakan lingkungan di
mana kebijakan dapat dinilai secara objektif dan tindakan yang
kurang bertanggung jawab dapat dihindari. Berikut adalah
beberapa cara di mana prinsip-prinsip ini mendukung good
governance: (Amane et al, 2023); (Hendrayady et al, 2023);
(Holle etal, 2023)

a) Menghindari Korupsi: Transparansi mengurangi
kesempatan untuk korupsi. Dengan informasi yang
terbuka, sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk memanfaatkan kebijakan atau dana publik
untuk keuntungan pribadi.

b) Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Dengan
memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi
yang akurat dan jelas, serta memastikan per-
tanggungjawaban atas tindakan pemerintah, tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
meningkat. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat
adalah indikator utama dari good governance.

c) Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Ketika
masyarakat tahu bahwa pemerintah mereka
transparan dan bertanggung jawab, mereka cenderung
lebih aktif dalam proses politik dan berpartisipasi



d)

dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan
umum, konsultasi publik, atau aksi advokasi.

Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya: Dengan
akuntabilitas yang kuat, pemerintah lebih cenderung
mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif.
Dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang objektif
terhadap kebijakan dan program, pengeluaran publik
dapat diarahkan ke area yang membutuhkan bantuan
terbanyak.

Peningkatan  Kualitas  Kebijakan: = Transparansi
memungkinkan pengawasan yang Kketat terhadap
proses perumusan kebijakan. Masukan dari berbagai
pihak dapat diakses, dan kebijakan yang didasarkan
pada informasi yang baik dan partisipasi yang luas
cenderung lebih efektif dan relevan.

Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial: Dengan
transparansi, pelanggaran hak asasi manusia dapat
diungkapkan dan diatasi. Pemerintah yang transparan
cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, terutama mereka yang berada dalam
kondisi ekonomi dan sosial yang rentan.

Dengan mengintegrasikan transparansi dan akuntabilitas

ke dalam sistem pemerintahan, pemerintah menciptakan
lingkungan yang mendukung good governance, yang pada
akhirnya mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,
adil, dan inklusif.
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Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi dan
Akuntabilitas melalui E-Government
Keamanan Data dan Privasi Pengguna

Keamanan data dan privasi pengguna adalah tantangan

utama. Memastikan bahwa data publik dan pribadi aman dari
serangan siber dan penyalahgunaan merupakan prioritas.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk
mengatasi tantangan ini:

a)

b)

d)

Penguatan Kebijakan Privasi: Pemerintah perlu
mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan
privasi yang kuat dan komprehensif. Kebijakan ini
harus melibatkan regulasi yang jelas mengenai
pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data
pribadi.

Penyuluhan dan Pendidikan: Edukasi masyarakat
tentang pentingnya privasi data dan cara melindungi
diri mereka sendiri secara online adalah langkah yang
krusial. Semakin sadar masyarakat tentang risiko dan
tindakan pencegahan, semakin sulit bagi penjahat siber
untuk memanipulasi mereka.

Perlindungan Data Publik: Data publik yang disimpan
oleh pemerintah harus dienkripsi dan disimpan dalam
sistem yang aman. Penyusupan ke dalam data publik
dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk
pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi.
Investasi dalam Keamanan Siber: Pemerintah harus
mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk
mengembangkan infrastruktur keamanan siber yang
kuat. Ini mencakup sistem deteksi intrusi, firewall,



g)

h)

enkripsi data, serta pelatihan dan sertifikasi bagi
profesional keamanan siber.

Kerjasama Internasional: Kriminal siber tidak
mengenal batas negara. Kerjasama internasional dalam
menanggapi serangan siber dan menangkap pelaku
kriminal = sangat penting. @ Pemerintah  perlu
berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam
memerangi kejahatan siber.

Pengawasan  Reguler dan  Audit: Melakukan
pengawasan reguler terhadap sistem dan infrastruktur
keamanan pemerintah, serta mengadakan audit
keamanan secara teratur, adalah langkah-langkah
preventif yang penting.

Respons Cepat terhadap Serangan: Mempersiapkan
rencana respons cepat untuk mengatasi serangan siber
jika terjadi. Semakin cepat tindakan diambil setelah
terjadinya serangan, semakin kecil dampaknya.

Inovasi dalam Keamanan Teknologi: Terus mengikuti
perkembangan teknologi keamanan, seperti
kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman siber,
adalah suatu keharusan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah

dapat memperkuat perlindungan terhadap data publik dan

privasi pengguna, menciptakan lingkungan online yang lebih
aman dan terpercaya.
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Integrasi Sistem dan Interoperabilitas

Integrasi sistem pemerintah yang berbeda dan
memastikan  interoperabilitas antara platform adalah
tantangan teknis yang harus diatasi. Untuk mengatasi
tantangan ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah
berikut:

a) Standarisasi Protokol dan Format Data: Mengadopsi
standar protokol dan format data yang universal
memungkinkan  sistem yang berbeda  untuk
berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa hambatan.
Penggunaan standar seperti J[SON (JavaScript Object
Notation) atau XML (eXtensible Markup Language)
mempermudah pertukaran data antara aplikasi yang
berbeda.

b) Penggunaan API (Application Programming Interface):
APl adalah perangkat lunak yang memungkinkan
sistem yang berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi
data satu sama lain. Dengan mengembangkan API yang
baik, berbagai sistem pemerintah dapat berinteraksi
dengan mudah dan efisien.

c) Implementasi Arsitektur Mikrojasa (Microservices
Architecture): Dengan menggunakan arsitektur
mikrojasa, sistem pemerintah dapat dipecah menjadi
komponen-komponen kecil yang independen. Setiap
komponen dapat dikembangkan, diperbarui, dan
diintegrasikan secara terpisah, memudahkan
interoperabilitas antara sistem yang berbeda.

d) Keamanan Data dan Identifikasi Pengguna (User
Identity): Menetapkan standar keamanan data yang
tinggi dan sistem identifikasi pengguna yang unik dan



g)

terpercaya sangat penting untuk melindungi data yang
dipertukarkan antara sistem pemerintah yang berbeda.
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Mengembangkan keahlian dalam pengembangan dan
manajemen sistem yang kompleks adalah kunci.
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
dalam bidang integrasi sistem dan teknologi informasi
adalah investasi yang sangat penting.

Kerjasama antar Lembaga Pemerintah: Kerjasama dan
koordinasi yang erat antara berbagai lembaga
pemerintah sangat penting. Ini melibatkan berbagi
pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk
mengatasi tantangan teknis bersama-sama.
Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus: Integrasi
sistem pemerintah adalah proses yang terus-menerus.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan
dan evaluasi secara  terus-menerus untuk
mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan
bahwa sistem tetap beroperasi dengan efisien.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemerintah dapat

mengatasi tantangan teknis dalam mengintegrasikan sistem
yang berbeda dan memastikan interoperabilitas antara
platform, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi

dan efektivitas layanan pemerintah.

81



82

Inisiatif dan Best Practices dalam Menerapkan Transparansi
dan Akuntabilitas
Pembangunan Portal Transparansi

Pembangunan portal transparansi yang mencakup

informasi kebijakan, anggaran, dan pengeluaran pemerintah.
Studi kasus tentang portal transparansi yang sukses di berbagai
negara. Berikut adalah beberapa studi kasus dari negara-
negara yang telah berhasil dalam mengimplementasikan portal
transparansi:

a)

b)

d)

United States: USA.gov adalah portal pemerintah resmi
Amerika Serikat yang memberikan akses ke informasi
pemerintah federal. Situs ini mencakup berbagai topik,
termasuk kebijakan, program-program pemerintah,
dan data anggaran. Data.gov adalah subportal yang
menyediakan akses ke data terbuka pemerintah AS.
United Kingdom: Gov.uk adalah portal resmi
pemerintah Inggris yang menyediakan informasi
mengenai kebijakan pemerintah, peraturan, dan
informasi layanan publik. Gov.uk juga mencakup
informasi tentang anggaran dan pengeluaran
pemerintah.

South Korea: South Korea's Open Government Data
(data.go.kr) adalah portal yang memberikan akses ke
data terbuka pemerintah. Portal ini mencakup berbagai
data, termasuk data anggaran dan kebijakan.

Taiwan: Taiwan's National Development Council telah
mengembangkan portal transparansi pemerintah
(opendata.ndc.gov.tw) yang menyediakan data terbuka
mengenai kebijakan pemerintah, anggaran, dan
proyek-proyek pembangunan.



e) Estonia: Estonia telah menjadi salah satu negara pionir
dalam pemerintahan digital. Eesti.ee adalah portal
resmi Estonia yang memberikan informasi tentang
layanan pemerintah, kebijakan, dan proses pengajuan
permohonan secara online.

f)  Brazil: Portal Transparéncia adalah portal pemerintah
resmi Brasil yang menyediakan informasi tentang
anggaran pemerintah, pengeluaran, dan proyek-proyek
publik. Portal ini memberikan akses langsung ke data
anggaran dan kontrak pemerintah.

g) India: India's Open Government Data Platform
(data.gov.in) adalah portal yang menyediakan data
terbuka pemerintah India. Portal ini mencakup data
anggaran, kebijakan, dan statistik pemerintah.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana negara-negara
tersebut telah berhasil membangun portal transparansi yang
memberikan akses informasi yang relevan kepada masyarakat.
Pengalaman dari negara-negara ini dapat memberikan
inspirasi dan panduan bagi negara-negara lain yang ingin
mengembangkan portal transparansi serupa.

Mekanisme Pengawasan oleh Masyarakat

Inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam proses
pengawasan, seperti penggunaan media sosial, aplikasi
pengaduan online, dan platform partisipatif untuk memberikan
masukan dan melaporkan tindakan yang tidak bertanggung
jawab. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif yang
melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan: (Trinovani,
2016); (Basuki and Arison, 2019a); (Aslam, 2022).

a) Media Sosial: Penggunaan platform media sosial
seperti Twitter, Facebook, dan Instagram
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b)

d)

memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan
keprihatinan, menyuarakan pendapat, dan
memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah
dan lembaga pemerintah juga dapat menggunakan
media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat,
menyampaikan informasi, dan merespons pertanyaan
serta masukan.

Aplikasi Pengaduan Online: Pembangunan aplikasi
pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk
melaporkan masalah, kecurangan, atau perilaku yang
tidak bertanggung jawab dengan cepat dan mudah.
Pemerintah dapat merespons pengaduan tersebut
dengan lebih efisien, dan transparansi dipertahankan
melalui pemantauan publik terhadap tindakan yang
diambil oleh pemerintah dalam menanggapi
pengaduan.

Platform  Partisipatif: = Platform  online  yang
didedikasikan untuk partisipasi masyarakat, seperti
forum diskusi, polling online, dan proyek kolaboratif,
memberikan wadah bagi masyarakat untuk berbagi
ide, menyampaikan saran, dan mengomentari
kebijakan dan inisiatif pemerintah. Penggunaan
platform ini memungkinkan pemerintah untuk
mengukur sentimen masyarakat secara langsung dan
merespons aspirasi mereka.

Sistem Pengawasan Keuangan Terbuka (Open Financial
Monitoring Systems): Inisiatif ini melibatkan publik
dalam pemantauan pengeluaran pemerintah dan
anggaran publik. Dengan menyediakan data keuangan
yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat,
pemerintah dapat diperiksa oleh warga negara dalam
pengelolaan dana publik.



e) Hak Akses Informasi: Penguatan hukum dan kebijakan
yang mendukung hak akses informasi oleh masyarakat
sangat penting. Dengan memastikan bahwa informasi
publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,
pemerintah memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam
pengawasan dan pembangunan.

f)  Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat: Mempersiapkan
masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan
untuk menggunakan platform partisipatif dan
teknologi lainnya adalah langkah penting. Pelatihan ini
dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengawasan.

Dengan mengintegrasikan teknologi dan platform
partisipatif ini dalam sistem pemerintah, pemerintah dapat
memperkuat hubungan dengan masyarakat, memfasilitasi
partisipasi aktif, dan membangun kepercayaan warga negara
terhadap pemerintah mereka. Ini menciptakan lingkungan di
mana tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat
diidentifikasi dan diatasi dengan cepat, sementara masyarakat
merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan.

Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan Implementasi
Transparansi dan Akuntabilitas
Indikator Kinerja dalam Mewujudkan Transparansi dan
Akuntabilitas

Penentuan indikator kinerja yang dapat diukur untuk
menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam E-
Government. Penggunaan data terukur untuk mengukur
keberhasilan. Berikut adalah beberapa indikator kunci yang
dapat diukur untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan
akuntabilitas dalam E-Government: (Zuhro, 2005); (Basuki and
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Arison, 2019b) (‘Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, dan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja’,
2022); (Alaslan et al, 2023); (Zahari et al, 2023); (Sembiring et
al, 2023); (Salampessy et al, 2023); (Hendrayady et al, 2023);
(Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, et al., 2023)

a) Akses Informasi Publik:

b)

d)

1) Jumlah informasi publik yang tersedia secara
online.

2) Tingkat kemudahan akses informasi publik.

3) Jumlah kunjungan ke portal transparansi.

Responsivitas Pemerintah:

1) Waktu respons pemerintah terhadap pengaduan
atau pertanyaan dari masyarakat.

2) Tingkat keberhasilan resolusi masalah yang
dilaporkan oleh masyarakat.

Partisipasi Masyarakat:

1) Jumlah partisipasi dalam forum diskusi online
atau konsultasi publik.

2) Tingkat partisipasi dalam pemilihan online atau
jajak pendapat digital.

Integrasi Data dan Sistem:

1) Kemampuan sistem  E-Government  untuk
mengintegrasikan data dari berbagai departemen
dan lembaga pemerintah.

2) Tingkat interkoneksi antara berbagai sistem E-
Government.

Keamanan Data:

1) Jumlah pelanggaran keamanan data yang terjadi.

2) Kualitas kebijakan keamanan data dan kepatuhan
terhadap standar keamanan.



g)

h)

j)

Keterbukaan Anggaran:

1) Tingkat detail informasi anggaran yang disajikan
secara online.

2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap alokasi
anggaran.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:

1) Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak
akses informasi dan cara menggunakan layanan E-
Government.

2) Tingkat partisipasi dalam program-program
edukasi dan pelatihan pemerintah.

Penggunaan Platform Partisipatif:

1) Jumlah pengguna aktif di platform partisipatif
pemerintah.

2) Tingkat keaktifan pengguna dalam memberikan
masukan dan saran.

Kepatuhan  Terhadap Regulasi dan  Standar

Internasional: Kepatuhan terhadap regulasi privasi

data dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan

transparansi internasional.

Peningkatan Kualitas Layanan:

1) Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan E-
Government.

2) Pengukuran peningkatan efisiensi layanan
pemerintah.

Penggunaan data terukur, seperti jumlah kunjungan situs

web, tingkat partisipasi, dan tingkat kepuasan pengguna, dapat
membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas inisiatif E-
Government mereka. Dengan memantau dan menganalisis data
ini secara teratur, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area
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di mana mereka telah berhasil dan di mana ada ruang untuk
perbaikan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan E-
Government mereka.

Pelibatan Masyarakat dalam Evaluasi

Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi melalui
survei, konsultasi publik, dan forum diskusi online. Mengukur
keberhasilan dari sudut pandang pengguna akhir. Berikut
adalah cara untuk melibatkan masyarakat dan mengukur
keberhasilan inisiatif E-Government: (Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2004) (Rozikin, Hesty and Sulikah, 2020); (Fajrillah et
al,2022).

a) Survei Pengguna: (Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat, 2017)

1) Desain survei yang mencakup pertanyaan tentang
kepuasan pengguna, kemudahan penggunaan,
keandalan, dan kecepatan layanan E-Government.

2) Gunakan skala kepuasan (misalnya, skala 1-5)
untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna.

3) Pertimbangkan kategori-kategori seperti navigasi
situs web, kejelasan informasi, respon waktu, dan
kualitas layanan pelanggan.

b) Konsultasi Publik:

1) Organisir pertemuan publik dan forum diskusi di
tingkat lokal dan nasional untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan pendapat mereka tentang layanan
E-Government.



d)

e)

2)

Gunakan format konsultasi yang inklusif,
memastikan bahwa berbagai kelompok dan
lapisan masyarakat diundang untuk
berpartisipasi.

Libatkan ahli dan praktisi yang kompeten untuk
memfasilitasi diskusi agar dapat menggali
masalah-masalah yang lebih dalam.

Forum Diskusi Online:

1)

2)

3)

Dirikan platform forum diskusi online yang mudah
diakses dan user-friendly di situs web pemerintah.
Moderasi forum untuk memastikan diskusi yang
beradab dan membangun lingkungan di mana
pengguna merasa nyaman untuk berbagi
pandangan dan pengalaman mereka.

Catat umpan balik dan ide-ide yang disampaikan
oleh pengguna dalam forum ini.

Analisis Data dan Umpan Balik:

1)

2)

Analisis data dari survei, konsultasi publik, dan
forum diskusi online untuk mengidentifikasi tren
dan pola-pola umum.

Buat laporan yang ringkas dan mudah dimengerti
untuk masyarakat umum yang merangkum hasil
evaluasi dan langkah-langkah yang akan diambil
berdasarkan umpan balik.

Tindak Lanjut dan Peningkatan:

1

2)

Tanggapi umpan balik yang diterima dengan
tindakan konkret. Identifikasi masalah yang
ditemukan dan buat rencana perbaikan yang jelas.
Sampaikan kepada masyarakat hasil tindakan
perbaikan yang telah diambil dan berikan
informasi tentang perbaikan yang akan datang.
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Dengan melibatkan masyarakat melalui survei, konsultasi
publik, dan forum diskusi online, pemerintah dapat mengukur
keberhasilan inisiatif E-Government dari sudut pandang
pengguna akhir. Ini tidak hanya memberikan wawasan
berharga tentang kinerja layanan, tetapi juga membangun
kepercayaan dan transparansi dalam hubungan antara
pemerintah dan masyarakat.
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BAB 5
PENGUKURAN DIGITALISASI
SEKTOR PUBLIK

Oleh Joko Tri Nugraha

5.1 Pendahuluan

Pengukuran digital di sektor publik akan dibahas dalam bab ini.
Para peneliti sebelumnya telah melakukan sejumlah besar
penelitian dalam pengukuran digital di sektor publik. Metodologi
baru untuk mengevaluasi kematangan pemerintahan digital
disamperhitungkan aspek heritage dan kapasitas digital. Organisasi
di sektor publik telah menemukan model ini dapat diandalkan dan
bermanfaat. Sementara studi Sidorenko (2019) berfokus pada
efektivitas mengevaluasi administrasi publik digital, ia juga
mengusulkan model yang memprioritaskan meminimalkan biaya
yang terkait dengan layanan digital. Pada studi Pedrosa (2020),
aspek teknis yang berkaitan dengan kualitas layanan dan kegunaan
diyakini sebagai indikator untuk menilai efektivitas layanan publik
digital. Selain itu, penelitian Codagnone (2020) membahas studi
kasus yang dilakukan di berbagai sektor kebijakan dan menawarkan
kerangka konseptual untuk mengevaluasi dampak transisi
pemerintahan digital.
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Seorang administrator yang memiliki kemampuan teknis, dapat
mengarahkan pemerintah menuju keefektifan dan efisiensi yang
lebih besar. Penciptaan rencana strategis dan kebutuhan dana untuk
menerapkannya membuat pembuatan kebijakan dan implementasi
menjadi sangat efisien (Suharno, 2020; Syafriyani, 2019). Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang menjanjikan efisiensi, kecepatan
pengiriman informasi, dan transparansi sekarang dapat membantu
memenuhi dan mendukung permintaan untuk efektivitas dalam
prosedur pemeliharaan pemerintah di era industri digital 4.0. Salah
satu jenis reformasi birokrasi di lembaga pemerintah adalah
keterbukaan yang datang dengan digitalisasi layanan pemerintah
(Adnan and Afdila, 2022).

Organisasi publik belum dikecualikan dari gagasan dampak
signifikan digitalisasi pada batas organisasi dan proses bisnis.
Penting untuk memahami dan menyelidiki kemampuan baru dan
terkait transformasi digital untuk mengatasi kecepatan digitalisasi
yang telah mengubah pola organisasi (Herawati, Hidayat, Astuti,
Warpindyastuti, 2023). Proses transaksi sangat dipengaruhi oleh
cara layanan pemerintah saat ini dikelola. Saat ini publik dapat
dengan mudah mendapatkan semua jenis informasi melalui Internet
di era digitalisasi. Akibatnya, beberapa menjadi lebih bijaksana dan
skeptis terhadap pemeliharaan operasi pemerintah, yang
menyebabkan publik menuntut akuntabilitas dan transparansi (Sari
and Maharani, 2021).

Untuk mencapainya, pemerintah mempekerjakan konsultan
yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan
transformasi digital. Beberapa orang khawatir bahwa mengonsumsi
dan menerapkan lebih banyak teknologi akan menggantikan
manusia dengan teknologi, membuat sukses di dunia digital saat ini
menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan
mengonsumsi dan menerapkan lebih banyak teknologi. Saat ini,
dunia digital telah menjadi bagian integral dari setiap aktivitas.
Namun, pekerjalah yang akan mendorong kesuksesan di dunia yang
terus menciptakan dirinya sendiri (Bhanu Prakash, 2019).
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Menurut Mardiasmo (2009), good governance adalah ide
tentang pendekatan praktik pemerintahan yang berfokus pada
pembangunan sektor publik untuk tata kelola pemerintahan yang
baik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan
dalam tata kelola pemerintah. Menurut Halim dan Igbal (2012),
akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan Kkinerja
dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau otoritas untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban. Kedua hal ini dapat terjadi
jika pemerintah mengadopsi layanan publik digital.

Pemerintah harus selalu mengikuti kemajuan teknologi untuk
meningkatkan pelayanan publik (Atthahara, 2018). Menurut Hage
dan Powers dalam Anwar (2013), salah satu fitur utama era
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah penggunaan
teknologi  komputer  dalam  prosedur  penyelenggaraan
pemerintahan. E-Government adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan
masyarakat, bisnis, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan
untuk memberikan layanan secara cepat dan tepat. Sejak tahun
2003, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penerapan E-
Government dengan mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2003 untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan layanan
masyarakat, khususnya layanan informasi. Tujuan utama E-
Government adalah untuk membangun jaringan komunikasi antara
entitas swasta,jikan oleh penelitian Magnusson (2020) sebelumnya,
yang me publik, dan pemerintah lainnya sehingga lebih mudah
untuk berinteraksi, bertransaksi, dan mendapatkan layanan yang
lebih baik (Angguna, Gani, Sarwono, 2015).
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5.2 Digitalisasi Pelayanan

Digitalisasi pelayanan publik akan menguntungkan masyarakat
dan penyelenggara internal. Pada akhirnya, ini akan menghemat
waktu dan uang. Transformasi digital adalah proses mengubah
semua aktivitas, proses, dan model bisnis dengan menggunakan
kemajuan teknologi. Meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan
menemukan peluang bisnis baru adalah tujuan utama transformasi
digital. Menggunakan aplikasi atau sistem untuk menganalisa data
adalah contoh praktiknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
insight baru yang bermanfaat untuk pengembangan produk dan
meningkatkan strategi layanan pelanggan (Marwiyah, 2023).

Konsep layanan publik digital menghasilkan prinsip yang
efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan sesuatu dengan cara
yang tepat, sedangkan efisien berarti melakukan sesuatu dengan
cara yang tepat. Dengan penggunaan media selain kertas, juga
dikenal sebagai "paperless"”, pelayanan publik digital diharapkan
dapat mempermudah akses bagi mereka yang membutuhkannya.
Agar pelayanan publik digital dapat berfungsi dengan baik, teknologi
sangat penting. Karena hampir semua orang sekarang memiliki
kemampuan untuk menjalankan atau mengoperasikan sebuah
handphone, setiap orang merasakan kemudahan karena dapat
dengan mudah mengakses informasi melalui handphone mereka.
Studi sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi dan informasi
yang semakin berkembang seperti internet, ponsel pintar, dan
kecerdasan buatan telah memengaruhi kehidupan manusia secara
signifikan, terutama dalam hal sikap dan pemikiran. Dalam hal ini,
layanan publik saat ini harus dapat memenuhi permintaan warga,
dan peningkatan pengetahuan teknologi akan berdampak pada
keinginan pengguna untuk mendapatkan layanan yang tepat,
praktis, hemat biaya, dan cepat. Salah satu solusi untuk masalah ini
adalah layanan publik digital (Marwiyah, 2023).
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5.3 Evaluasi E-Government

Evaluasi E-Government (layanan digital) yang handal dan
terpercaya dapat menentukan sikap para praktisi dan pembuat
kebijakan ke arah yang benar. Ada berbagai cara untuk menilai E-
Government, menurut penelitian terbaru para pakar (Fitsilis et al,
2009). Pemerintah harus memahami kebutuhan dan harapan
warganya untuk memberikan layanan publik yang efektif dan
efisien. Ini hanya dapat dicapai melalui evaluasi efektivitas layanan
pemerintah, di mana pemerintah berusaha untuk memenuhi
harapan nyata dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien
serta meningkatkan keterlibatan warga dalam pemerintahan. Untuk
mencapai hal ini, pendekatan yang berpusat pada warga diperlukan
untuk menilai efektivitas layanan digital (E-Government) (Jaeger dan
Bertot, 2010). Meskipun berbagai metode digunakan untuk menilai,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka semuanya telah
menentukan berbagai perspektif dan pendekatan penilaian tentang
kompleksitas E-Government.

Evaluasi kinerja E-Government lebih mudah diukur dengan
melihat ruang lingkup, utilitas, dan kualitas layanan online. Namun,
evaluasi layanan digital seringkali lebih sulit (UN, 2010). Banyak
literatur telah diterbitkan tentang penilaian sistem informasi,
terutama yang berkaitan dengan e-commerce. Namun, penelitian
tentang evaluasi inisiatif layanan digital pemerintah sedang
berlangsung. Ini merupakan komponen penting untuk mengetahui
status E-Government mereka dan inisiatif pemerintah lainnya.
Peneliti telah mengembangkan berbagai model evaluasi E-
Government, seperti e-GovQual: skala item ganda untuk evaluasi
kualitas pemerintah elektronik (Wang dan Liao, 2008); menilai
kesiapan pemerintah elektronik (Azab, 2009); penilaian proyek E-
Government (Fitsilis, 2009); kerangka strategis E-Government
(Rabaiah dan Vandijck, 2009); dan kerangka penilaian EAM (Esteves
dan Joseph, 2008).
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Seperti yang ditunjukkan oleh model-model di atas, indikator
yang digunakan untuk menilai layanan digital, atau E-Government,
sangat berbeda tergantung pada konteks yang digunakan untuk
menilainya, dan tidak ada standar yang konsisten yang diberikan
untuk menilai E-Government yang efektif. Selain itu, model evaluasi
ini belum diuji secara empiris di negara-negara berkembang. Oleh
karena itu, dikatakan bahwa upaya E-Government jenis ini tidak
menyediakan kerangka kerja yang lengkap dan tidak dapat
diterapkan secara bersamaan (Esteves dan Joseph, 2008; Sharif,
2010; Zaidi, 2012; Zaidi, 2013).

Sangat penting untuk melakukan evaluasi oleh warga tentang
kinerja layanan E-Government karena memberikan pemahaman
tentang kebutuhan warga terhadap layanan elektronik. Tidak ada
strategi evaluasi yang solid untuk mengevaluasi efektivitas layanan
E-Government untuk meningkatkan praktik E-Government. Ini sama
dengan banyak proyek E-Government berbasis TIK lainnya (Sharif,
2010). Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi gagasan
tentang kualitas layanan E-Government, kepuasan warga negara, dan
kepercayaan warga terhadap layanan E-Government.

5.4 Model Evaluasi E-Government

Ada banyak rekomendasi tentang cara-cara yang dapat
digunakan untuk menilai situs web E-Government dari berbagai
sudut pandang dan tujuan (Jaeger dan Bertot, 2010). Eschenfelder
(1997) mendefinisikan evaluasi situs web E-Government sebagai
menilai keamanan, privasi, dan kebebasan informasi dengan melihat
konten dan kemudahan penggunaan (Huang dan Chao, 2001).
(Holliday, 2002) menyarankan bahwa evaluasi situs web E-
Government harus berfokus pada kegunaan, seperti memberikan
informasi kontak dan umpan balik dari pengguna. Hamner dan Al-
Qahtani (2009) menyatakan bahwa keterampilan pengguna yang
kuat diperlukan untuk menggunakan layanan E-Government, karena
teknologi situs web E-Government bukan satu-satunya masalah
untuk membuat pengguna terpusat.
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Banyak model evaluasi E-Government, dan ada beberapa pakar
yang lebih fokus pada perspektif tertentu. Karena tidak ada model,
kerangka Kkerja, atau metode yang pasti untuk mengukur
keberhasilan atau kegagalan suatu layanan E-Government, evaluasi
dan pemeriksaan diperlukan (Bhatnagar, 2004). Dia juga
menyatakan bahwa kesuksesan layanan E-Government juga
dibenarkan oleh pemberitaan media dan penghargaan dari
organisasi internasional, tetapi tidak ada yang mengaitkan dengan
umpan balik warga masyarakat. Menurut Bhatnagar, beberapa
langkah yang disarankan untuk mengevaluasi E-Government adalah
sebagai berikut: (1) menentukan pihak bertanggung jawab; (2)
menentukan biaya dan keuntungan; (3) membuat indikator untuk
mengukur keuntungan; (4) membuat struktur survei untuk
mengukur keuntungan; dan (5) melakukan kegiatan survei dengan
lembaga independen serta mengkompilasi data survei untuk
menghasilkan hasil akhir.

Penelitian (Bertot, 2014) menemukan masalah yang terkait
dengan membangun dan menerapkan E-Government yang berpusat
pada warga. Penelitian ini menyarankan bahwa, untuk mewujudkan
E-Government yang berhasil, pemerintah harus membuat rencana
dan menyediakan layanan dan sumber daya berdasarkan apa yang
sebenarnya dibutuhkan warga. Studi ini dilakukan untuk
menemukan jawaban atas pertanyaan berikut:

1. Apa yang diharapkan warga dari sumber daya dan layanan
E-Government?

2. Apakah warga menghadapi masalah atau kesulitan saat
menggunakan layanan dan sumber daya E-Government?

3. Faktor apa yang membantu dan meningkatkan pengalaman
warga dengan layanan dan sumber daya E-Government?

4. Faktor apa yang menjadi pendorong utama pengembangan
dan implementasi layanan E-Government?

5. Sejauh mana desain dan implementasi layanan dan sumber
daya E-Government mempertimbangkan kebutuhan dan
harapan warga negara?
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Bagaimana kebutuhan dan keinginan warga negara terkait
layanan dan sumber daya E-Government dimasukkan ke
dalam desain dan peningkatan berkelanjutan dari layanan
dan sumber daya ini?

Apa tindakan yang diambil oleh pustakawan publik untuk
mendukung layanan dan sumber daya yang tersedia di E-
Government?

Persyaratan apa yang harus dipenuhi warga negara untuk
berpartisipasi dalam layanan  E-Government dan
penggunaan sumber daya?

Apakah ada masalah dengan desain yang memungkinkan

atau menghalangi interaksi warga dengan E-Government?

( Warga )

* Apa ekspektasi warga
dari layanan dan
sumber daya E-

Government?
*Apa masalah dan
hambatan yang

dihadapi warga saat
menggunakan layanan
dan sumber daya E-

Government?

* Faktor-faktor apa yang
memfasilitasi dan
meningkatkan
pengalaman warga

dengan layanan dan
sumber  daya @ E-
Government?

4 Pemerintah N

* Apa yang menjadi pendorong
utama pengembangan dan
implementasi layanan dan
sumber daya E-Government?

* Sampai sejauh mana kebutuhan
dan harapan warga negara
dimasukkan dalam desain dan
implementasi layanan dan
sumber daya E-Government?

* Bagaimana ekspektasi dan
keinginan warga negara yang
teridentifikasi dalam layanan
dan sumber daya E-Government
digabungkan ke dalam
keseluruhan ~ desain  dan

\. J

peningkatan berkelanjutan
layanan dan sumber daya E-
Government?

\ J

( Pustakawan umum

*Apa yang dilakukan
pustakawan publik
untuk mendukung
layanan dan sumber
daya E-Government?

* Kebutuhan apa yang
dimiliki warga negara
dalam  upaya untuk
terlibat dalam layanan E-
Government dan
penggunaan sumber
daya?

* Apakah ada masalah
desain yang
memfasilitasi atau
bertindak sebagai
penghalang untuk
interaksi E-Government
warga yang berhasil?

.

J

Gambar 5.1 Pertanyaan yang Disarankan Oleh Bertot, Jaeger dan
McClure Terhadap E-Government yang Berpusat Pada Warga

Sumber: Bertot, Jaeger dan McClure (2014)

Untuk membuat layanan E-Government pemerintah berpusat
pada warga negara, perencanaan dan desain sangat diperlukan
(Bertot, 2014). Misalnya, mengevaluasi kebutuhan akan layanan dan
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informasi, mengevaluasi kebutuhan akan teknologi, dan
menentukan apakah konten dan layanan yang tepat tersedia untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menekankan
betapa pentingnya mempertimbangkan perbaikan berkelanjutan
dalam pengembangan, implementasi, dan perbaikan. Ini juga
menunjukkan bahwa membangun E-Government yang berpusat
pada warga negara harus dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian
Bertot (2014) menggunakan berbagai pendekatan. Ini termasuk
survei dan wawancara dengan pejabat pemerintah, orang-orang
yang terlibat dalam layanan E-Government, dan pustakawan publik.
Namun, penelitian tambahan telah dilakukan di berbagai domain E-
Government di Amerika Serikat, salah satunya dilakukan oleh Pusat
Teknologi Pemerintah di Universitas di Albany. Penelitian ini
mengkaji cara pemerintah meminta pendapat warga (Cook, 2000),
dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apapendapat orang tentang layanan E-Government?

2. Apapendapat orang tentang kualitasnya?

3. Apakah warga percaya pada layanan E-Government?

4. Apa pendapat mereka tentang keamanan informasi yang
diberikan oleh layanan E-Government?

5. Apakah warga negara ingin mengunjungi situs web
pemerintah negara bagian atau lokal untuk mendapatkan
layanan ini?

6. Orang-orang ingin menggunakan layanan E-Government
apa?

7. Bagaimana warga ingin mengakses layanan E-Government?

8. Apa pendapat mereka tentang keuntungan layanan E-
Government?

9. Apa pendapat mereka tentang Kkerugian layanan E-
Government?

10. Apa yang diharapkan warga dari layanan E-Government?

11. Apa yang tidak diharapkan pengguna dari layanan
pemerintah elektronik?

12. Apa yang menjadi kekhawatiran penduduk yang
menggunakan layanan E-Government?
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Jenis pertanyaan yang diajukan dalam penyelidikan penelitian
tentang layanan E-Government di Pusat Teknologi Pemerintahan
Universitas di Albany digambarkan di bawah ini. Beberapa metode
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah wawancara
telepon, wawancara yang dipilih secara acak, dan survei untuk
mengumpulkan pendapat warga. Menurut Cook (2000),
transformasi ke E-Government terutama mencakup perubahan
dalam cara individu dan perusahaan berinteraksi dengan
pemerintahnya. Terlepas dari fakta bahwa warga Amerika Serikat
memberikan komentar tentang penelitian tersebut, perubahan dan
penyesuaian dapat dilakukan untuk menyesuaikannya dengan
gagasan penelitian ini untuk digunakan di negara lain.

4 ) ) 4 )
Apa pendapat warga Apa pendapat warga Apa pendapat warga
tentang layanan E- tentang keuntungan tentang kerugian dari
Government? layanan E-Government? layanan E-Government?
\ J J \ J
4 ) ) 4 )
Apa pendapat warga Bagaimana warga Apayang
tentang kualitas layanan negara ingin diharapkan warga
layanan E-Government? mengakses layanan E- dari layanan E-
Government? Government?
\ J J \
4 ) ) 4 )
X Apa yang tidak diharapkan
Apakah warga negara Layanan E GOVE rmment warga dari layanan E-
yakin dengan layanan _apayang axan Government?
E-Government? digunakan warga?
\ J \ J \ J
a ) [ ) a )
Apa pendapat warga Apakah warga negara Apa yang
tentang keamanan ingin menemukan dikhawatirkan warga
informasi layanan E- layanan ini di situs web dari layanan E-
Government? pemerintah negara Government?
\ J I e \

Gambar 5.2 Investigasi Penelitian Layanan E-Government oleh
Pusat Teknologi dalam Pemerintahan di Universitas di Albany
Sumber: Cook (2000)
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Studi tambahan (Gupta dan Jana, 2003) menunjukkan betapa
pentingnya E-Government dan bagaimana hasil yang lebih baik dapat
dicapai dengan mendefinisikan pengukuran dan hal-hal apa yang
harus dipertimbangkan saat mengevaluasi layanan E-Government.
Studi ini menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan E-
Government berinteraksi satu sama lain. Selain itu, menurut Gupta
dan Jana (2003), model evaluasi E-Government harus
mempertimbangkan aspek tangible dan intangible. Selain itu,
temuan penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah elemen yang
berperan utama dalam keberhasilan E-Government, seperti
pemerintah, masyarakat, dan kebijakan. Sementara yang lain, seperti
teknologi, penting meskipun berfungsi sebagai pendukung. Namun,
untuk evaluasi E-Government yang efektif, evaluasi kinerja dan
efektivitas layanan harus dilakukan.

( )
[ ) Hierarchy Measure

Hard Measure Soft Measure * Pengembalian investasi

» Analisis biaya- + Metode penilaian * Total biaya dan pendapatar]
manfaat ||:> » Tahapan E- |:> * Peningkatan kualitas

* Tolok ukur dalam E- Government perencansa?_ dan
Government « Sudut sosiologis pengendalian
* Kualitas keputusan
\. J \. J « Nilai informasi

\ * Karakteristik sistem )

Gambar 5.3 Dimensi Gupta dan Jana yang Harus Diukur Untuk
Menilai Efektivitas E-Government
Sumber: Gupta dan Jana (2003)

Gambar 5.3 di atas menunjukkan tiga kategori pengukuran
yang disarankan untuk disertakan dalam evaluasi E-Government
(Gupta dan Jana, 2003). Ini termasuk menggabungkan metode,
analisis, dan model evaluasi. Analisis manfaat biaya, tolok ukur,
metode penilaian, model evaluasi E-Government, survei, dan
observasi adalah beberapa metode yang digunakan (Gupta dan Jana,
2003). Studi tersebut menunjukkan bahwa analisis manfaat biaya
memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk
mengumpulkan informasi tentang peningkatan kualitas, layanan
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yang lebih cepat, fleksibilitas, layanan warga yang lebih baik, dan
kondisi kerja yang lebih baik bagi karyawan. Menurut Brynjolfsson
dan Hitt (1998), tujuan investasi teknologi informasi bukanlah untuk
mengurangi biaya, tetapi untuk memberikan layanan dan kualitas
yang lebih baik bagi masyarakat. Karena tolok ukur metrik
memberikan pedoman dan metode evaluasi kinerja untuk praktik
terbaik, penelitian ini menggunakannya (Turban, McLean, dan
Wetherbe, 2001). Studi ini diterapkan pada organisasi pemerintah
India.

Sebagai contoh, tolok ukur digunakan untuk menilai informasi
yang ada di situs web, informasi kontak yang ada di situs web,
formulir yang dapat diunduh secara online, dan transaksi atau
interaksi lain yang dapat berlangsung sepenuhnya secara online
(Gupta dan Jana, 2003). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa
definisi tindakan lunak akan meningkatkan kinerja dengan
meningkatkan pengambilan keputusan, produktivitas karyawan,
dan kepuasan warga. Untuk metode penilaian, penelitian ini
menyarankan untuk menemukan masalah kinerja utama dan
memberi bobotnya setelah menghitung rata-rata tertimbang.
Dengan cara ini, skor yang lebih tinggi akan dianggap sebagai
layanan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, model evaluasi E-
Government empat tahap yang diusulkan oleh digunakan (Layne dan
Lee, 2001). Akhirnya, melalui survei, penelitian (Gupta dan Jana,
2003) juga memasukkan perspektif sosiologis untuk menentukan
kemampuan beradaptasi, daya tanggap, transparansi, akuntabilitas,
resistensi terhadap perubahan, penyebaran regresif, dan radikal
adaptasi karyawan. Selain itu, melalui pengamatan, ini menemukan
pengembalian investasi, pendapatan, biaya total, peningkatan
kualitas perencanaan dan pengendalian, kualitas keputusan, nilai
informasi, dan karakteristik sistem.

Menurut penelitian (Alshawi dan Alalwany, 2009), evaluasi E-
Government dikategorikan sebagai masalah teknis, ekonomi, dan
sosial. Masalah teknis termasuk kinerja, yang diukur dengan
efisiensi layanan, informasi dan layanan yang dipersonalisasi, dan
aksesibilitas, yang diukur dengan antarmuka pengguna yang efisien,
aksesibilitas untuk orang dengan disabilitas, dan terjemahan bahasa.
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Masalah ekonomi termasuk mengurangi biaya, yang diukur dengan
mengurangi biaya uang dan waktu. Masalah sosial termasuk
keterbukaan, yang diukur dengan kualitas dan transparansi, dan
kepercayaan, yang diukur dengan kepercayaan pada internet dan
kepercayaan pada Masalah evaluasi digambarkan pada Gambar 5.4

(Alshawi dan Alalwany, 2009).

7

Masalah Teknis
* Performa
* Efisiensi layanan
* Informasi dan layanan
yang dipersonalisasi

~N

=

-

Masalah Ekonomi
Penghematan biaya
* Penghematan uang
* Hemat waktu

\

=

* Aksesibilitas organisasi
. Antarmu.ka pengguna pemerintah
yang efisien * Kemudahan penggunaan
\ * Akses penyandang y . J dan kegunaan
cacatdan

( )

Masalah Sosial
* Keterbukaan
* Kepercayaan
* Percaya pada Internet
* Kepercayaan pada

\_ * Kemudahan penggunaan )

Gambar 5.4 Masalah Evaluasi E-Government yang Diusulkan Alshawi
dan Alalwany

Sumber: Alshawi dan Alalwany (2009)

Solusi yang diusulkan (Alshawi dan Alalwany, 2009) mencakup
berbagai masalah yang terkait dengan evaluasi layanan E-
Government. Namun, evaluasi tetap sulit karena data, hasil, dan
pandangan yang berbeda tentang organisasi atau layanan tertentu.
Selanjutnya, model yang dikembangkan oleh (Horan dan
Abhichandani, 2006) adalah model EGOVSAT, yang terdiri dari dua
dimensi (dimensi kinerja dan dimensi emosional). Dimensi kinerja
membahas hal-hal seperti utilitas, efisiensi, penyesuaian, dan
keandalan, sedangkan penelitian ini berfokus pada tiga dimensi
(utilitas, efisiensi, dan penyesuaian) karena Gambar 5.5
menunjukkan model EGOVSAT.
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( Dimensi Kinerja \ ( \

* Utilitas Dimensi Emosional
* Kemudahan penggunaan
* Kelengkapan * Kepercayaan
* Kegunaan _ * Menyenangkan
* Konvergensi * Frustrasi

* Keandalan K
. * Kepuasan
¢ Uptime I
¢ Ketepatan

» Efisiensi
* Akses mudah
* Presentasi
* Kustomisasi
* Akses yang disesuaikan
* Konten yang disesuaikan

k * Fleksibilitas ) \ )

Gambar 5.5 Model EGOVSAT Untuk Mengevaluasi Layanan E-
Government Berdasarkan Gambaran Kepuasan Warga
Sumber: Horan dan Abhichandani (2006)

5.5 Penutup

Dalam konteks layanan digital, E-Government merupakan
bidang yang mencakup banyak disiplin ilmu dan melibatkan
berbagai bidang seperti administrasi publik, sistem informasi, dan
ilmu komputer. Oleh karena itu, penting untuk mencakup semua
studi dan model E-Government yang mungkin ada. Berbagai model
konseptual yang digunakan peneliti untuk menilai kinerja layanan
digital (E-Government) ditunjukkan dalam literatur. Untuk
menemukan ukuran keberhasilan sistem informasi, banyak
penelitian telah dilakukan (Gorla, 2010). Dalam studinya, dia
menyatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan sistem informasi,
organisasi harus mempertimbangkan kualitas sistem informasi
selain pengembalian investasi (Gorla, 2010). Namun, seseorang (Pitt,
1995) berpendapat bahwa ukuran keberhasilan sistem informasi
yang ada sangat berfokus pada produk dan layanan. Seiring dengan
peningkatan bagian anggaran sistem informasi yang dialokasikan
untuk layanan sistem informasi, lebih banyak perhatian diberikan
pada aspek layanan sistem informasi (Kettinger dan Lee, 1997; Pitt,
1995). Oleh karena itu, kebutuhan dapat disesuaikan dengan
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memilih model yang akan digunakan untuk mengukur layanan
digital. Ini terutama berlaku untuk tahapan layanan digital yang
sedang dan sudah dikembangkan.
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BAB 6
DIGITAL GOVERNANCE AROUND
THE WORLD

Oleh Wirawan Istiono

6.1 Apa yang dimaksud dengan Digital
Governance Around The World?

Teknologi digital dan internet telah ada di mana-mana
dalam masyarakat kontemporer, memfasilitasi penciptaan,
penyimpanan, dan transmisi data dan informasi pribadi secara
ekstensif. Tata kelola digital global mengacu pada seperangkat
norma, institusi, dan standar kolektif yang mempengaruhi
regulasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital.
Bidang tata kelola digital mempunyai konsekuensi yang
signifikan dan bertahan lama baik dalam bidang komersial
maupun politik. Terdapat persaingan terus-menerus antara
entitas demokratis dan non-liberal, di mana kedua faksi
berusaha memaksakan visi mereka sendiri terhadap ekonomi
digital (Runde, 2021).

Pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan
merancang kerangka kerja untuk memfasilitasi inovasi teknis,
sekaligus menetapkan standar dan prinsip etika untuk ekonomi
digital. Dalam konteks semakin ketatnya persaingan geostrategis
di dunia siber, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa terlibat
dalam perlombaan untuk supremasi teknologi sekaligus
menjaga kepentingan nasional masing-masing. Saat ini, banyak
negara di belahan bumi selatan secara aktif mencari metode
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yang layak untuk terlibat dalam ekonomi digital (Us.boell.org,
2023).

Gagasan tata kelola digital menandakan perubahan
paradigma mendasar di mana pemerintah di seluruh dunia
mengadopsi pendekatan baru untuk mencapai tujuan mereka.
Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai
cara transformatif, mulai dari menetapkan tujuan administratif
yang terukur hingga meningkatkan penyampaian layanan
publik, mengadopsi proses pengambilan keputusan berdasarkan
data, menerapkan kebijakan berbasis bukti, mendorong
akuntabilitas dan transparansi dalam operasional pemerintah,
dan menumbuhkan Kkepercayaan masyarakat. Pelayanan
pemerintah yang akan datang diyakini akan menunjukkan tiga
atribut menyeluruh, yang terkadang disebut sebagai "3 C":
(Group, 2023)

1. Contextual

Dengan meningkatnya ketergantungan pada data
dalam penyediaan layanan publik, pemerintah dapat
memperoleh  pemahaman rinci tentang tuntutan
masyarakat yang terus berubah. Hal ini memungkinkan
mereka untuk memberikan layanan yang sangat personal
dan tepat sasaran. Kemampuan ini difasilitasi oleh alat-alat
digital yang membangun sarana koneksi langsung dengan
setiap individu, sehingga memungkinkan pemerintah untuk
secara efektif memenuhi kebutuhan spesifik setiap warga
negara dan merumuskan strategi yang disesuaikan untuk
masyarakat dan wilayah. Oleh karena itu, pemberian
layanan kepada masyarakat akan terus berkembang dan
dapat diakses berdasarkan keterbatasan individu (Runde,
2021).

Pertimbangkan untuk membayangkan versi
"Government Now" yang meniru struktur dan fungsi Google
Now. Misalnya, penyediaan layanan kepada seseorang
setelah kehilangan pekerjaan mungkin memerlukan
pemahaman komprehensif tentang bakat, sumber daya,
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status keuangan, dan kesejahteraan fisik individu tersebut
untuk memberikan bantuan yang disesuaikan. Demikian
pula, sistem ini mempunyai potensi untuk mengalami
perkembangan  progresif, bertransformasi = menjadi
instrumen yang sangat fleksibel yang digunakan untuk
mendapatkan  sumber daya tambahan, sehingga
memberikan makna baru pada ungkapan "dari setiap orang
sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai
dengan kebutuhannya". Konsekuensi potensial dari
fenomena ini dapat berdampak signifikan terhadap cara
pemerintah memenuhi tanggung jawab mendasar mereka
di masa mendatang. Pertimbangkan perpajakan, yang
merupakan sarana penting untuk menghasilkan
pendapatan pemerintah, sebagai contoh kasusnya (Runde,
2021).

Dalam kerangka digital, sistem perpajakan akan secara
dinamis menyesuaikan diri dengan fluktuasi kontekstual
secara tepat waktu, dengan memanfaatkan data agregat
mengenai mobilitas tenaga kerja individu dan perubahan
pendapatan, dibandingkan mengandalkan intervensi
manual dan institusional untuk memasukkan perubahan
tersebut. Penghitungan dan penerapan penyesuaian secara
real-time ini dapat difasilitasi melalui pemanfaatan
instrumen kebijakan yang otomatis dan adaptif. Mengingat
pertumbuhan data input yang terus berlanjut, masuk akal
jika alat digital berpotensi mengubah pajak dalam sektor
tertentu menjadi subsidi atau pajak negatif, bergantung
pada keadaan ekonomi dinamis dari individu, rumah
tangga, atau organisasi bisnis (Group, 2023). Sekilas
fenomena ini dapat dilihat melalui penerapan strategi
penetapan harga kemacetan oleh pemerintah kota tertentu
sebagai cara untuk mengelola kemacetan Kkendaraan.
Strategi ini melibatkan penyesuaian tarif tol berdasarkan
faktor-faktor seperti waktu, jarak perjalanan, dan lokasi
geografis spesifik masing-masing pengemudi.
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Coordinated

Penyediaan layanan  kontekstual = memerlukan
keterbukaan dan interoperabilitas data. Pemanfaatan
antarmuka program aplikasi terbuka (API) untuk
memfasilitasi akses mudah ke beragam sumber data,
misalnya, dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih
mendalam dan komprehensif tentang konteks tertentu.
Dalam kasus seseorang yang kehilangan pekerjaan seperti
yang disebutkan di atas, pendekatan akademis dalam
merumuskan  respons memerlukan  penggabungan
informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini
mencakup data pendidikan yang berasal dari sistem
akademik, data keterampilan yang diperoleh dari
departemen sumber daya manusia perusahaan, data
keuangan yang bersumber dari lembaga perbankan,
pemberi Kkerja, dan sistem perpajakan, serta data kesehatan
yang diperoleh dari penyedia layanan kesehatan. Selain itu,
integrasi data ini dengan informasi terkait keterampilan
yang dibutuhkan, peluang kerja, dan tunjangan
kesejahteraan sosial juga merupakan hal yang sangat
penting.

Pembentukan kerangka kerja yang kohesif dan
harmonis untuk pemerintahan digital memerlukan
sinkronisasi sistem dan prosesnya. Sinkronisasi ini sangat
penting dalam rangka memfasilitasi terciptanya kesatuan
platform pelayanan publik. Platform seperti ini harus
bertujuan untuk mengurangi redundansi antar departemen
pemerintah dan mendorong pertukaran keterampilan antar
sektor. Penerapan agenda digitalisasi mengharuskan
pemerintah untuk menerapkan kerangka kerja dan
arsitektur yang terstandarisasi. Penerapan strategi yang
tersinkronisasi, dimana sumber daya Data Terbuka dapat
diakses oleh lembaga pemerintah, kolaborasi antar
lembaga, entitas sektor swasta, dan individu mematuhi
standar yang seragam, akan meniadakan keharusan bagi
warga negara untuk berulang kali mengungkapkan



informasi pribadi untuk setiap transaksi pemerintah
(Runde, 2021).

Di masa mendatang, terdapat kemungkinan besar
bahwa layanan digital antar pemerintah, yang ditandai
dengan integrasi lintas batas yang efisien, akan semakin
signifikan. Contoh kolaborasi tersebut dapat diamati di
kawasan Asia/Pasifik dan Jepang (APJ), di mana negara-
negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Jepang
meningkatkan integrasi infrastruktur cloud publik dan
layanan digital lainnya di seluruh kawasan. Senada dengan
itu, Uni Eropa (UE) saat ini sedang menjalankan inisiatif
layanan identifikasi dan kepercayaan elektronik (eIDAS),
yang berupaya memfasilitasi interaksi elektronik lintas
batas bagi warga negara UE. Pada saat yang sama, UE secara
aktif berkolaborasi dengan mitra di berbagai kawasan
melalui inisiatif seperti kolaborasi teknologi seluler 5G UE-
Jepang dan proyek Jembatan Trillium UE-AS. Proyek
terakhir ini bertujuan untuk menetapkan standar
interoperabilitas untuk menjembatani catatan kesehatan
elektronik antara UE dan AS (Group, 2023).

Cognitive

Banyak tugas yang sebelumnya dianggap hanya berada
di bidang kecerdasan manusia, kini semakin banyak
didelegasikan ke mesin otomatis. Selain peningkatan
otomatisasi kerja fisik, kita juga melihat peningkatan pesat
dalam kecerdasan buatan dengan mesin yang mampu
menilai, memahami, dan merespons perilaku manusia.
Misalnya, Ellie -seorang psikolog virtual- dapat memproses
setiap kata pasien, menganalisis keadaan emosi mereka dan
merekomendasikan pengobatan yang tepat, berhasil
menjaga keterbukaan dan kerahasiaan yang lebih besar
dibandingkan seorang terapis manusia. Departemen Urusan
Veteran AS sedang menjajaki penggunaan terapi virtual
dengan Ellie sebagai cara untuk menghapus stigma seputar
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terapi dan membantu dokter dalam mengambil keputusan
(Runde, 2021).

Selain itu, superkomputer IBM Watson sedang
menjalani pengujian untuk membantu dokter membuat
keputusan rumit dengan menyoroti nuansa klinis yang
mungkin terlewatkan jika tidak ada bantuan. Saat ini,
asisten virtual cerdas -Amelia dari IPsoft, Alexa dari
Amazon, Cortana dari Microsoft, dan Siri dari Apple, antara
lain- mampu memberikan respons sensitif terhadap
pengguna terhadap pertanyaan individual. Perkembangan
ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan tingkat
pemahaman kognitif yang lebih tinggi mengenai kebutuhan
warga negara. Melakukan panggilan 311 mungkin akan
menjadi pengalaman yang sangat berbeda di masa
mendatang.

Pada akhirnya, dengan sistem yang dapat membangun
asosiasi, belajar dari pengalaman, dan menarik kesimpulan,
kita mungkin mendekati model pemerintahan masa depan
di mana mesin kognitif membuat keputusan optimal untuk
secara otomatis menentukan kebijakan yang efektif dan
menghindari program yang sia-sia. Ketertarikan kita dalam
memahami proses kognitif terlihat dari pendanaan Komisi
Eropa untuk Proyek Simulasi Otak Manusia, yang berupaya
meniru model otak manusia pada tahun 2023 (Group,
2023).

6.2 Tata Kelola TI Perusahaan di Era Digital

Banyak perusahaan masa kini menunjukkan tingkat
kecemasan yang tinggi terhadap peningkatan investasi mereka
pada teknologi digital. Organisasi ini saat ini sedang mencari
inisiatif transformasi digital yang memiliki prospek untuk
menghasilkan nilai. Meskipun demikian, pentingnya Tata Kelola
Teknologi Informasi (TI) dalam konteks upaya digital suatu
organisasi telah diketahui. Sejumlah penelitian sebelumnya telah
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mengidentifikasi pentingnya struktur tata kelola TI, metode, dan
mekanisme relasional dalam meningkatkan kesuksesan
perusahaan (Multimatics.co.id, 2022).

» Gambaran Umum Tata Kelola TI

Menurut Gartner, Tata Kelola TI mencakup serangkaian
prosedur yang menjamin pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal dan produktif untuk mendukung organisasi
dalam mencapai tujuannya. Tata kelola TI adalah aspek
mendasar tata kelola perusahaan yang berupaya
mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi secara
keseluruhan dan memaksimalkan laba atas investasi yang
dialokasikan untuk TI. Organisasi dapat mencapai
pengelolaan risiko TI yang efektif dan penyelarasan aktivitas
informasi dan teknologi dengan tujuan bisnis menyeluruh
melalui pemanfaatan kerangka Tata Kelola TI.

Pada tahun 2017, ISACA melakukan survei dengan
sampel lebih dari 732 eksekutif organisasi dari berbagai
wilayah global. Temuan penelitian ini mengungkapkan
bahwa mayoritas sebesar 92% responden percaya bahwa
peningkatan tata kelola TI mempunyai dampak positif
terhadap hasil perekonomian. Selain itu, sebanyak 89%
peserta menyatakan pandangan bahwa hal ini juga
berkontribusi terhadap ketangkasan bisnis yang lebih
tinggi. Selain itu, tata kelola TI perlu dirombak secara
signifikan sebagai respons terhadap meningkatnya
pemanfaatan teknologi dan proses digitalisasi yang sedang
berlangsung, dengan tujuan menjaga dan memajukan
bisnis. Selain itu, penerapan tata kelola TI yang lebih baik
dan kuat dapat menghasilkan proses operasional yang
efisien dan efisien, penentuan prioritas proyek yang lebih
baik, dan peningkatan keterukuran laba atas investasi
(ROI). Oleh karena itu, penerapan Tata Kelola TI
Perusahaan semakin menonjol di zaman sekarang
perusahaan (Multimatics.co.id, 2022).
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Tata kelola TI perusahaan adalah sebuah akronim.

Tata Kelola TI Perusahaan adalah disiplin baru dalam
bidang Teknologi Informasi (TI). Tata Kelola TI Perusahaan
mengacu pada kerangka metodis untuk pengambilan
keputusan yang melibatkan identifikasi, seleksi, penentuan
prioritas, dan pemantauan semua investasi dan aktivitas
yang terkait dengan teknologi informasi (TI). Tata Kelola TI
Perusahaan mencakup integrasi aktivitas organisasi,
proyek, dan dewan tata kelola saat ini dengan metode
berorientasi bisnis untuk mengevaluasi dan memilih
investasi. Tata Kelola TI Perusahaan berperan penting
dalam membentuk efisiensi operasional TI dengan
memberikan dukungan dan optimalisasi tujuan bisnis. Tata
Kelola TI Perusahaan memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa pengeluaran yang mendukung TI
selaras dengan tujuan bisnis dengan memfasilitasi
penetapan dan pengawasan akuntabilitas aktivitas TI.

Apa Pentingnya Tata Kelola TI Perusahaan?

Selain penerapan infrastruktur TI yang canggih, Tata
Kelola TI Perusahaan menekankan pada penggambaran dan
penetapan proses dan struktur organisasi yang
memungkinkan profesional bisnis dan TI memenuhi
tanggung jawab mereka secara efektif, sekaligus
mengoptimalkan nilai yang diperoleh dari investasi mereka
di bidang TI. Oleh karena itu, pentingnya Tata Kelola TI
Perusahaan bagi perusahaan adalah penting karena alasan-
alasan berikut (Multimatics.co.id, 2022).

1. Hal ini meningkatkan keselarasan bisnis dan TI dengan
membantu organisasi dalam mengubah misi dan tujuan
mereka menjadi tujuan TI. Tujuan utama Tata Kelola TI
Perusahaan adalah memanfaatkan teknologi untuk
memfasilitasi dan meningkatkan optimalisasi sumber
daya, komunikasi yang efisien, dan manajemen risiko
dalam konteks bisnis. Tata Kelola TI Perusahaan
memainkan peran penting dalam memberdayakan



bisnis, memfasilitasi pembentukan dan pengawasan
akuntabilitas aktivitas TI, dan memastikan bahwa
investasi di bidang TI selaras dengan maksud dan
tujuan organisasi.

Hal ini menggunakan kasus bisnis untuk
mengidentifikasi area dengan visibilitas tinggi dan area
dengan risiko yang melekat, membangun hubungan
antara area tersebut dan masalah atau kekhawatiran
mendasar. Manajemen risiko adalah komponen Tata
Kelola TI Perusahaan yang melibatkan identifikasi
harmonisasi antara operasi bisnis penting dan sistem
teknologi yang mendukungnya. Proses ini mencakup
identifikasi peluang dan Kkesulitan, yang kemudian
diintegrasikan ke dalam perspektif portofolio
komprehensif yang selaras secara strategis dengan
keseluruhan organisasi.

Hal ini memfasilitasi identifikasi potensi gangguan
operasional dan memastikan bahwa pemilik proses
mempertahankan kendali atas risiko terkait layanan.
Organisasi memiliki kemampuan untuk
mengembangkan Tata Kelola TI Perusahaan yang kuat
dengan mengoordinasikan berbagai operasi jaminan
secara efektif, seperti manajemen risiko, audit TI, dan
keamanan siber. Jaminan memainkan peran penting
dalam membantu perusahaan dalam perumusan
strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan
bisnis, mendorong keselarasan, dan memitigasi risiko
yang terkait dengan tujuan perusahaan.

Singkatnya, Tata Kelola TI Perusahaan memainkan

peran penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan
organisasi. Fungsi utama dari peran ini adalah mengelola
kemungkinan bahaya yang terkait dengan sumber daya TI
secara efisien dan bertanggung jawab.
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6.3 Perkembangan Pendekatan Pemerintahan

Digital

Perkembangan teknologi yang muncul pada abad kedua
puluh satu telah mengubah secara mendasar gaya hidup dan
upaya profesional Kkita, serta interaksi kita dengan organisasi
swasta dan publik. Untuk mendorong inovasi di sektor swasta
dan publik, perkembangan sosial dan teknologi memberikan
tuntutan yang lebih besar kepada pemerintah untuk
memberikan layanan yang unggul, berkolaborasi dan terlibat
dengan masyarakat, serta membuat data dan informasi
pemerintah dapat diakses dan dibagikan. Masyarakat menjadi
co-producer informasi dan layanan pemerintah sebagai akibat
dari tren yang sama (Sandoval-Almazandkk., 2017).

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah
memberikan banyak tantangan bagi administrasi di seluruh
dunia selain banyak peluang dan manfaat. Sehari-harinya,
pejabat pemerintah menghadapi banyak tantangan kompleks,
termasuk penyelesaian masalah interoperabilitas yang timbul
dari penyimpanan data yang berbeda dan digitalisasi dokumen
sejarah. Selain itu, cepatnya integrasi media sosial dan saluran
komunikasi digital lainnya yang sedang berkembang
menghadirkan hambatan komunikasi baru. Hambatan-hambatan
ini dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintah di semua
tingkatan, termasuk lembaga-lembaga federal utama serta
departemen pemerintah negara bagian dan lokal. Upaya global
untuk memodernisasi administrasi publik terhambat oleh
berbagai tantangan, termasuk infrastruktur teknologi dan
sumber daya manusia yang tidak memadai, kerangka peraturan
yang tidak memadai, beragam format data, rendahnya literasi
digital, ketidakpastian mengenai dampak teknologi baru
terhadap praktik kerja, dan keengganan untuk mengadopsi
teknologi baru. teknologi baru (Sandoval-Almazandkk., 2017).
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Sehubungan dengan kendala-kendala yang disebutkan di
atas, organisasi pemerintah harus menghadapi pengurangan
anggaran yang berulang dan kesulitan mendapatkan pendanaan
dari berbagai sumber untuk inisiatif pemerintah digital. Hal ini
menimbulkan kontradiksi: perlunya memodernisasi
pemerintahan melalui peningkatan integrasi TIK sambil
menghindari pengeluaran berlebihan untuk infrastruktur
teknologi. Banyak lembaga pemerintah yang berupaya
menerapkan teknologi mutakhir, termasuk situs web, portal, dan
katalog data, namun justru menemui kendala, kemunduran, atau
pembatalan karena kekurangan staf, kendala keuangan,
hambatan birokrasi, atau kendala hukum. Lambatnya penerapan
teknologi sering kali menyebabkan masyarakat menganggap
lembaga pemerintah tertinggal dalam penerapan teknologi
inovatif untuk meningkatkan layanan dan menghasilkan
efisiensi operasional (Sandoval-Almazandkk., 2017).

Selain itu, terdapat persepsi masyarakat yang luas bahwa
pejabat pemerintah lebih banyak menangani permasalahan yang
muncul di permukaan dibandingkan mengatasi penyebab
mendasarnya. Kecenderungan ini menyebabkan krisis berulang
dan terus meningkat, sehingga mempersulit pemahaman dan
penyelesaian jangka panjang. Inisiatif-inisiatif jangka panjang
juga dihadapkan pada ketidakpastian yang disebabkan oleh
siklus pemilu, sehingga menimbulkan tantangan bagi para
profesional TI di pemerintahan. Prioritas yang beragam
mengenai pemerintahan digital mungkin timbul pada setiap
pemerintahan berikutnya, yang sering kali menyebabkan
ditinggalkannya atau berkurangnya dukungan finansial dan
eksekutif terhadap inisiatif pemerintahan digital. Keadaan ini
menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan eksekutif atau
pendukung teknologi dalam mengadvokasi penerapan inisiatif
pemerintahan digital dan pengenalan kemajuan teknologi ke
dalam sektor publik, sekaligus mengatasi hambatan birokrasi.
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Gambar 6.1 Kerangka Strategis untuk Pemerintahan Digital
(Sumber: Sandoval-Almazandkk., 2017)

Memahami aspek intelektual dan praktis yang berkaitan
dengan potensi dan permasalahan yang terkait dengan
pemerintahan digital. Dalam makalah ini, kami menawarkan
kompilasi komprehensif prinsip dan konsep yang berkaitan
dengan promosi penerapan pemerintahan digital di lembaga
pemerintah. Pendekatan kami didasarkan pada bukti yang kuat
dan menggunakan metodologi ilmiah untuk mengategorikan,
menyusun, dan menyajikan argumen dan studi kasus yang
relevan. Setiap bab dimulai dengan studi kasus singkat yang
berfungsi untuk memberikan contoh kesulitan spesifik yang
sedang ditangani. Selanjutnya, ide-ide dasar diuraikan, disertai
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dengan presentasi argumen dan kesimpulan yang diperoleh dari
temuan penelitian kami dan referensi penyelidikan ilmiah
sebelumnya. Struktur buku ini berkisar pada tujuh kumpulan
prinsip-prinsip strategis yang saling berhubungan, seperti yang
digambarkan pada Gambar 6.1 (Sandoval-Almazandkk., 2017).

6.4 Siapa Pesaing Utama dalam Kompetisi Tata
Kelola Digital Sedunia?

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tata kelola internet dan pemanfaatan data
terutama terjadi di tingkat nasional dan, dalam beberapa kasus,
di tingkat daerah. Namun, terdapat dua perspektif berbeda
mengenai masa depan teknologi digital, yang mungkin
memunculkan dua bentuk tata kelola digital yang unik (Runde,
2021).

Model pertama didorong oleh perspektif otoriter. Tiongkok
semakin memantapkan dirinya sebagai pendukung utama
paradigma ini, seperti yang terlihat dari aspirasinya untuk
"merevolusi internet". Tiongkok bertujuan untuk mem-
promosikan gagasan “kedaulatan dunia maya,” yang berarti
memberikan negara wewenang untuk mengatur akses internet,
menyensor informasi, dan menerapkan mandat lokalisasi data,
dengan kedok melindungi kepentingan nasional masing-masing.
Dari sudut pandang politik dan ekonomi, penyebaran model
khusus ini secara global, khususnya di antara negara-negara
berkembang, berpotensi menimbulkan kekhawatiran mengenai
stabilitas dan keberlanjutan. Kekhawatiran ini berpotensi
melemahkan prinsip-prinsip yang melekat pada internet, yaitu
kebebasan, keterbukaan, dan interoperabilitas, yang penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Untuk
mencapai hasil yang diinginkan ini, Tiongkok mengandalkan
proses dan lembaga internasional seperti Persatuan
Telekomunikasi Internasional.
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Pemerintahan otokratis Tiongkok memanfaatkan pasar
domestiknya yang sangat besar untuk memfasilitasi
pengembangan, eksperimen, dan pembuatan alat-alat digital
yang mendukung kediktatoran keras Tiongkok. Tiongkok
memanfaatkan hak prerogatif keterlibatan bilateralnya untuk
mengekspor teknologi tertentu melalui Jalur Sutra Digital,
sehingga memberikan pengaruh yang melemahkan kebebasan
global dan prinsip-prinsip demokrasi. Tiongkok telah
menunjukkan pencapaian luar biasa dalam menyediakan
teknologi komunikasi 5G dengan harga terjangkau bagi berbagai
negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang
memiliki kelas menengah yang sedang berkembang (Runde,
2021).

Model kedua yang dipertimbangkan adalah Peraturan
Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, yang menyajikan
kerangka tata kelola digital yang lebih demokratis. Tujuan utama
dari pendekatan ini adalah untuk menjaga privasi dan hak-hak
mereka yang memanfaatkan internet dan mengonsumsi
informasi online. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR),
yang diadopsi oleh Parlemen Eropa pada tahun 2014 dengan
dukungan yang signifikan, diterapkan pada bulan Mei 2018.
Peraturan ini memberikan peluang bagi perusahaan yang
bergantung pada teknologi digital untuk melakukan
penyesuaian terhadap penggunaan data dan praktik privasi
mereka. Penerapan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)
telah menandai tonggak sejarah penting dalam bidang tata
kelola internet global, karena peraturan ini telah
memberdayakan konsumen dengan otoritas yang tak
tertandingi atas data pribadi mereka, sekaligus menjunjung
tinggi prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam dunia online.
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Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) juga telah
meningkatkan upaya keamanan siber organisasi, memberikan
mereka perlindungan terhadap pelanggaran keamanan data apa
pun. Pada akhirnya, tingkat kepatuhan yang diamanatkan oleh
Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan
keampuhannya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap organisasi. Namun, para kritikus berpendapat bahwa
Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) mungkin kurang
seimbang untuk mendorong inovasi di sektor swasta. Selain itu,
meskipun model ini mengikat secara hukum di Eropa,
penerapannya mungkin menghadapi tantangan di wilayah lain
di seluruh dunia. Fenomena ini terutama terlihat di negara-
negara berkembang, dimana pemerintah menghadapi hambatan
besar dalam hal kemampuan mereka dalam mengatur dan
melaksanakan kebijakan secara efektif (Runde, 2021).

6.5 Memanfaatkan Agenda Tata Kelola Digital
untuk Memajukan Kesejahteraan Bersama
dan Pemberantasan Kemiskinan EKkstrem
yang Menjadi Tujuan Bank Dunia

Infrastruktur digital yang dirancang dengan tepat
berpotensi meningkatkan kemampuan operasional pemerintah
di beberapa tingkat, termasuk nasional, regional, dan lokal.
Pemanfaatan data akan memainkan peran penting dalam
memfasilitasi kemajuan digital. Misalnya, penggabungan
indikator data kontekstual akan memberdayakan pemerintah
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
tentang permasalahan lokal dan secara efektif menilai
kekhawatiran masyarakat (Group, 2023).

Selain itu, dengan menggunakan crowdsourcing dan
analisis, pemerintah mempunyai peluang untuk memperoleh
sejumlah besar masukan mengenai hal-hal yang memerlukan
intervensi mereka. Di Uganda, para pemimpin memiliki
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kemampuan untuk segera mengatasi kekhawatiran yang muncul
atau masalah mendesak dengan memanfaatkan data yang
dikumpulkan melalui analisis teks dan teknik pembelajaran
mesin [BM. Kemitraan antara UNICEF dan IBM telah
menghasilkan pengembangan alat keterlibatan sosial yang
memfasilitasi komunikasi antara generasi muda Uganda dan
pemerintah serta pemimpin masyarakat, sehingga
memungkinkan mereka untuk mengatasi permasalahan yang
berdampak pada kehidupan mereka (Sandoval-Almazandkk.,
2017).

Data yang ada di mana-mana dapat memungkinkan
pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif
untuk inisiatif pembangunan dan keberlanjutan, sehingga
meningkatkan standar hidup, mengoptimalkan penyediaan
layanan, dan menghadapi hambatan pembangunan yang
signifikan seperti pencegahan penyakit dan mitigasi perubahan
iklim melalui pemanfaatan solusi berbasis teknologi, serta
negara-negara bertransisi menuju ekonomi  berbasis
pengetahuan yang saling terhubung secara global. Namun,
dalam konteks kerangka pemerintahan digital, penting untuk
menyadari bahwa data mempunyai posisi yang penting. Namun
demikian, penting untuk menyadari bahwa data kontemporer
mungkin memiliki keterbatasan yang melekat, menjadikannya
tidak dapat dipercaya dan rentan terhadap kesenjangan.

Menurut studi Revolusi Data PBB, banyak negara terus
menunjukkan kualitas data yang tidak memadai, data yang
diterima terlambat, dan sejumlah besar tantangan masih belum
ditangani secara memadai oleh infrastruktur data yang ada. Agar
dapat mengatasi tantangan ini secara efektif dan memperoleh
pemahaman komprehensif mengenai isu-isu yang ada, penting
bagi pemerintah untuk meningkatkan pervasiveness dan
granularitas data. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan
pendekatan terkoordinasi di berbagai sektor, yang mencakup
pengumpulan data lebih sering, publikasi data yang
dikumpulkan, peningkatan pemanfaatan data publik terbuka,
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dan penyediaan layanan melalui antarmuka pemrograman
aplikasi terbuka (API).

Penerapan infrastruktur pemerintahan digital kolektif
berpotensi memfasilitasi inovasi baik di tingkat regional
maupun lintas regional. Penerapan layanan digital lebih dari
sekadar pengurangan dokumen yang berlebihan dan
peningkatan efektivitas administrasi. Hal ini karena penerapan
identitas elektronik yang aman dan terstandarisasi, yang
digunakan oleh individu untuk mengakses layanan publik dan
oleh dunia usaha untuk mengelola proposal, kontrak, dan tender
secara elektronik, menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi
ekspansi ekonomi inklusif dan pengembangan ekosistem bisnis
kolaboratif (Group, 2023).

Keberhasilan penerapan transisi ini mengharuskan
pemerintah untuk mematuhi protokol standar, memberlakukan
undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data dan
privasi, serta menetapkan langkah-langkah keamanan siber yang
kuat sebagai respons terhadap proses digitalisasi yang semakin
berkembang. Untuk memastikan keberlangsungan fungsi
ekonomi digital dan relevansi lembaga-lembaga pemerintah,
pemerintah harus menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan literasi data, membina kemitraan baik di dalam
negeri maupun internasional, dan beradaptasi dengan
restrukturisasi pasar tenaga kerja yang didorong oleh kemajuan
teknologi.

Munculnya revolusi digital telah menyediakan sumber daya
yang tak tertandingi untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan produktivitas, memungkinkan terciptanya
kekayaan bahkan di lingkungan dengan sumber daya terbatas,
dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup semua individu.
Kemajuan signifikan di berbagai bidang, seperti layanan
kesehatan, transportasi, energi, dan keselamatan, dapat dicapai
melalui pemanfaatan model bottom-up yang lugas dan tangguh.
Model-model ini memanfaatkan data dan infrastruktur digital
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untuk mendorong inklusivitas dan secara efektif mengentaskan
kemiskinan parah (Group, 2023).

6.6 Wawasan yang Diperoleh dari Tata Kelola
Internet yang Akan Membentuk Tata Kelola
Digital
Setelah mempertimbangkan pentingnya membangun

kerangka kerja tata kelola internet hampir tiga dekade yang lalu,

terdapat kesamaan yang terlihat jelas. Pada saat itu, dan juga
saat ini, lanskap geopolitik diwarnai dengan perubahan dan
ketidakpastian yang terus-menerus. Baik dalam periode historis
maupun kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk
memasukkan teknologi baru ke dalam kerangka tata kelola yang
menyeluruh. Integrasi ini bertujuan untuk menyelaraskan
teknologi ini dengan pertimbangan masyarakat yang lebih luas,
atau sebagai alternatif, memfasilitasi pertumbuhannya yang
sistematis dan berkelanjutan (Komaitis, 2023).

Saat ini, terjadi kemajuan pesat dalam perkembangan
teknologi. Berbagai negara saat ini terlibat dalam upaya
kompetitif untuk menyelaraskan kerangka peraturan mereka,
yang mengakibatkan munculnya beragam metode. Oleh karena
itu, terdapat peningkatan tuntutan akan terciptanya koherensi
dan konsistensi dalam langkah-langkah regulasi ini. Internet
telah menjadi infrastruktur penting, menyediakan koneksi yang
andal dan konsisten. Namun, teknologi baru seperti kecerdasan
buatan dan regulasi platform belum sepenuhnya dipahami dan
memerlukan pendekatan baru untuk memahami dan mengatasi
implikasinya. Kehadiran dan pentingnya tata kelola digital sudah
jelas  terlihat, namun kerangka komprehensif untuk
implementasinya masih kurang.

Dalam bidang tata kelola digital, terdapat kekhawatiran
baru yang memunculkan pertanyaan filosofis mendalam
mengenai penempatan hak dan kepentingan pengguna, yang
saat ini masih menjadi perdebatan. Keterlibatan pemerintah
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dalam membentuk kepentingan publik selalu signifikan. Oleh
karena itu, tidak mengherankan jika mereka memanfaatkan
mekanisme PBB yang sudah ada dan berbasis negara untuk
mengatasi permasalahan ini dengan lebih efektif. Namun hal ini
tidak berarti bahwa masukan dari pemangku kepentingan
lainnya harus diabaikan. Namun demikian, pada akhirnya,
negara adalah lembaga berwenang yang bertanggung jawab
untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan
kepentingan publik. Kehadiran faktor ini berkontribusi pada
sifat regulasi dalam mengatasi permasalahan ini, yang
menunjukkan perlunya negara-bangsa memainkan peran
penting (Komaitis, 2023).

Meskipun tata kelola digital dan tata kelola internet
merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, keduanya pada
dasarnya saling berhubungan. Banyak teknologi baru yang
penting bagi diskusi yang sedang berlangsung seputar tata
kelola digital sangat bergantung pada internet untuk keberadaan
dan potensi keberhasilannya. Oleh karena itu, kemajuan internet
harus dipengaruhi oleh perkembangan dan kebutuhan
penggunanya. Internet dan tata kelola digital merupakan entitas
independen, meskipun keduanya tidak terpisah satu sama lain.
Mereka mempunyai dampak yang signifikan satu sama lain dan
saling berpengaruh. Oleh karena itu, pertemuan tinjauan KTT
Dunia tentang Masyarakat Informasi (WSIS+20) yang akan
diadakan pada tahun 2025 dan pertemuan puncak di masa
depan menghadirkan peluang yang tidak ada bandingannya.
Pertanyaan utamanya adalah potensi pemanfaatan momen
khusus ini untuk (Komaitis, 2023):

» Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerangka tata kelola
internet dengan mendorong inklusivitas dan efektivitas,
sekaligus membangun koneksi dan asosiasi lebih lanjut
dengan inisiatif tata kelola digital yang sedang berkembang.

» Memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari tata kelola
internet selama lebih dari tiga dekade, khususnya manfaat
yang ditawarkan oleh forum dan organisasi multi-pemangku
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kepentingan yang terstruktur secara efektif, untuk
memberikan masukan bagi pembentukan mekanisme tata
kelola digital.

Penyelidikan ini bertujuan untuk membangun pemahaman
kolektif tentang peran dan kewajiban berbeda yang dimiliki
oleh kerangka tata kelola internet saat ini dan sistem tata
kelola digital yang sedang berkembang.

Administrasi internet diperlukan. Selain itu, teknologi

digital yang lebih luas juga menunjukkan karakteristik ini. Mari

kita

berusaha mencapai tujuan ini dengan memastikan fokus

yang cukup pada perluasan dan kemajuan internet, sekaligus
menetapkan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan
bahwa teknologi digital yang muncul juga memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat umum (Komaitis, 2023).
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BAB 7
PENYELENGGARA E-GOV

Oleh Angga Aditya Permana

7.1 Pendahuluan
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Gambar 7.1 E Government
Sumber : https://www.panda.id/

Penyelenggara e-gov atau E-Government (pemerintahan
elektronik) merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan layanan publik oleh
pemerintah kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan
aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat
dalam proses pemerintahan. (Perri 2004; Masyhur 2017)
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Pertama-tama, penyelenggara e-gov menggunakan teknologi
untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada layanan
pemerintah. Melalui platform digital seperti situs web resmi, aplikasi
seluler, atau portal khusus, warga dapat mengakses informasi dan
layanan pemerintah dari mana saja dan kapan saja tanpa harus
datang ke kantor pemerintahan.

Kedua, penyelenggara e-gov bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan adopsi
teknologi, proses administrasi dapat disederhanakan, waktu yang
dibutuhkan untuk mengakses layanan dapat dipangkas, dan
birokrasi yang berlebihan dapat diminimalkan, sehingga
menghasilkan penghematan biaya dan waktu bagi pemerintah dan
masyarakat.

Ketiga, e-gov juga mempromosikan transparansi dalam
pemerintahan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap
informasi publik. Melalui portal atau platform e-gov, warga dapat
memperoleh informasi tentang kebijakan, anggaran, program, dan
keputusan pemerintah yang lebih mudah dan cepat, memungkinkan
partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, penyelenggara e-gov juga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan
menyediakan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan
warga, misalnya melalui formulir umpan balik atau forum diskusi
online, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam
memberikan masukan atau saran terhadap kebijakan atau program
pemerintah.

Kelima, keberlanjutan dan pemeliharaan sistem e-gov adalah
aspek penting dalam penyelenggaraan e-gov. Pemerintah perlu
melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan penyesuaian terus-
menerus terhadap infrastruktur teknologi agar tetap relevan, aman,
dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan teknologi
yang terus berubah.

Keenam, perlu juga memperhatikan aspek keamanan dalam
penyelenggaraan e-gov. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan
harus dilengkapi dengan perlindungan data yang kuat untuk
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mencegah kebocoran informasi sensitif dan serangan siber yang
dapat mengganggu sistem.

Terakhir, pentingnya edukasi dan aksesibilitas teknologi bagi
masyarakat dalam mengadopsi e-gov. Pemerintah perlu
memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai agar warga
masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memanfaatkan
layanan e-gov secara efektif.

Penyelenggara e-gov merupakan wupaya transformasi
pemerintahan menuju penggunaan teknologi untuk memberikan
layanan yang lebih baik, efisien, transparan, dan inklusif kepada
masyarakat. Dengan pendekatan yang baik, e-gov dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta
memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh komunitas.

7.2 Tujuan Penyelenggara E-Gov
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Gambar 7.2 Tu;uan E-Gov
Sumber : https://www.zevenet.com/

Tujuan penyelenggaraan E-Government (e-gov) meliputi
berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi,
aksesibilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas
pemerintahan. (Perri 2004; Estevez dan Janowski 2013)Berikut
adalah beberapa tujuan utama dari penyelenggaraan e-gov:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik: Salah satu tujuan
utama e-gov adalah memberikan akses yang lebih mudah dan
cepat terhadap layanan publik. Dengan platform digital, seperti
situs web atau aplikasi seluler, masyarakat dapat mengakses
informasi dan layanan pemerintah dari mana saja dan kapan
saja.
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Meningkatkan Efisiensi Administrasi: E-gov bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik
dengan menyederhanakan proses administrasi. Adopsi
teknologi membantu dalam pengurangan birokrasi,
menghemat waktu, dan mengurangi biaya operasional
pemerintah.

Meningkatkan Transparansi Pemerintahan: Salah satu tujuan
kunci dari e-gov adalah meningkatkan transparansi dalam
pemerintahan dengan memberikan akses luas terhadap
informasi publik. Platform e-gov memungkinkan publik untuk
memperoleh informasi tentang kebijakan, anggaran, program,
dan keputusan pemerintah.

Mendorong Partisipasi Masyarakat: Penyelenggaraan e-gov
juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Melalui saluran
komunikasi dua arah yang disediakan oleh e-gov, seperti
formulir umpan balik atau forum diskusi online, masyarakat
dapat memberikan masukan atau saran terhadap kebijakan
atau program pemerintah.

Peningkatan Keamanan Data: Tujuan penting lainnya dari e-gov
adalah memastikan keamanan data. Penggunaan teknologi
dalam penyelenggaraan layanan publik harus disertai dengan
langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi
informasi sensitif dari kebocoran atau serangan siber.
Pengembangan Sistem yang Berkelanjutan: E-gov juga
bertujuan untuk membangun sistem yang berkelanjutan
dengan melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan
penyesuaian terus-menerus terhadap infrastruktur teknologi
untuk menjaga relevansi dan responsivitas terhadap
perkembangan teknologi.

Edukasi dan Dukungan Teknologi: Pentingnya memberikan
edukasi dan dukungan teknologi kepada masyarakat agar
mereka dapat memanfaatkan layanan e-gov dengan baik.
Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan dukungan yang
memadai agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat
menggunakan layanan e-gov secara efektif.
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11.

12.

13.

Peningkatan Keterlibatan dan Keterhubungan Antarinstansi: E-
gov bertujuan untuk meningkatkan Kketerlibatan dan
keterhubungan antara berbagai instansi pemerintah. Dengan
penggunaan teknologi, berbagai departemen atau unit
pemerintah dapat lebih mudah berkolaborasi, berbagi
informasi, dan bekerja sama dalam menyelenggarakan layanan
yang lebih terintegrasi.
Inklusivitas dan Aksesibilitas Universal: Salah satu fokus
penting dari e-gov adalah memastikan inklusivitas dalam
pelayanan publik. Hal ini mencakup memastikan bahwa
layanan-layanan tersebut dapat diakses oleh semua orang,
termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau memiliki
akses terbatas terhadap teknologi. Pendekatan desain yang
inklusif memastikan tidak ada yang tertinggal dari manfaat e-
gov.
Pengurangan Kesenjangan Digital: E-gov bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan digital antara masyarakat yang
memiliki akses teknologi dan yang tidak. Melalui program-
program edukasi, subsidi akses teknologi, atau penyediaan
layanan yang mudah diakses, e-gov berupaya untuk
memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dinikmati secara
merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mendorong Inovasi dalam Layanan Publik: Salah satu tujuan
lain dari e-gov adalah untuk mendorong inovasi dalam
penyelenggaraan layanan publik. Dengan terus
mengembangkan dan memperbaiki sistem e-gov, pemerintah
dapat menghadirkan solusi-solusi baru dan lebih efektif dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peningkatan Responsivitas Terhadap Kebutuhan Masyarakat:
E-gov bertujuan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan memanfaatkan data dan umpan balik dari
pengguna, pemerintah dapat menyesuaikan dan meningkatkan
layanan-layanan yang disediakan untuk lebih memenuhi
kebutuhan aktual masyarakat.
Penguatan Demokrasi Elektronik: E-gov juga berkontribusi
pada penguatan demokrasi elektronik, memungkinkan
partisipasi yang lebih luas dari warga dalam proses
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pengambilan keputusan. Melalui platform e-gov, masyarakat
dapat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan
terlibat secara langsung dalam proses-proses demokratis.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penyelenggaraan e-gov
diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih
terbuka, inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat secara keseluruhan.

7.3 Tantangan Penyelengara E-Gov
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Gambar 7.3 Penyelengara E-Gov
Sumber : https://www.jmc.co.id/

Penyelenggaraan E-Government (e-gov) tidaklah terlepas dari
beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya
berhasil dan efektif. Beberapa tantangan kunci meliputi: (Perri 2004;
Estevez dan Janowski 2013)

1. Kesenjangan Digital: Salah satu tantangan utama adalah
kesenjangan digital, di mana ada perbedaan akses,
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keterampilan, dan pemahaman teknologi antara individuy,
kelompok, atau wilayah. Masyarakat yang kurang memiliki
akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi
mungkin kesulitan mengakses atau memanfaatkan layanan e-
gov.
Keamanan dan Privasi Data: Masalah keamanan dan privasi
data merupakan tantangan serius dalam penyelenggaraan e-
gov. Pengelolaan data yang tidak aman dapat mengakibatkan
risiko kebocoran informasi pribadi atau penyalahgunaan data
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pembaruan Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata:
Tantangan terkait infrastruktur teknologi yang tidak merata di
berbagai wilayah atau negara. Sebagian daerah mungkin
memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur yang diperlukan
untuk mendukung layanan e-gov yang efektif.
Tingkat Penerimaan dan Kesiapan Masyarakat: Implementasi
e-gov sering kali bergantung pada penerimaan dan kesiapan
masyarakat untuk menggunakan layanan yang ditawarkan.
Masyarakat mungkin memiliki keraguan terhadap keamanan,
kemudahan penggunaan, atau nilai tambah yang diberikan oleh
layanan e-gov.
Biaya Implementasi dan Pemeliharaan: Pengeluaran awal
untuk mengembangkan sistem e-gov dan biaya pemeliharaan
serta peningkatan sistem di masa depan dapat menjadi
tantangan bagi banyak pemerintah, terutama bagi negara atau
wilayah dengan anggaran terbatas.
Keterlibatan dan Kolaborasi Antarinstansi: Kerja sama dan
kolaborasi antarinstansi dalam menyediakan layanan e-gov
sering kali menjadi tantangan, terutama karena adanya silo
informasi dan kebijakan yang sulit diintegrasikan.
Perubahan Budaya dan Sistem Birokrasi: Tantangan dalam
mengubah budaya dan sistem birokrasi yang sudah mapan
menjadi lebih responsif, terbuka, dan cepat dalam mengadopsi
teknologi baru dan proses kerja yang lebih efisien.
Peraturan dan Kebijakan yang Tidak Sinkron: Peraturan yang
tidak sinkron atau kurangnya kerangka regulasi yang jelas
untuk e-gov dapat menjadi hambatan dalam implementasinya.
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Ketergantungan pada Teknologi Tertentu: Adopsi teknologi
tertentu dalam e-gov dapat menyebabkan ketergantungan
pada platform atau infrastruktur tertentu. Hal ini dapat
menghambat fleksibilitas dan menghadirkan risiko jika
teknologi yang digunakan menjadi usang atau tidak lagi
mendukung kebutuhan yang berkembang.

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Terlatih: Kurangnya
sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan,
pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dapat menjadi
hambatan dalam efektivitas implementasi e-gov. Pelatihan yang
memadai bagi staf pemerintah dan spesialis teknologi menjadi
krusial untuk kesuksesan jangka panjang.

Tantangan Hukum dan Etika dalam Penggunaan Data:
Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dalam e-
gov menghadapi tantangan hukum dan etika yang kompleks,
terutama terkait dengan privasi, pengawasan, dan penanganan
data sensitif.

Resistensi terhadap Perubahan: Tantangan psikologis dan
budaya seperti resistensi terhadap perubahan juga dapat
menjadi penghambat dalam mengadopsi e-gov. Beberapa
individu atau kelompok mungkin enggan meninggalkan cara
kerja yang sudah familiar atau merasa takut akan kehilangan
kontrol.

Kesesuaian dengan  Kebutuhan  Spesifik = Pengguna:
Menyesuaikan layanan e-gov dengan kebutuhan spesifik
berbagai kelompok pengguna (seperti kelompok lanjut usia,
difabel, atau komunitas tertentu) memerlukan desain yang
inklusif agar layanan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan
dengan baik oleh semua orang.

Risiko Keamanan Siber yang Terus Berkembang: Ancaman
siber yang terus berkembang menjadi tantangan utama dalam
memastikan keamanan sistem e-gov. Perlu adanya upaya yang
berkelanjutan untuk memperkuat sistem keamanan, mencegah
serangan siber, dan menghadapi ancaman yang mungkin
timbul di masa depan.



15. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi: Tantangan dalam mengukur
kinerja e-gov dan mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi,
efektivitas, dan kepuasan pengguna memerlukan sistem
evaluasi yang baik agar dapat terus ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

16. Aksesibilitas terhadap Internet dan Infrastruktur Digital:
Ketersediaan akses internet yang merata dan infrastruktur
digital yang memadai di seluruh wilayah menjadi kunci dalam
menjaga inklusivitas e-gov.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen
yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta,
akademisi, dan masyarakat umum. Dengan pendekatan yang holistik
dan terpadu, e-gov dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan
memberikan manfaat yang signifikan bagi pelayanan publik dan
masyarakat secara keseluruhan.

7.4 Keuntungan Penyelenggara E-Gov
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Gambar 7.4 Keuntungan E-Gov
Sumber : https://www.digitalmaturity.id/
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Penyelenggaraan E-Government (e-gov) memberikan berbagai
keuntungan bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak
terkait. Berikut adalah beberapa keuntungan wutama dari
implementasi e-gov: (Estevez dan Janowski 2013)

1. Aksesibilitas dan Kemudahan Akses Layanan: E-gov
memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap
layanan publik. Masyarakat dapat mengakses informasi dan
melakukan transaksi dengan pemerintah dari mana saja dan
kapan saja, tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

2. Efisiensi dan Penghematan Biaya: Implementasi e-gov dapat
mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi.
Hal ini mengarah pada efisiensi operasional dan penghematan
biaya baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Penggunaan
sistem digital mengurangi ketergantungan pada proses manual
yang memakan waktu dan biaya.

3.  Peningkatan Transparansi Pemerintahan: E-gov
memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi
publik. Masyarakat dapat mengakses data, kebijakan, anggaran,
dan keputusan pemerintah dengan lebih mudah, meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

4. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Dengan saluran
komunikasi dua arah yang disediakan oleh e-gov, masyarakat
dapat lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan,
menyampaikan aspirasi, atau mengajukan saran terkait
kebijakan atau layanan pemerintah.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: E-gov memungkinkan
pemerintah menyediakan layanan yang lebih responsif dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini dapat meningkatkan
kualitas layanan publik secara keseluruhan.

6. Keterbukaan Data untuk Inovasi: Data yang tersedia dalam
sistem e-gov dapat dimanfaatkan untuk inovasi lebih lanjut.
Penggunaan data dapat membantu dalam analisis kebutuhan
masyarakat, pengembangan kebijakan yang lebih baik, dan
perencanaan strategis.
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Kesetaraan dan Inklusivitas: E-gov membantu dalam
mengurangi kesenjangan digital dengan memberikan akses
yang merata terhadap layanan publik. Ini dapat meningkatkan
kesetaraan akses terhadap informasi dan layanan bagi berbagai
lapisan masyarakat.

Fleksibilitas dan Kemudahan Pengelolaan Informasi:
Penggunaan platform digital memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan informasi dan data pemerintah. Hal ini
memudahkan penyimpanan, analisis, dan penggunaan data
untuk tujuan-tujuan administratif dan kebijakan.

Peningkatan Efektivitas Pengambilan Keputusan: E-gov
menyediakan data yang lebih akurat dan terukur, membantu
pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat
dan berbasis bukti.

Peningkatan Citra dan Kepuasan Masyarakat: Implementasi e-
gov yang sukses dapat meningkatkan citra pemerintah dalam
hal pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Peningkatan Efisiensi Administrasi: E-gov membantu dalam
mempercepat proses administrasi pemerintah. Penggunaan
sistem digital untuk manajemen data, formulir online, dan
proses otomatisasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang
dibutuhkan untuk proses administratif.

Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik: Sistem e-gov
memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja
pemerintah dan layanan publik yang disediakan. Ini
memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap capaian
serta efektivitas dari program-program yang dijalankan.
Peningkatan Daya Saing Wilayah atau Negara: Negara atau
wilayah yang menerapkan e-gov dengan baik cenderung
menjadi lebih menarik bagi investasi dan pengembangan
ekonomi karena kemudahan dalam berbisnis, lingkungan yang
transparan, dan layanan publik yang efisien.

Kemudahan Akses bagi Bisnis dan Pengusaha: Layanan e-gov
juga memberikan kemudahan bagi sektor bisnis. Dengan
adanya akses yang mudah ke informasi dan layanan publik,
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bisnis dapat memperoleh lisensi, melakukan transaksi, atau
mengakses informasi penting dengan lebih efisien.
Pengurangan Dampak Lingkungan: Penyelenggaraan e-gov
dengan efektif dapat mengurangi dampak lingkungan karena
penggunaan teknologi digital mengurangi kebutuhan akan
kertas, proses manual yang berbasis kertas, serta mobilitas fisik
untuk mengakses layanan.

Mendorong Inovasi dan Pengembangan Teknologi Baru: E-gov
menjadi platform bagi inovasi teknologi. Melalui penggunaan
teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (Al) atau analisis
data, e-gov dapat menjadi katalisator bagi pengembangan
teknologi baru yang dapat digunakan dalam berbagai bidang.
Pembangunan Masyarakat Berbasis Teknologi: Dengan
mengadopsi e-gov, masyarakat menjadi terbiasa dengan
teknologi. Hal ini dapat meningkatkan literasi digital dan
kemampuan teknologi masyarakat secara keseluruhan.
Peningkatan Responsif Terhadap Bencana atau Krisis: Sistem
e-gov dapat membantu pemerintah dalam memberikan
respons yang cepat dan terkoordinasi dalam mengatasi
bencana atau krisis, termasuk penyediaan informasi terkait
ketersediaan layanan darurat.

Penerapan E-Government yang berhasil membawa manfaat

besar dalam transformasi pemerintahan, memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat, dan memperkuat daya saing
sebuah wilayah atau negara di era digital saat ini.
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7.5 Kerugian Penyelenggara E-Gov

Gambar 7.5 Kerugian E-Gov
Sumber : https://www.pngwing.com/

Meskipun memiliki banyak keuntungan, implementasi E-

Government (e-gov) juga dapat dihadapkan pada beberapa kerugian
dan tantangan. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin
terjadi dalam penyelenggaraan e-gov: (Estevez dan Janowski 2013)

1.

Kesenjangan Digital yang Diperdalam: Meskipun e-gov
bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, ada risiko
bahwa kesenjangan digital akan semakin diperdalam.
Masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam
penggunaan teknologi mungkin terpinggirkan dan kesulitan
mengakses layanan yang ditawarkan secara online.

Masalah Keamanan dan Privasi Data: Salah satu risiko utama
adalah keamanan data yang rentan terhadap serangan siber.
Penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi dapat terjadi dan
dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-gov.
Ketergantungan pada Teknologi: Ketergantungan pada sistem
teknologi dapat menjadi kerentanan ketika terjadi gangguan
atau kegagalan sistem. Ketika layanan-layanan krusial berbasis
teknologi mengalami masalah, itu bisa berdampak besar
terhadap layanan publik.
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Kurangnya Akses untuk Kelompok Rentan: Meskipun
tujuannya adalah inklusivitas, implementasi e-gov dapat
mengabaikan kelompok-kelompok rentan seperti lansia,
difabel, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini
dapat meningkatkan kesenjangan aksesibilitas terhadap
layanan publik.

Biaya Implementasi dan Pemeliharaan: Implementasi awal dan
pemeliharaan sistem e-gov membutuhkan investasi besar.
Biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan sistem
juga dapat menjadi beban berkelanjutan bagi pemerintah.
Kesulitan dalam Mengubah Budaya Birokrasi: E-gov seringkali
memerlukan perubahan budaya dan sistem birokrasi yang
sudah ada. Tantangan dalam mengubah kebiasaan atau proses
kerja yang sudah mapan dalam pemerintahan bisa menjadi
hambatan.

Resistensi terhadap Penggunaan Teknologi: Beberapa segmen
masyarakat atau bahkan staf pemerintah mungkin merasa
enggan atau tidak nyaman dalam mengadopsi teknologi baru.
Resistensi terhadap perubahan atau penggunaan teknologi bisa
menghambat adopsi e-gov.

Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Tepat: Kekurangan
regulasi dan kebijakan yang tepat terkait penggunaan teknologi
dalam pemerintahan dapat menyebabkan kebingungan atau
keraguan dalam implementasi e-gov.

Kerentanan Terhadap Serangan Siber: Ancaman serangan siber
semakin meningkat dan dapat mengakibatkan gangguan serius
terhadap layanan-layanan pemerintah yang berbasis online.
Kesalahan atau Kegagalan Sistem: Terdapat risiko kesalahan
teknis atau kegagalan sistem yang dapat mengganggu layanan
yang diberikan, sehingga mempengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap e-gov.

Tingkat Ketidakmerataan dan Keberagaman Akses Internet:
Ketidakmerataan akses internet dan infrastruktur digital yang
tidak merata di berbagai wilayah atau negara bisa menjadi
hambatan dalam keberhasilan e-gov. Wilayah-wilayah



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pedesaan atau terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan akses yang memadai.

Kompleksitas Proses Migrasi ke E-Gov: Migrasi dari sistem
konvensional ke sistem e-gov bisa menjadi proses yang
kompleks dan memakan waktu. Integritas data yang sudah ada,
kebutuhan akan pelatihan staf, dan penyesuaian sistem yang
ada merupakan tantangan yang harus diatasi.

Ketergantungan terhadap Pihak Ketiga: Dalam beberapa kasus,
pemerintah mengandalkan perusahaan swasta untuk
menyediakan layanan teknologi atau infrastruktur, sehingga
memunculkan ketergantungan yang berisiko terhadap pihak
ketiga.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan yang Lambat: Adopsi
kebijakan dan regulasi baru yang diperlukan untuk mendukung
e-gov bisa terhambat oleh proses birokrasi yang lambat atau
kelemahan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang
cepat.

Tantangan dalam Pengelolaan Data Besar (Big Data):
Penerapan e-gov seringkali berdampak pada peningkatan
volume data yang harus dikelola. Pengelolaan dan analisis data
yang efektif memerlukan keahlian khusus serta infrastruktur
yang sesuai.

Potensi Terjadinya Kesenjangan Generasi: Perbedaan
penerimaan teknologi antara generasi yang lebih tua dan yang
lebih muda bisa menyebabkan kesenjangan penggunaan
layanan e-gov. Generasi yang lebih tua mungkin kurang
terbiasa atau tidak nyaman menggunakan teknologi digital.
Tantangan dalam Penggunaan Bahasa dan Budaya yang
Berbeda: Implementasi e-gov dalam lingkungan multibahasa
dan multibudaya memerlukan penyesuaian yang cermat dalam
penyediaan layanan dan informasi yang dapat diakses oleh
berbagai kelompok masyarakat.

Isu Keselamatan Jangka Panjang Data: Data yang terus
disimpan dalam sistem e-gov memunculkan pertanyaan
tentang keamanan jangka panjang data dan bagaimana
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menjaga integritas data tersebut dalam jangka waktu yang
panjang.

Pemahaman atas potensi kerugian dan tantangan ini menjadi
penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan E-
Government. Dengan pendekatan yang hati-hati, pemecahan masalah
yang tepat, serta mitigasi risiko yang efektif, banyak dari kerugian ini
dapat diatasi atau diminimalkan.

7.6 Implementasi E-Gov di Indonesia
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Gambar 7.6 Implementasi E-Gov di Indonesia
Sumber : https://www.setabasri.com/
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Di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif

dan program E-Government (e-gov) untuk meningkatkan layanan
publik dan meningkatkan efisiensi administrasi. Berikut adalah
beberapa contoh implementasi E-Government di Indonesia:
(Masyhur 2017)

1.

Layanan Sistem Administrasi Kependudukan (e-KTP): Salah
satu implementasi e-gov yang sukses adalah penggunaan e-KTP
(Kartu Tanda Penduduk elektronik). Sistem ini memanfaatkan
teknologi untuk mengelola data penduduk secara terpusat,
memungkinkan pencatatan dan pengeluaran KTP elektronik
secara lebih efisien dan akurat.
Pembayaran Pajak Online (e-Tax): Pemerintah Indonesia
mengembangkan sistem e-Tax yang memungkinkan warga
negara untuk melakukan pembayaran pajak secara online.
Melalui platform ini, warga dapat membayar pajak dengan
lebih mudah, mengurangi proses manual, dan meningkatkan
keterbukaan dalam administrasi pajak.
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): SIPP merupakan
platform yang memungkinkan akses terpadu terhadap
informasi dan layanan publik. Melalui SIPP, warga dapat
mengakses berbagai informasi tentang program pemerintah,
syarat-syarat layanan publik, dan memperoleh berbagai
layanan secara online.
SIM Keliling Online: Pelayanan perpanjangan Surat Izin
Mengemudi (SIM) secara online telah diperkenalkan di
beberapa wilayah di Indonesia. Ini memungkinkan warga
untuk melakukan perpanjangan SIM mereka secara online
tanpa harus datang ke kantor polisi.
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD):
SIPPD adalah sistem yang memungkinkan perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah secara
online. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam
mengelola informasi terkait proyek pembangunan secara lebih
efisien.
Layanan Kesehatan Online: Beberapa rumah sakit dan klinik di
Indonesia telah mengimplementasikan layanan kesehatan
online. Ini memungkinkan pasien untuk membuat janji temu
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online, mengakses rekam medis mereka, dan bahkan
melakukan konsultasi dengan dokter secara daring.

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPB]): Pemerintah
telah mengembangkan platform SIPB] yang memungkinkan
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan
secara elektronik. Ini bertujuan untuk meningkatkan
transparansi, mengurangi korupsi, dan mempercepat proses
pengadaan.

Layanan Perizinan Online (Online Single Submission - 0SS): OSS
adalah platform yang memungkinkan pengusaha untuk
mengurus perizinan usaha secara online. Melalui OSS,
pengusaha dapat mengajukan dan memperoleh izin usaha
secara lebih cepat dan efisien.

Layanan Surat Elektronik (e-Mail) Pemerintah: Banyak instansi
pemerintah di Indonesia mulai mengadopsi surat elektronik
sebagai alat komunikasi resmi. Penggunaan e-mail pemerintah
membantu dalam mempercepat komunikasi internal maupun
eksternal, mengurangi penggunaan kertas, serta memfasilitasi
proses administrasi yang lebih efisien.

Pengaduan dan Layanan Aspirasi Online: Pemerintah telah
menyediakan platform untuk pengaduan dan layanan aspirasi
masyarakat secara online. Ini memungkinkan masyarakat
untuk melaporkan masalah atau memberikan masukan kepada
pemerintah secara langsung melalui platform yang disediakan.
Sistem Informasi Keuangan Negara (Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara-SPAN): SPAN merupakan sistem
pengelolaan keuangan negara yang mencakup perencanaan,
penganggaran, pembayaran, dan pelaporan secara online.
Sistem ini membantu dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan pemerintah.

Pelayanan Administrasi Sipil (ASN) Online: Beberapa layanan
administrasi untuk pegawai negeri sipil (ASN) telah
diintegrasikan ke dalam platform online. Ini termasuk
pengelolaan absensi, pengajuan cuti, dan layanan administrasi
lainnya  untuk  meningkatkan  efisiensi manajemen
kepegawaian.
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Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Wilayah:
Penggunaan SIG telah diterapkan untuk pemetaan wilayah
secara digital. SIG membantu dalam pemetaan yang lebih
akurat, pengelolaan sumber daya alam, dan perencanaan
pembangunan di berbagai wilayah.

Layanan Pemerintah Digital untuk Edukasi (Pendidikan):
Pemerintah juga menghadirkan layanan digital dalam sektor
pendidikan, termasuk platform pembelajaran online, distribusi
bahan ajar digital, dan sistem administrasi sekolah secara
online.

Penggunaan Media Sosial untuk Komunikasi Pemerintah:
Banyak instansi pemerintah menggunakan media sosial
sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi,
edukasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat.
Pengembangan E-Government di Indonesia masih terus

berlangsung, dan banyak inisiatif sedang diupayakan untuk
memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi serta
kualitas layanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat.

7.7 Perkembangan E-Gov di Indonesia

Indonesia’s Roadmap to e-Government
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Gambar 7.7 Perkembangan E-Gov di Indonesia
Sumber : https://opyaroffah.wordpress.com/
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Pada dekade terakhir, Indonesia telah mengalami
perkembangan yang signifikan dalam penerapan E-Government (e-
gov). Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan
aksesibilitas layanan publik dan meningkatkan efisiensi
administratif. Berikut adalah beberapa perkembangan utama e-gov
di Indonesia: (Masyhur 2017)

1. Peningkatan Aksesibilitas Layanan: Pemerintah telah berupaya
memperluas akses layanan publik secara daring. Inisiatif
seperti layanan perizinan online (0SS), pelayanan administrasi
kependudukan (e-KTP), dan sistem perpajakan elektronik (e-
Tax) adalah contoh pengembangan layanan-layanan publik
yang dapat diakses secara online.

2. Pengembangan  Infrastruktur  Digital: = Perkembangan
infrastruktur digital menjadi prioritas untuk mendukung
implementasi e-gov. Peningkatan akses internet di wilayah
pedesaan, pengembangan jaringan telekomunikasi, serta
peningkatan penetrasi teknologi informasi telah menjadi fokus
pemerintah.

3. Penggunaan Aplikasi dan Platform Digital: Pemerintah telah
menghadirkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk
memfasilitasi layanan publik, seperti Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SIPP), layanan kesehatan online, aplikasi
pendidikan, dan platform pengaduan masyarakat.

4. Pembangunan Sistem Terpadu: Upaya terus dilakukan untuk
mengintegrasikan berbagai sistem administrasi pemerintah
dalam satu platform terpadu. Hal ini memungkinkan
pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi antara
berbagai instansi pemerintah.

5.  Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan dan Transparansi:
Penggunaan teknologi juga telah ditingkatkan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Sistem Informasi Keuangan Negara (SPAN) adalah contoh
penggunaan teknologi untuk pengelolaan keuangan yang lebih
terbuka dan transparan.

156



10.

11.

12.

13.

Peningkatan Literasi Digital dan Inklusi: Upaya telah dilakukan
untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat,
termasuk pelatihan dan program-program edukasi. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat
dapat memanfaatkan layanan e-gov dengan baik.
Penggunaan Media Sosial dan Komunikasi Online: Instansi
pemerintah telah aktif menggunakan media sosial sebagai alat
komunikasi untuk menyampaikan informasi, mengedukasi,
serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.
E-Government sebagai Bagian dari Transformasi Digital
Nasional: E-gov merupakan salah satu komponen penting dari
strategi Transformasi Digital Indonesia (TDI) yang bertujuan
untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di semua
sektor, termasuk pemerintahan.
Fokus pada Inovasi Teknologi: Pemerintah terus berupaya
untuk mendorong inovasi teknologi dalam implementasi e-gov.
Pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/Al), Internet of Things (IoT), dan big data menjadi
fokus untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
Perkembangan Layanan Digital untuk Bisnis dan Usaha: Selain
layanan publik, e-gov juga mulai fokus pada layanan bagi
pelaku bisnis dan industri. Perkembangan platform seperti
Online Single Submission (0SS) dan sistem perizinan online
merupakan upaya untuk mempermudah proses bisnis di
Indonesia.
Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Pemerintah telah
aktif menggalang kerjasama dengan sektor swasta dalam
pengembangan e-gov. Kemitraan ini mendorong penyediaan
layanan-layanan yang lebih inovatif dan memperluas cakupan
e-gov di berbagai sektor.
Pengembangan Sistem Pembayaran Digital: Adopsi sistem
pembayaran digital semakin diperluas. Program-program
seperti pembayaran pajak, retribusi, atau layanan publik
lainnya semakin terintegrasi dengan sistem pembayaran
elektronik untuk memudahkan transaksi masyarakat.
E-Government sebagai Motor Transformasi Digital Masyarakat:
E-gov juga berperan sebagai motor untuk mendorong
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transformasi digital di kalangan masyarakat. Program-program
edukasi, pelatihan, dan akses informasi digital terus
dikembangkan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan
digital.

Penggunaan Teknologi untuk Penanganan Darurat dan
Bencana: Teknologi e-gov juga mulai digunakan dalam
penanganan darurat dan bencana. Platform digital membantu
dalam penyebaran informasi, koordinasi bantuan, dan tanggap
cepat dalam situasi darurat.

Pengembangan E-Government Berbasis Wilayah: Pemerintah
daerah di Indonesia juga mengambil langkah-langkah untuk
mengembangkan e-gov yang berfokus pada kebutuhan lokal.
Inisiatif-inisiatif ini membawa perubahan signifikan dalam
pelayanan publik di tingkat lokal.

Penggunaan Teknologi dalam Sektor Kesehatan dan
Kesejahteraan: E-gov juga memainkan peran penting dalam
pengembangan layanan kesehatan dan Kkesejahteraan
masyarakat. Aplikasi dan sistem online membantu dalam
pelaporan data kesehatan, distribusi obat, dan pemantauan
kesehatan masyarakat.

Pengembangan Sistem Voting Online (E-Voting): Ada upaya
untuk mengembangkan sistem voting online guna
memfasilitasi proses pemilihan umum yang lebih efisien dan
inklusif di masa depan.

Perkembangan E-Government di Indonesia terus mengalami

pertumbuhan dan perlu diikuti dengan upaya-upaya berkelanjutan
untuk meningkatkan Kketersediaan layanan, keamanan data,
aksesibilitas, dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
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7.8 Tugas Penyelenggara E-Gov di Indonesia

Gambar 7.8 Tugas Penyelenggara E-Gov di Indoenesia
Sumber : https://binus.ac.id/

Tugas penyelenggara E-Government (e-gov) di Indonesia

melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas layanan publik, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi
masyarakat. Beberapa tugas utama dari penyelenggara e-gov di
Indonesia termasuk: (Masyhur 2017)

1.

Mengembangkan dan Menerapkan Kebijakan E-Government:
Menyusun kebijakan, pedoman, dan regulasi terkait
implementasi dan pengembangan e-gov. Hal ini meliputi
penetapan standar, strategi, rencana, dan arah pengembangan
e-gov sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan
teknologi.

Membangun Infrastruktur dan Sistem E-Government:
Membangun infrastruktur teknologi informasi yang mampu
mendukung implementasi e-gov, seperti pengembangan
platform online, database terpusat, sistem keamanan yang kuat,
serta memastikan ketersediaan akses internet yang merata di
berbagai wilayah.

Menyediakan dan Meningkatkan Layanan Publik Online:
Menghadirkan layanan publik yang dapat diakses secara online,
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seperti perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran
pajak, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya yang
memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan
pemerintah melalui platform digital.

Mengelola dan Melindungi Data: Bertanggung jawab atas
pengelolaan dan perlindungan data pribadi dan sensitif
masyarakat yang disimpan dalam sistem e-gov. Menjaga
keamanan data dan memastikan privasi informasi menjadi
tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan e-gov.
Mendorong Literasi Digital dan Inklusivitas: Memberikan
edukasi, pelatihan, dan dukungan untuk meningkatkan literasi
digital di kalangan masyarakat. Upaya untuk memastikan
bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan
menggunakan layanan e-gov dengan baik dan tanpa kesulitan.
Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin
transparansi dalam proses pemerintahan dan keputusan
publik. Memastikan bahwa informasi terkait Kkebijakan,
anggaran, dan keputusan pemerintah dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.

Pengembangan Inovasi Teknologi: Mendorong penggunaan
teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (Al), big data, atau
teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi layanan dan
memperluas cakupan e-gov ke berbagai sektor pemerintahan.
Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Sistem E-Government:
Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja sistem e-
gov, termasuk pemantauan keamanan, efektivitas layanan,
serta mendengarkan umpan balik masyarakat untuk
memperbaiki layanan yang disediakan.

Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data:
Meningkatkan sistem keamanan siber dalam menjaga data
pribadi dan sensitif masyarakat dari ancaman siber yang
semakin kompleks. Perlindungan data menjadi hal yang krusial
dalam era digital ini, dan penyelenggara e-gov harus terus
memperbarui strategi keamanan untuk menghadapi ancaman
yang berkembang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pengembangan  Kolaborasi Antarlembaga Pemerintah:
Menggalang kerjasama antarlembaga pemerintah dalam upaya
untuk mengintegrasikan sistem e-gov dan menyediakan
layanan-layanan yang lebih terpadu. Kolaborasi ini membantu
dalam menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan
terintegrasi bagi masyarakat.

Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas: Meneruskan upaya
untuk memastikan bahwa layanan e-gov dapat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di
daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Upaya
seperti pelatihan keterampilan digital dan penyediaan akses
yang mudah menjadi bagian penting dari tugas ini.

Penggunaan E-Government untuk Pembangunan
Berkelanjutan: Mengintegrasikan konsep-konsep
pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan e-gov,
termasuk dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Memastikan ~ bahwa  penggunaan  teknologi  dalam
pemerintahan juga berkontribusi pada pembangunan yang
berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyediaan Layanan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan
Automasi: Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan
teknologi otomatisasi untuk meningkatkan layanan-layanan e-
gov. Penggunaan teknologi canggih ini dapat meningkatkan
efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan yang diberikan
kepada masyarakat.

Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi Baru: Terus
memperbarui sistem e-gov agar dapat mengakomodasi
perkembangan teknologi yang terus berubah. Kecepatan
perkembangan teknologi memerlukan adaptasi yang cepat dari
penyelenggara e-gov untuk memastikan sistem tetap relevan
dan efektif.

Evaluasi Dampak dan Kepuasan Pengguna: Melakukan evaluasi
secara berkala terhadap dampak implementasi e-gov dan
mendengarkan umpan balik dari pengguna layanan untuk
meningkatkan kualitas dan responsivitas sistem e-gov.
Tugas-tugas tersebut menjadi bagian integral dari

penyelenggaraan E-Government di Indonesia. Dengan fokus pada
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aspek-aspek ini, penyelenggara e-gov diharapkan dapat
menjalankan peran mereka secara lebih efektif dan menghasilkan
dampak yang positif bagi pelayanan publik dan masyarakat secara
keseluruhan.
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BAB 8
FRAMEWORK E-GOVERNANCE

Oleh Melissa Indah Fianty

8.1 Framework E-Government

Framework E-Government merujuk pada kerangka konseptual
yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola
sistem dan layanan pemerintah elektronik. Dalam teori terbarukan,
konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi,
dan inklusivitas. Pertama-tama, dalam merancang sebuah
Framework E-Government, perlu dipertimbangkan integrasi sistem
untuk menciptakan keterpaduan antara berbagai entitas
pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan, di mana
efisiensi operasional dapat ditingkatkan melalui integrasi yang lebih
baik (Banerjee et al,, 2015). Selanjutnya, aspek keamanan informasi
merupakan elemen utama dalam menjalankan pemerintahan
elektronik yang berkelanjutan. Framework E-Government harus
memasukkan strategi keamanan data yang solid, menerapkan
prinsip-prinsip  privasi, dan menjaga integritas informasi
pemerintah. Dalam konteks keberlanjutan, hal ini juga dapat
melibatkan adopsi teknologi hijau untuk mengurangi dampak
lingkungan. Framework E-Government juga harus memperkuat
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal
ini dapat dicapai melalui penerapan model partisipatif yang
mendukung transparansi dan inklusivitas. Masyarakat yang terlibat
aktif dalam proses pemerintahan elektronik tidak hanya
meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pembangunan
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yang berkelanjutan karena melibatkan berbagai pemangku
kepentingan.

Terakhir, tahapan implementasi Framework E-Government
menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan. Melibatkan persiapan
awal yang matang, desain dan pengembangan sistem yang cermat,
serta tahapan implementasi penuh dan evaluasi, merupakan
langkah-langkah yang mendukung perubahan berkelanjutan dan
adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat. Dengan memadukan prinsip-prinsip teori terbarukan
dengan konsep Framework E-Government, pemerintahan dapat
mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan inklusivitas dalam
penyelenggaraan layanan dan pengambilan keputusan. Ini
menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan
elektronik yang responsif dan berkelanjutan.

8.1.2 Pengantar ke Framework dalam E-Government

Framework dalam E-Government menjadi titik awal untuk
memahami landasan konseptual yang mendasari desain dan
pelaksanaan pemerintahan elektronik, mencakup konsep-
konsep kunci yang memberikan arah pada pengembangan
sistem E-Government. Pertama-tama, kita dapat merinci definisi
dan ruang lingkup E-Government. Teori ini membimbing kita
dalam memahami bahwa E-Government tidak hanya
melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam operasional
pemerintahan, tetapi juga mencakup unsur keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini
berakar dalam teori E-Governance yang menekankan peran
partisipatif dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, pendahuluan menggali evolusi E-Government
dari perspektif teori transformasi digital. Ini memberikan
pandangan tentang bagaimana pemerintahan telah
berkembang dari sistem konvensional ke sistem yang didukung
oleh teknologi informasi. Teori ini menggarishawahi dampak
perubahan ini pada efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas
pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat.
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Framework dalam E-Government juga melibatkan
komponen-komponen kunci, seperti infrastruktur teknologi
informasi dan keamanan informasi. Dalam konteks teori,
infrastruktur dianggap sebagai fondasi yang mendukung
operasional E-Government, sementara keamanan informasi
melibatkan penggunaan konsep keamanan siber untuk
melindungi integritas data dan layanan publik dari ancaman
yang ada. Teori ini memberikan pandangan holistik tentang
bagaimana teknologi dan keamanan bekerja bersama dalam
mendukung pemerintahan elektronik yang handal dan aman.

Terakhir, Framework dalam E-Government menyinggung
model partisipasi masyarakat yang mencerminkan teori
partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Pemerintahan
elektronik yang berhasil memerlukan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami
teori partisipasi, pendahuluan ini memberikan landasan bagi
pembaca untuk memahami bagaimana Framework E-
Government dapat menciptakan ruang untuk partisipasi
masyarakat yang efektif.

» Definisi dan Ruang Lingkup Framework dalam E-
Government

Definisi dan ruang lingkup Framework dalam E-
Government memainkan peran kunci dalam membimbing
perancangan dan implementasi sistem pemerintahan
elektronik. Secara teoritis, Framework E-Government
merujuk pada Kkerangka konseptual yang mencakup
unsur-unsur teknologi informasi, kebijakan, dan prosedur
yang membentuk dasar operasional pemerintahan
berbasis elektronik. Definisi ini memberikan pemahaman
tentang konsep tersebut sebagai suatu sistem yang
merangkum pendekatan dan prinsip-prinsip yang
digunakan untuk membentuk dan menyelenggarakan
layanan pemerintahan yang berbasis teknologi (Nasser et
al, 2022).
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Ruang lingkup Framework E-Government membahas
batasan dan cakupan penerapan tersebut dalam konteks
transformasi digital pemerintahan. Ini tidak hanya
terbatas pada implementasi teknologi informasi semata,
melainkan juga melibatkan aspek kebijakan, perubahan
budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Secara teoritis,
ruang lingkup ini mencerminkan pandangan bahwa
Framework E-Government melibatkan lebih dari sekadar
penyediaan layanan online; ia juga menekankan strategi
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas  pemerintah  terhadap  kebutuhan
masyarakat.

Definisi dan ruang lingkup Framework E-Government
mencerminkan pengakuan akan kompleksitas
transformasi  tersebut. Dalam teori, konsep ini
menghubungkan titik antara penggunaan teknologi
sebagai alat dan perubahan struktural yang diperlukan
dalam pemerintahan. Sebagai contoh, ruang lingkupnya
mungkin melibatkan pergeseran paradigma dalam
pengambilan keputusan, di mana partisipasi masyarakat
dan inklusivitas menjadi fokus utama, mendukung visi
pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Dengan pemahaman teoritis tentang definisi dan
ruang lingkup Framework E-Government, kita dapat
menyimpulkan bahwa konsep ini tidak hanya mencakup
aspek teknis, tetapi juga menggali aspek strategis dan
kebijakan yang penting. Melalui pendekatan ini,
Framework E-Government menjadi landasan bagi
pembangunan pemerintahan yang efisien, transparan, dan
bersifat inklusif dalam era digital.



Perbedaan Antara E-Government dan E-Governance
E-Government: Layanan Pemerintah Elektronik

E-Government, atau Pemerintahan Elektronik,
berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan layanan
pemerintahan kepada masyarakat. Ini mencakup segala
sesuatu mulai dari pembayaran pajak online hingga
pendaftaran penduduk melalui platform digital. Fokus
utama dari E-Government adalah menyediakan cara yang
lebih efisien dan mudah bagi warga untuk mengakses
layanan pemerintah tanpa harus datang secara fisik ke
kantor pemerintahan. Jadi, intinya adalah memindahkan
proses administratif ke ranah online untuk kenyamanan
masyarakat.

E-Governance: Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan

Sementara E-Government berfokus pada layanan
online, E-Governance, atau Tata Kelola Elektronik,
melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan
tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Artinya,
lebih dari sekadar memindahkan proses ke ranah digital,
E-Governance berusaha meningkatkan efisiensi,
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan pemerintahan. Ini mencakup
penerapan sistem informasi untuk memonitor Kinerja
pemerintah, memfasilitasi partisipasi warga dalam
pengambilan keputusan, dan membuat proses kebijakan
lebih terbuka dan responsif.
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Perbedaan Fokus: Layanan vs. Tata Kelola

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah
fokusnya. E-Government lebih menekankan pada
penyediaan layanan pemerintah secara online. Sementara
itu, E-Governance lebih luas, dengan perhatian pada
bagaimana teknologi dapat meningkatkan seluruh proses
tata kelola pemerintahan. Jadi, E-Government bisa
dianggap sebagai bagian dari E-Governance yang lebih
besar.

Sinergi Antara Kedua Konsep: Integrasi yang Ideal

Meskipun terdapat perbedaan, idealnya, E-
Government dan E-Governance dapat berjalan bersinergi.
Implementasi yang efektif dari keduanya dapat
menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern,
efisien, dan responsif. Dengan menyediakan layanan
online yang mudah diakses dan pada saat yang sama
meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui
teknologi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan di
mana interaksi antara pemerintah dan masyarakat
menjadi lebih efektif dan inklusif.

Kontribusi Framework dalam Meningkatkan Efisiensi dan
Efektivitas

Peran Framework dalam Konteks Peningkatan
Efisiensi dan Efektivitas

Framework, atau kerangka Kkerja, adalah struktur
konseptual yang memberikan panduan dan aturan dalam
memecahkan masalah atau merancang suatu sistem.
Dalam konteks bisnis dan manajemen, penggunaan
Framework dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.



1.

Penyusunan Rencana Strategis: Framework
membantu organisasi menyusun rencana strategis
dengan memberikan panduan dalam merancang
tujuan jangka panjang dan pendek. Dengan
menyediakan kerangka Kkerja yang terstruktur,
organisasi dapat mengidentifikasi sumber daya yang
diperlukan, mengukur kinerja, dan mengintegrasikan
strategi untuk mencapai tujuan mereka. Ini
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih
baik dan pencapaian hasil yang diinginkan.

Peningkatan Proses Bisnis: Framework membantu
dalam menganalisis dan meningkatkan proses bisnis.
Dengan mengidentifikasi langkah-langkah kritis dan
menghilangkan  redundansi atau  hambatan,
organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional.
Framework seperti Six Sigma atau Lean Management
memberikan metode terstruktur untuk menilai dan
meningkatkan proses bisnis, memastikan bahwa
setiap langkah memberikan nilai tambah kepada
organisasi.

Pengelolaan Risiko yang Efektif: Penggunaan
Framework juga membantu organisasi dalam
mengelola risiko dengan lebih efektif. Misalnya,
Framework  manajemen risiko menyediakan
prosedur yang terstruktur untuk mengidentifikasi,
menilai, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi
organisasi. Ini membantu mencegah atau mengurangi
dampak risiko yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan bisnis.

Meningkatkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja:
Framework menyediakan metrik dan indikator
kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur
efisiensi dan efektivitas. Dengan memantau kinerja
sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan,
organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu
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ditingkatkan dan mengukur pencapaian terhadap
tujuan mereka. Pengukuran yang terstruktur ini
membantu dalam mengambil keputusan yang lebih
informasional dan berbasis data.

5. Peningkatan  Fleksibilitas dan  Ketanggapan:
Penggunaan Framework juga dapat meningkatkan
fleksibilitas dan ketanggapan organisasi terhadap
perubahan. Dengan memiliki struktur yang
terdefinisi dengan baik, organisasi dapat lebih mudah
menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau
lingkungan bisnis. Framework membantu organisasi
untuk tetap terorganisir dan beradaptasi dengan
cepat, memastikan kelangsungan dan daya saing
dalam pasar yang dinamis.

Dengan memahami dan mengimplementasikan
Framework dengan baik, organisasi dapat memaksimalkan
potensi mereka untuk mencapai tujuan dengan lebih
efisien dan efektif. Framework memberikan panduan yang
diperlukan untuk merencanakan strategi, meningkatkan
proses bisnis, mengelola risiko, mengukur kinerja, dan
tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Inilah
sebabnya mengapa kontribusi Framework sangat penting
dalam mencapai kesuksesan jangka panjang bagi suatu
organisasi.

8.2 Framework Teknologi Informasi dalam E-
Government

Framework Teknologi Informasi adalah struktur konseptual
yang membantu pemerintah dalam merancang, mengelola, dan
meningkatkan sistem E-Government mereka. Dalam konteks E-
Government, penggunaan Framework teknologi informasi sangat
penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara
efektif dalam penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola
pemerintahan elektronik.
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Desain Sistem dan Infrastruktur:

Framework Teknologi Informasi membantu dalam desain
dan pengembangan sistem dan infrastruktur yang diperlukan
untuk mendukung layanan E-Government. Ini mencakup
pemilihan teknologi, pengaturan keamanan informasi, dan
integrasi sistem agar dapat beroperasi secara sinergis. Dengan
adanya framework, pemerintah dapat memastikan bahwa
infrastruktur teknologi mereka dapat mengakomodasi
kebutuhan layanan online dengan efisien.

Keamanan Informasi:

Keamanan informasi adalah aspek krusial dalam E-
Government. Framework membantu dalam mengidentifikasi
risiko keamanan dan merancang strategi perlindungan data
yang efektif. Ini termasuk kebijakan keamanan, enkripsi data,
dan sistem otentikasi yang kuat untuk melindungi informasi
sensitif warga yang disimpan dalam sistem pemerintah.

Standar Interoperabilitas:

Framework juga mencakup penggunaan standar
interoperabilitas, yang memungkinkan berbagai sistem dan
aplikasi berkomunikasi dan bekerja bersama. Ini memastikan
bahwa data dapat bergerak dengan lancar antara berbagai
entitas pemerintah, memungkinkan koordinasi yang lebih baik
dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Pengelolaan Data dan Analitika:

Pengelolaan data yang efektif adalah kunci dalam E-
Government. Framework membantu pemerintah dalam
menyusun kebijakan pengelolaan data, termasuk penyimpanan
data, kebijakan privasi, dan kemampuan analitika untuk
menghasilkan wawasan yang berharga dari data yang
terkumpul. Ini mendukung pengambilan keputusan berbasis
data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
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Integrasi Layanan dan Peningkatan Pengalaman Pengguna:

Dengan menggunakan framework, pemerintah dapat
mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform yang
dapat diakses dengan mudah oleh warga. Ini tidak hanya
meningkatkan efektivitas dalam penyampaian layanan, tetapi
juga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik,
memudahkan warga untuk mengakses informasi dan
melakukan transaksi dengan pemerintah secara online.

Dengan menerapkan Framework Teknologi Informasi dalam E-

Government, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat teknologi
untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan
publik. Ini membantu menciptakan lingkungan digital yang baik,
memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan
masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang
lebih responsif dan inovatif.

8.2.1 Model Integrasi Sistem
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Model Integrasi Sistem adalah konsep yang membantu
organisasi menggabungkan dan mengelola berbagai sistem
informasi agar dapat beroperasi secara terkoordinasi. Dalam
dunia teknologi, model ini memainkan peran kunci dalam
memastikan bahwa sistem-sistem yang berbeda dapat saling
berkomunikasi dan berbagi informasi, menciptakan lingkungan
yang terintegrasi dan efisien.

1. Integrasi Proses Bisnis: Model Integrasi Sistem
memungkinkan organisasi menyatukan proses bisnis yang
berbeda menjadi satu kesatuan yang terpadu. Ini
melibatkan menghubungkan langkah-langkah yang
terpisah dalam suatu proses sehingga informasi dapat
mengalir secara mulus dari satu langkah ke langkah
berikutnya. Dengan cara ini, perusahaan dapat mencapai
efisiensi lebih besar dalam menjalankan operasional
sehari-hari mereka.



Keseragaman Data: Model Integrasi Sistem juga berfokus
pada membuat keseragaman data di seluruh organisasi.
Artinya, data yang sama dapat diakses dan digunakan oleh
berbagai sistem tanpa adanya inkonsistensi atau duplikasi.
Ini tidak hanya meningkatkan akurasi informasi tetapi
juga memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan
data yang konsisten.

Komunikasi Antar Aplikasi: Dengan menggunakan Model
Integrasi Sistem, organisasi dapat memastikan bahwa
aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama
lain. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang efektif
antar berbagai program atau platform, menghindari
isolasi data di dalam silo-silo yang tidak terhubung.
Dengan demikian, integrasi sistem membuka jalan bagi
kolaborasi yang lebih baik di seluruh organisasi.

Fleksibilitas dan Skalabilitas: Salah satu aspek penting dari
Model Integrasi Sistem adalah memberikan fleksibilitas
dan skalabilitas. Ini berarti bahwa organisasi dapat
dengan mudah menyesuaikan sistem mereka dengan
perubahan kebutuhan bisnis atau meningkatkan kapasitas
mereka tanpa mengganggu integritas dan konsistensi
sistem. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat
menjadi kunci dalam lingkungan bisnis yang terus
berubah.

Peningkatan Responsivitas: Dengan menyatukan sistem-
sistem yang berbeda, Model Integrasi Sistem
meningkatkan  responsivitas  organisasi  terhadap
perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Data yang
terintegrasi memungkinkan organisasi untuk merespons
secara cepat terhadap permintaan pelanggan,
memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat
dan efektif.

175



Secara keseluruhan, Model Integrasi Sistem menciptakan
ekosistem digital yang terhubung, memungkinkan organisasi untuk
mengoptimalkan proses, meningkatkan akurasi data, dan
merespons dengan cepat terhadap perubahan. Dengan
menggunakan model ini, organisasi dapat menghadapi tantangan
bisnis dengan lebih efektif dan memaksimalkan manfaat dari
teknologi informasi yang mereka miliki.

a. Pentingnya Integrasi Sistem dalam Pelayanan Publik

Integrasi sistem dalam konteks pelayanan publik memiliki
peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan,
dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini
melibatkan penyatuan berbagai sistem informasi yang
digunakan oleh entitas pemerintah, memastikan bahwa data
dapat bergerak dengan lancar dan terintegrasi, menciptakan
lingkungan yang responsif dan terkoordinasi.

1. Efisiensi  Proses  Pelayanan: Integrasi  sistem
memungkinkan entitas pelayanan publik menyatukan
proses-proses  mereka, menghilangkan = hambatan
administratif, dan mengoptimalkan alur kerja. Sebagai
contoh, ketika informasi yang terkait dengan izin usaha
dapat dengan mudah dibagi antara departemen yang
berbeda, proses perizinan menjadi lebih efisien dan dapat
diselesaikan dengan lebih cepat.

2. Koordinasi Antar Departemen: Dengan integrasi sistem,
berbagai departemen pemerintah dapat berkomunikasi
dan berkolaborasi dengan lebih baik. Sebagai contoh,
ketika departemen pendidikan dapat berbagi data dengan
departemen kesehatan, informasi tentang kesehatan siswa
dapat diakses secara cepat, memungkinkan respons yang
lebih efektif terhadap kebutuhan kesejahteraan siswa.
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Pelayanan yang Lebih Terpadu: Integrasi sistem
menciptakan kesatuan dalam pelayanan publik. Sebagai
contoh, dalam sistem kesehatan yang terintegrasi, data
pasien dapat diakses oleh dokter, rumah sakit, dan pusat
kesehatan sehingga perawatan pasien menjadi lebih
terpadu dan terkoordinasi.

Keakuratan dan Keamanan Data: Integrasi sistem
membantu dalam memastikan keakuratan dan keamanan
data. Misalnya, dalam sistem perpajakan yang terintegrasi,
informasi keuangan wajib pajak dapat secara otomatis
disinkronkan antara berbagai departemen terkait,
mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan data.

Peningkatan Akses Masyarakat: Dengan integrasi sistem,
masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan
lebih mudah dan cepat. Sebagai contoh, melalui portal
pelayanan publik yang terintegrasi, warga dapat
mengajukan permohonan izin, membayar pajak, atau
mendapatkan informasi publik tanpa harus menghadiri
kantor pemerintah secara fisik.

Respons Terhadap Perubahan dan Kirisis: Integrasi sistem
memungkinkan pemerintah merespons lebih cepat
terhadap perubahan dan krisis. Dalam konteks kesehatan
misalnya, data epidemiologi yang terintegrasi
memungkinkan pemerintah untuk melacak dan mengelola
penyebaran penyakit dengan lebih efektif, memberikan
respons yang cepat dan tepat.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang

terbaik, integrasi sistem menjadi suatu keharusan. Dengan
menghubungkan berbagai aspek dalam administrasi
pemerintah, integrasi sistem menciptakan fondasi untuk
pelayanan yang lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Contoh-contoh di atas memberikan
gambaran tentang bagaimana integrasi sistem tidak hanya
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meningkatkan operasional pemerintah tetapi juga memberikan
manfaat konkret kepada masyarakat.

b. Framework untuk Mengintegrasikan Sistem-Sistem Terpisah
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Framework untuk mengintegrasikan sistem-sistem
terpisah adalah struktur konseptual yang membimbing proses
penggabungan dan penyatuan berbagai sistem informasi yang
berjalan secara terpisah. Dalam istilah sederhana, ini seperti
panduan yang membantu organisasi menghubungkan dan
menyelaraskan berbagai aplikasi dan database agar dapat
beroperasi bersama secara lebih efisien. Framework ini
mencakup aturan, prosedur, dan alat teknis yang memastikan
bahwa data dapat bergerak dengan lancar antar-sistem,
menciptakan lingkungan yang terintegrasi.

Contoh Framework untuk integrasi sistem termasuk
berbagai metode seperti Enterprise Service Bus (ESB),
Representational State Transfer (REST), dan Simple Object
Access Protocol (SOAP). ESB, misalnya, berfungsi sebagai
"jembatan" untuk menghubungkan dan mengoordinasikan
sistem-sistem yang berbeda. Dengan mengikuti langkah-
langkah yang ditetapkan oleh Framework ini, organisasi dapat
merancang konektor yang memungkinkan data mengalir
dengan mudah antar aplikasi dan sistem. Ini membantu
menghindari hambatan komunikasi antar-sistem, yang sering
kali menjadi tantangan dalam lingkungan teknologi yang
kompleks.

Pentingnya Framework ini terletak pada kemampuannya
untuk menyederhanakan proses integrasi dan meminimalkan
risiko kesalahan. Misalnya, REST dan SOAP memberikan
standar komunikasi yang seragam, memastikan bahwa sistem-
sistem yang berbeda dapat "berbicara” satu sama lain dengan
cara yang dipahami secara universal. Dengan menerapkan
Framework ini, organisasi dapat menghemat waktu dan
sumber daya yang mungkin diperlukan jika mereka mencoba
mengintegrasikan sistem secara ad hoc atau tanpa pedoman
yang jelas.



Secara keseluruhan, Framework untuk mengintegrasikan
sistem-sistem terpisah membantu menciptakan infrastruktur
yang kokoh dan terorganisir, memungkinkan organisasi untuk
meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan responsibilitas dalam
pengelolaan informasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang
ditetapkan oleh framework, organisasi dapat mencapai
integrasi yang lebih lancar dan memaksimalkan manfaat dari
berbagai sistem teknologi yang mereka miliki.

8.2.2 Keamanan Informasi dan Framework Keamanan

Keamanan informasi adalah upaya melindungi data dari
akses yang tidak sah, perubahan yang tidak diinginkan, dan
kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi
menggunakan sesuatu yang disebut Framework Keamanan.
Framework ini adalah seperangkat pedoman dan prinsip yang
membimbing cara organisasi melindungi informasi dan sistem
mereka. Pada dasarnya, ini seperti panduan yang membantu
menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Dalam keamanan informasi, Framework umumnya
mencakup beberapa aspek. Pertama, ada identifikasi risiko, di
mana organisasi menilai potensi ancaman dan kerentanannya
terhadap keamanan informasi mereka. Kemudian, ada langkah-
langkah perlindungan yang mencakup penggunaan sandi,
enkripsi, dan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya
orang yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut.
Selanjutnya, Framework mencakup deteksi dan respons, di
mana organisasi mengembangkan cara untuk mendeteksi
serangan atau kebocoran informasi, dan meresponsnya dengan
cepat.

Contoh Framework keamanan yang umum digunakan
termasuk ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, dan
COBIT. ISO/IEC 27001, misalnya, memberikan panduan
tentang bagaimana mengelola keamanan informasi secara
keseluruhan, mencakup aspek-aspek seperti kebijakan
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keamanan, manajemen risiko, dan pemantauan keamanan
(Sanjaya & Fianty, 2022). Dengan mengadopsi Framework ini,
organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki
prosedur dan kontrol yang sesuai untuk melindungi informasi
mereka dari berbagai ancaman.

Pentingnya Framework keamanan adalah untuk
memberikan pendekatan yang sistematis dan terorganisir
terhadap keamanan informasi. Dengan mengikuti pedoman
yang telah ditetapkan, organisasi dapat meningkatkan
ketahanan mereka terhadap ancaman siber, mengurangi risiko
kerugian data, dan membangun kepercayaan baik dari
pelanggan maupun mitra bisnis. Dengan kata lain, Framework
keamanan adalah instrumen kunci dalam upaya untuk menjaga
keamanan dan integritas informasi dalam dunia yang semakin
terhubung dan kompleks ini.

a. Ancaman Keamanan di Lingkungan E-Government

Ancaman keamanan di lingkungan E-Government
merupakan risiko-risiko yang dapat membahayakan
keamanan data dan layanan yang disediakan oleh
pemerintah secara elektronik. Ancaman ini mencakup
berbagai potensi gangguan, penipuan, atau akses yang
tidak sah terhadap informasi pemerintah yang disimpan
dan diproses secara digital. Salah satu ancaman utama
adalah serangan siber, di mana pihak yang tidak sah dapat
mencoba meretas sistem, mencuri data, atau merusak
operasional pelayanan online.

Serangan siber dapat berasal dari berbagai bentuk,
termasuk malware yang dapat merusak atau mengambil
alih sistem, serangan phishing yang mencoba memperoleh
informasi sensitif melalui trik, atau serangan denial-of-
service yang bertujuan membuat layanan tidak tersedia
bagi pengguna. Ancaman keamanan juga dapat muncul
dari insider threats, yaitu tindakan yang dilakukan oleh
individu di dalam organisasi yang memiliki akses ke
sistem dan data (indah Fianty et al,, 2022).



Penting untuk melibatkan keamanan informasi yang
kuat dan melibatkan praktik keamanan cyber yang baik
dalam lingkungan E-Government. Ini  melibatkan
penggunaan enkripsi data, kontrol akses yang ketat,
pemantauan aktivitas sistem secara terus-menerus, serta
penyediaan pelatihan keamanan siber bagi personel yang
terlibat dalam administrasi dan pemeliharaan sistem.
Selain itu, ancaman keamanan juga dapat berasal dari
ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan regulasi
keamanan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki
kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan dengan
ketat, bersama dengan audit dan pengawasan yang teratur
untuk memastikan bahwa sistem E-Government mematuhi
standar keamanan yang ditetapkan. Dengan memahami
dan mengantisipasi berbagai ancaman ini, pemerintah
dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga
keamanan sistem dan data dalam lingkungan E-
Government. Ini termasuk investasi dalam teknologi
keamanan yang canggih, pelibatan pihak ahli keamanan
siber, dan peningkatan kesadaran keamanan di kalangan
personel yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan E-
Government.

Framework untuk Menjamin Keamanan Data
Pemerintah

Framework untuk menjamin keamanan data
pemerintah  adalah  kerangka  konseptual yang
menyediakan pedoman dan prosedur untuk melindungi
informasi yang dimiliki oleh entitas pemerintah. Tujuan
utamanya adalah untuk memastikan keamanan data yang
mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan,
sehingga informasi tersebut tidak jatuh ke tangan yang
tidak berwenang atau tidak terganggu oleh perubahan
yang tidak sah.
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Salah satu contoh Framework keamanan data
pemerintah adalah ISO/IEC 27001, yang memberikan
pendekatan komprehensif untuk manajemen keamanan
informasi. Framework ini mencakup langkah-langkah
identifikasi risiko, penerapan kontrol keamanan yang
tepat, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk
memastikan bahwa kebijakan keamanan terus diperbarui
dan diterapkan sesuai kebutuhan. Dalam konteks
keamanan data pemerintah, Framework ini juga dapat
mencakup aspek-aspek seperti pengaturan hak akses yang
ketat untuk mencegah akses yang tidak sah, penggunaan
enkripsi untuk melindungi data saat berpindah di jaringan,
serta strategi pemulihan bencana untuk memastikan
ketersediaan data dalam situasi darurat.

Pentingnya Framework ini adalah untuk memberikan
panduan yang jelas bagi pemerintah dalam melindungi
informasi yang sangat bernilai dan penting. Dengan
mengadopsi Framework ini, pemerintah dapat memitigasi
risiko keamanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pengelolaan data pemerintah, dan memastikan
bahwa layanan publik dapat berjalan tanpa terganggu oleh
masalah keamanan yang dapat dihindari. Keseluruhan,
Framework untuk menjamin keamanan data pemerintah
adalah instrumen kunci dalam menjaga integritas dan
keamanan informasi di era digital saat ini.

8.3 Tahapan Implementasi Framework E-
Government

Tahapan implementasi Framework E-Government adalah
serangkaian langkah yang harus diikuti oleh pemerintah untuk
menerapkan sistem pelayanan publik elektronik. Pertama-tama,
tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan kebutuhan
pemerintahutnya adalah tahap perancangan, di mana pemerintah
mengembangkan infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang
diperlukan untuk mendukung layanan online.
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Setelah perancangan, implementasi sebenarnya dimulai dalam
tahap pelaksanaan. Ini melibatkan penerapan sistem, pelatihan
personel, dan peluncuran layanan pertama yang dapat diakses
secara digital dalam mengadopsi E-Government, termasuk
penyelidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah perencanaan,
langkah selanjoleh masyarakat. Selanjutnya, tahap evaluasi
dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi,
mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan bahwa sistem
dapat berfungsi dengan baik. Evaluasi ini dapat melibatkan umpan
balik dari pengguna dan pemantauan kinerja sistem.

Setelah sistem E-Government berjalan, tahapan terakhir adalah
perawatan dan pengembangan berkelanjutan. Pemerintah perlu
terus memantau dan memperbarui sistem sesuai dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup
perawatan rutin, peningkatan fungsionalitas, dan adaptasi terhadap
perubahan regulasi atau kebijakan.

Keseluruhan, tahapan implementasi Framework E-Government
adalah proses bertahap yang dimulai dari perencanaan,
perancangan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perawatan dan
pengembangan berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah
ini, pemerintah dapat secara efektif mengadopsi teknologi informasi
untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi
masyarakat.

8.3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dan kunci dalam
implementasi Framework E-Government (Misuraca & Viscusi,
2013). Dalam konteks ini, perencanaan melibatkan proses
identifikasi tujuan pemerintah dalam mengadopsi sistem
pelayanan publik elektronik, sekaligus menganalisis kebutuhan
masyarakat yang menjadi fokus utama. Pemerintah perlu
mengembangkan rencana strategis yang jelas, mencakup
langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan E-Government
tersebut. Proses ini melibatkan penyusunan anggaran yang
memadai dan alokasi sumber daya yang tepat untuk
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memastikan kesuksesan implementasi. Dengan perencanaan
yang baik, pemerintah dapat memiliki dasar yang kokoh untuk
merancang dan melaksanakan E-Government dengan efektif,
memastikan bahwa solusi teknologi yang diterapkan sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

a.

Identifikasi Tujuan E-Government

Tahap identifikasi tujuan E-Government merupakan
langkah awal yang penting dalam merencanakan dan
melaksanakan sistem pelayanan publik elektronik. Pada
tahap ini, pemerintah perlu dengan jelas menentukan
tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui adopsi teknologi
E-Government. Contoh pembuatan tujuan melibatkan
penetapan sasaran yang konkret dan terukur, seperti
meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi warga,
mengoptimalkan efisiensi operasional pemerintah, atau
meningkatkan transparansi dalam proses administratif.
Sebagai ilustrasi, tujuan dapat diformulasikan sebagai
peningkatan persentase pelayanan publik yang dapat
diakses secara online dalam waktu tertentu atau
pengurangan waktu proses administratif melalui sistem
digital.

Menentukan tujuan E-Government juga dapat
melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Misalnya, jika masyarakat menginginkan
kemudahan akses informasi publik, tujuan dapat
difokuskan pada pengembangan portal transparansi yang
memberikan akses mudah terhadap data pemerintah.
Contoh lainnya mungkin mencakup pemberdayaan
masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan
keputusan atau menyediakan layanan kesehatan online
untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Dengan mengidentifikasi tujuan yang jelas,
pemerintah dapat membimbing perencanaan dan
implementasi sistem E-Government dengan lebih terarah.
Tujuan yang baik dan terukur memungkinkan pemerintah



untuk mengukur keberhasilan implementasi,
mengarahkan sumber daya ke arah yang tepat, dan
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Analisis Kebutuhan Masyarakat

Tahap analisis kebutuhan masyarakat adalah langkah
berikutnya setelah identifikasi tujuan E-Government. Pada
tahap ini, pemerintah berfokus pada memahami secara
mendalam apa yang diharapkan oleh masyarakat dari
sistem pelayanan publik elektronik. Contoh pembuatan
analisis kebutuhan masyarakat dapat melibatkan berbagai
metode, termasuk survei, fokus grup, atau konsultasi
publik.

Misalnya, dalam mengidentifikasi kebutuhan,
pemerintah dapat melakukan survei online atau offline
untuk mengetahui preferensi dan ekspektasi warga
terhadap layanan digital. Jika hasilnya menunjukkan
bahwa masyarakat menginginkan akses yang lebih mudah
terhadap informasi publik, kebutuhan dapat difokuskan
pada pengembangan portal informasi yang user-friendly.
Sebaliknya, jika  partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan dianggap penting, pemerintah
dapat merancang sistem untuk menghimpun pendapat
dan umpan balik dari warga secara daring.

Analisis kebutuhan masyarakat juga melibatkan
pemahaman atas tantangan atau hambatan yang dihadapi
oleh berbagai segmen masyarakat. Sebagai contoh, jika
akses terbatas terjadi di kalangan warga tua, solusi E-
Government dapat dirancang dengan antarmuka yang
lebih intuitif atau program pelatihan khusus. Dengan
merinci kebutuhan masyarakat dengan tepat, pemerintah
dapat memastikan bahwa sistem E-Government yang
diimplementasikan benar-benar relevan dan dapat
meningkatkan kepuasan serta keterlibatan masyarakat
(Kumar et al,, 2021).
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Pengembangan Rencana Strategis

Tahap pengembangan rencana strategis adalah
bagian penting dari proses implementasi E-Government
setelah identifikasi tujuan dan analisis kebutuhan
masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah merumuskan
langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk
mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
yang telah diidentifikasi. Contoh pembuatan rencana
strategis dapat mencakup beberapa aspek kunci.

Pertama, pemerintah perlu menentukan prioritas
implementasi. Misalnya, jika tujuan utama adalah
meningkatkan aksesibilitas layanan publik, rencana
strategis dapat memprioritaskan pengembangan aplikasi
mobile atau platform daring yang mudah diakses oleh
masyarakat. Jika transparansi adalah fokus, strategi
mungkin termasuk pembuatan portal transparansi
dengan data yang mudah diakses dan dimengerti.

Kedua, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran
dan sumber daya dengan bijak. Contoh pembuatan
rencana strategis mencakup perhitungan biaya
pengembangan, pemeliharaan, dan pelatihan personel
yang diperlukan untuk mendukung implementasi E-
Government. Pengalokasian dana yang tepat akan
memastikan bahwa proyek dapat berjalan lancar tanpa
hambatan keuangan yang signifikan.

Selain itu, strategi tersebut harus memperhitungkan
aspek hukum dan keamanan. Pemerintah perlu
memastikan bahwa sistem E-Government mematuhi
regulasi keamanan data dan privasi serta melibatkan
praktik keamanan siber yang kuat. Ini bisa mencakup
pembentukan tim keamanan siber, penerapan enkripsi
data, dan pelibatan spesialis keamanan informasi. Dengan
mengembangkan rencana strategis yang matang,
pemerintah dapat menciptakan landasan yang kokoh
untuk suksesnya proyek E-Government. Rencana ini juga



membantu dalam meminimalkan risiko, menanggulangi
tantangan yang mungkin muncul, dan memastikan bahwa
implementasi berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya

Tahap penyusunan anggaran dan sumber daya
merupakan bagian krusial dalam proses implementasi E-
Government setelah pengembangan rencana strategis.
Pada tahap ini, pemerintah merinci alokasi dana dan
sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proyek
E-Government dengan sukses. Contoh pembuatan
penyusunan anggaran dan sumber daya melibatkan
beberapa aspek penting.

Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasi secara
rinci biaya yang terkait dengan pengembangan dan
pelaksanaan  E-Government. Ini termasuk biaya
pengembangan perangkat lunak atau platform, biaya
pelatihan personel, serta biaya pemeliharaan dan
peningkatan berkelanjutan. Contoh pembuatan anggaran
bisa mencakup perhitungan biaya tenaga kerja, biaya
perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya promosi
dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua, pengalokasian sumber daya manusia menjadi
bagian penting dari tahap ini. Pemerintah perlu
menentukan jumlah dan jenis personel yang diperlukan
untuk mendukung implementasi E-Government. Contoh
pembuatan pengalokasian sumber daya manusia
melibatkan identifikasi spesialis IT, administrator sistem,
dan personel pelatihan yang diperlukan untuk
menjalankan, memelihara, dan mendukung penggunaan
sistem.

Selain itu, alokasi sumber daya teknologi seperti
perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur
jaringan juga menjadi pertimbangan kunci. Pemerintah
perlu mengevaluasi kebutuhan teknologi yang spesifik
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untuk memastikan bahwa anggaran mencakup investasi
yang memadai untuk membangun dan memelihara
infrastruktur E-Government.

Dengan menyusun anggaran dan sumber daya secara
cermat, pemerintah dapat menghindari kekurangan dana
yang dapat menghambat jalannya proyek dan memastikan
bahwa semua aspek implementasi E-Government dikelola
dengan efektif. Anggaran yang disusun dengan baik juga
membantu pemerintah untuk mengukur kembali prioritas
dan menyesuaikan rencana implementasi jika diperlukan
selama proses berlangsung.

8.3.2 Perancangan
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Tahap perancangan adalah fase kritis dalam implementasi
E-Government setelah penetapan tujuan, analisis kebutuhan,
dan perumusan rencana strategis. Pada tahap ini, pemerintah
mengembangkan rencana rinci dan teknis untuk struktur dan
fungsionalitas sistem E-Government. Contoh pembuatan
perancangan melibatkan sejumlah langkah penting (Lobo &
Noronha, 2022).

Pertama, perancangan infrastruktur teknologi informasi
menjadi fokus utama. Pemerintah perlu menentukan arsitektur
sistem yang akan digunakan, termasuk keputusan tentang
penyimpanan data, server, dan jaringan yang akan mendukung
operasional E-Government. Misalnya, jika sistem memerlukan
penyimpanan data yang besar, perancangan akan melibatkan
pemilihan infrastruktur cloud yang dapat menyediakan skala
dan fleksibilitas yang diperlukan.

Kedua, pengembangan perancangan sistem E-Government
mencakup desain antarmuka pengguna. Pemerintah perlu
memastikan bahwa antarmuka tersebut bersifat ramah
pengguna, mudah dipahami, dan responsif terhadap berbagai
perangkat. Contoh pembuatan melibatkan pemilihan elemen
desain yang intuitif, seperti navigasi yang jelas, formulir yang



sederhana, dan tata letak yang bersih, agar pengguna dapat
dengan mudah berinteraksi dengan sistem.

Selain itu, perancangan juga melibatkan keamanan
informasi. Pemerintah perlu merumuskan strategi keamanan
yang mencakup enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan
langkah-langkah perlindungan lainnya. Contoh pembuatan
perancangan keamanan melibatkan identifikasi potensi risiko
keamanan, pemilihan metode enkripsi yang sesuai, dan
implementasi kontrol akses yang membatasi akses yang tidak
sah.

Dengan perancangan yang matang, pemerintah dapat
memastikan bahwa implementasi sistem E-Government
berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Perancangan yang baik juga memungkinkan
pemerintah untuk meminimalkan risiko dan menyediakan
fondasi yang kokoh untuk pengembangan dan pelaksanaan
selanjutnya.

a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Tahap pengembangan infrastruktur teknologi
informasi menjadi langkah kritis dalam implementasi E-
Government setelah tahap perancangan. Pada tahap ini,
pemerintah fokus pada pembangunan fondasi teknologi
yang mendukung operasional sistem E-Government.
Contoh pembuatan pengembangan infrastruktur teknologi
informasi melibatkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, pengembangan infrastruktur mencakup
pemilihan dan implementasi perangkat keras yang sesuai
dengan kebutuhan sistem. Contoh pembuatan dapat
melibatkan  pembelian dan  konfigurasi  server,
penyimpanan data, serta perangkat jaringan yang dapat
mendukung beban kerja E-Government yang diperkirakan.
Misalnya, jika proyek memerlukan penyimpanan data
yang besar, pengembangan infrastruktur mungkin
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melibatkan investasi dalam solusi penyimpanan cloud
yang dapat memberikan fleksibilitas dan kapasitas yang
diperlukan.

Kedua, pengembangan infrastruktur juga melibatkan
pengaturan dan konfigurasi perangkat lunak yang
diperlukan untuk menjalankan sistem E-Government.
Contoh pembuatan melibatkan instalasi sistem operasi,
database, serta aplikasi atau platform yang mendukung
fungsionalitas yang diinginkan. Misalnya, jika tujuan
proyek adalah memberikan layanan pelayanan kesehatan
online, pengembangan infrastruktur akan mencakup
instalasi perangkat lunak kesehatan elektronik dan
integrasi dengan basis data pasien.

Selain itu, keamanan juga menjadi fokus utama dalam
pengembangan  infrastruktur. Contoh  pembuatan
pengembangan infrastruktur keamanan melibatkan
penerapan firewall, enkripsi data, dan langkah-langkah
keamanan siber lainnya untuk melindungi integritas dan
kerahasiaan informasi yang diproses oleh sistem E-
Government. Dengan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi yang baik, pemerintah dapat
memastikan bahwa sistem E-Government dapat
beroperasi dengan efisien, handal, dan aman. Langkah-
langkah ini menciptakan fondasi yang kuat untuk
implementasi layanan publik elektronik, yang pada
gilirannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi
masyarakat.

Perancangan Sistem E-Government

Tahap perancangan sistem E-Government adalah
langkah yang esensial dalam implementasi proyek ini,
mengikuti tahap identifikasi tujuan, analisis kebutuhan,
dan pengembangan rencana strategis. Pada tahap ini,
pemerintah merinci rancangan teknis dan fungsionalitas
sistem yang akan diimplementasikan. Contoh pembuatan



perancangan sistem E-Government melibatkan beberapa
langkah kunci.

Pertama, perancangan mencakup pengembangan
arsitektur sistem. Pemerintah perlu memilih dan
merancang struktur sistem yang dapat mendukung
kebutuhan layanan publik digital. Contoh pembuatan
perancangan arsitektur mencakup keputusan tentang
penggunaan arsitektur berbasis cloud atau lokal, serta
desain database dan struktur jaringan yang mendukung
kinerja dan skala yang diinginkan.

Kedua, perancangan sistem melibatkan desain
antarmuka pengguna. Pemerintah harus memastikan
bahwa antarmuka yang dirancang intuitif, mudah
dinavigasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Contoh pembuatan melibatkan penentuan layout halaman,
pemilihan elemen desain yang memudahkan pengguna,
serta penerapan prinsip desain responsif untuk
memastikan keterjangkauan melalui berbagai perangkat.

Selain itu, perancangan sistem juga mencakup
identifikasi dan pengembangan fitur dan fungsi yang
diperlukan. Misalnya, jika tujuan proyek adalah
meningkatkan  transparansi,  perancangan  dapat
mencakup integrasi sistem untuk menyajikan data
pemerintah secara terbuka dan mudah dipahami oleh
masyarakat. Dengan merinci perancangan sistem E-
Government dengan baik, pemerintah dapat memastikan
bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan
tujuannya. Rancangan yang matang juga memberikan
panduan yang jelas bagi pengembang dalam
mengimplementasikan solusi teknologi yang efektif dan
efisien.
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Penentuan Arsitektur Sistem

Tahap penentuan arsitektur sistem merupakan
langkah penting dalam implementasi E-Government,
dilakukan setelah tahap perancangan. Pada tahap ini,
pemerintah menetapkan struktur dan konfigurasi teknis
sistem yang akan digunakan untuk mendukung layanan
publik elektronik. Contoh pembuatan penentuan
arsitektur sistem melibatkan beberapa keputusan
strategis.

Pertama, pemerintah harus memilih antara
arsitektur berbasis cloud atau lokal. Arsitektur berbasis
cloud, seperti menggunakan layanan AWS atau Microsoft
Azure, dapat memberikan fleksibilitas dan skala yang lebih
besar. Sebaliknya, arsitektur lokal melibatkan penggunaan
server fisik di lokasi pemerintah. Contoh pembuatan
penentuan arsitektur mencakup evaluasi kebutuhan
sistem, anggaran, serta kebijakan keamanan data yang
mungkin mempengaruhi pilihan tersebut.

Kedua, dalam tahap ini, pemerintah perlu
menentukan konfigurasi jaringan yang mendukung
operasional E-Government. Ini melibatkan penentuan
bagaimana data akan mengalir di antara berbagai
komponen sistem, serta bagaimana komunikasi antara
pengguna dan server akan diatur. Contoh pembuatan
penentuan arsitektur jaringan mencakup keputusan
tentang penggunaan VPN (Virtual Private Network) untuk
melindungi data dalam perpindahan dan pengaturan
keamanan jaringan yang memadai.

Selain itu, penentuan arsitektur sistem melibatkan
pemilihan teknologi dasar, seperti pemilihan basis data
yang sesuai dengan kebutuhan, pemilihan perangkat keras
yang mendukung performa yang diinginkan, dan
pemilihan platform pengembangan yang sesuai dengan
keahlian personel IT yang tersedia. Contoh pembuatan
penentuan arsitektur teknologi dapat melibatkan evaluasi



ketersediaan sumber daya, kecepatan pemrosesan yang
diperlukan, serta kebutuhan integrasi dengan sistem yang
sudah ada.

Dengan melakukan penentuan arsitektur sistem yang
cermat, pemerintah dapat memastikan bahwa fondasi
teknis E-Government dapat memberikan dukungan yang
optimal terhadap layanan publik elektronik yang
diinginkan. Keputusan strategis yang diambil pada tahap
ini juga akan mempengaruhi kinerja, keamanan, dan
fleksibilitas sistem dalam jangka panjang.

Pengujian dan Verifikasi

Tahap pengujian dan verifikasi adalah fase kritis
dalam implementasi E-Government yang dilakukan setelah
tahap perancangan dan penentuan arsitektur sistem. Pada
tahap ini, pemerintah melakukan serangkaian uji coba
untuk memastikan bahwa sistem E-Government berfungsi
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Contoh pembuatan pengujian dan
verifikasi melibatkan sejumlah langkah yang penting.

Pertama, pengujian fungsi sistem dilakukan untuk
memastikan bahwa semua fitur yang direncanakan
berjalan dengan baik. Misalnya, jika sistem E-Government
dirancang untuk memungkinkan pengguna mengakses
informasi pajak secara online, pengujian akan
memverifikasi apakah antarmuka pengguna berfungsi
dengan baik, apakah data yang dihasilkan akurat, dan
apakah sistem memberikan respons yang cepat.

Kedua, pengujian keamanan menjadi fokus utama.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem tahan
terhadap potensi serangan siber dan memiliki kontrol
akses yang ketat. Contoh pembuatan pengujian keamanan
melibatkan simulasi serangan siber, pemeriksaan
kerentanan potensial, dan verifikasi bahwa kebijakan
keamanan data telah diterapkan dengan benar.
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Selanjutnya, pengujian kinerja dilakukan untuk
memastikan bahwa sistem dapat menangani beban kerja
yang diantisipasi. Contoh pembuatan pengujian kinerja
melibatkan pengujian ketahanan sistem terhadap jumlah
pengguna yang tinggi secara bersamaan, waktu respons
sistem, dan kapasitas penyimpanan data.

Terakhir, pengujian pengguna dilakukan untuk
mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna akhir.
Contoh pembuatan pengujian pengguna melibatkan sesi
pengujian usability, survei kepuasan pengguna, dan
pemantauan interaksi pengguna dengan sistem. Hasil dari
pengujian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi
area perbaikan dan memastikan bahwa antarmuka
pengguna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan melakukan pengujian dan verifikasi secara
menyeluruh, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem
E-Government beroperasi secara efisien, aman, dan
memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Langkah-
langkah ini menjadi kunci untuk kesuksesan implementasi
proyek E-Government dan meningkatkan penerimaan
serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik
digital.

8.3.3 Pelaksanaan
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Tahap pelaksanaan merupakan fase implementasi nyata
dari proyek E-Government setelah sejumlah tahapan
perencanaan dan uji coba. Pada tahap ini, solusi E-Government
yang telah dirancang dan diuji diterapkan secara resmi untuk
digunakan oleh masyarakat. Pelaksanaan mencakup langkah-
langkah penting seperti implementasi sistem, pelatihan
personel, peluncuran layanan, dan pemantauan kinerja.

Pertama, implementasi sistem melibatkan penggunaan
teknologi dan integrasi infrastruktur yang telah dibangun ke
dalam operasional sehari-hari. Misalnya, jika proyek E-
Government  bertujuan untuk menyediakan platform



pembayaran pajak online, implementasi akan melibatkan
koneksi sistem dengan lembaga keuangan, pengaturan gateway
pembayaran, dan memastikan keamanan transaksi elektronik.

Kedua, pelatihan personel menjadi esensial untuk
memastikan bahwa staf pemerintah memahami dengan baik
cara menggunakan dan mengelola sistem baru. Pelatihan dapat
mencakup aspek teknis dan operasional, serta membekali
personel dengan pengetahuan keamanan dan praktik
pengelolaan data yang benar.

Selanjutnya, peluncuran layanan menjadi momen kunci di
tahap pelaksanaan. Pemerintah secara resmi memperkenalkan
layanan publik elektronik kepada masyarakat. Upaya sosialisasi
dan promosi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran
dan penerimaan masyarakat terhadap layanan baru yang
diperkenalkan.

Terakhir, pemantauan kinerja sistem dan layanan
dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi
masalah atau area perbaikan. Pemantauan ini mencakup
pengukuran kinerja, analisis umpan balik pengguna, dan
respons cepat terhadap perubahan kebutuhan atau masalah
teknis.

Dengan melalui tahap pelaksanaan dengan cermat,
pemerintah dapat memastikan bahwa layanan publik
elektronik tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Proses ini
juga memungkinkan pemerintah untuk terus beradaptasi
dengan perubahan kebutuhan dan teknologi untuk
memastikan keberlanjutan dan efektivitas solusi E-Government.

a. Implementasi Sistem E-Government

Tahap implementasi sistem E-Government dan
verifikasi merupakan langkah krusial dalam rangkaian
pelaksanaan proyek ini. Pada tahap ini, solusi teknologi
yang telah dirancang dan diuji secara menyeluruh
diterapkan dengan cermat, dan performanya diverifikasi
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untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan
kebutuhan yang telah ditetapkan. Contoh pembuatan
tahap implementasi dan verifikasi melibatkan serangkaian
aktivitas yang terintegrasi.

Pertama, dalam tahap implementasi, sistem E-
Government secara resmi diterapkan ke dalam lingkungan
operasional. Ini melibatkan instalasi perangkat lunak,
konfigurasi infrastruktur teknologi, dan integrasi dengan
sistem-sistem lain yang ada. Sebagai contoh, jika proyek
bertujuan meningkatkan layanan kesehatan online,
implementasi melibatkan peluncuran platform digital
yang memungkinkan warga mengakses informasi
kesehatan, membuat janji temu secara daring, dan
mengakses catatan medis mereka.

Kedua, pada tahap verifikasi, sistem diperiksa secara
menyeluruh untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang
telah dirancang berjalan sesuai harapan. Contoh
pembuatan tahap verifikasi melibatkan pengujian
fungsionalitas seperti proses pendaftaran online yang
berhasil, validitas dan keakuratan data yang dihasilkan,
serta interaksi yang responsif antarmuka pengguna.

Selanjutnya, pemerintah melakukan pengawasan
kinerja untuk memastikan bahwa sistem dapat
menanggapi tuntutan pengguna secara efisien dan tanpa
hambatan. Proses ini melibatkan pemantauan waktu
respons, kecepatan akses, dan kapasitas sistem untuk
menangani beban Kkerja yang diperkirakan. Contoh
pembuatan verifikasi kinerja melibatkan evaluasi
performa selama periode waktu tertentu dan identifikasi
area perbaikan jika ditemukan Kketerbatasan atau
permasalahan.

Terakhir, verifikasi keamanan sistem merupakan
bagian integral dari tahap ini. Pemerintah harus
memastikan bahwa sistem tahan terhadap potensi
ancaman keamanan siber dan bahwa data pribadi warga



terlindungi dengan baik. Contoh pembuatan verifikasi
keamanan melibatkan penilaian terhadap keberlanjutan
enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan pemantauan
terhadap aktivitas mencurigakan.

Dengan mengimplementasikan dan memverifikasi
sistem E-Government dengan hati-hati, pemerintah dapat
memastikan bahwa layanan publik elektronik berjalan
dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Langkah-langkah ini juga mendukung
kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi
dalam memberikan layanan pemerintah yang lebih
modern dan efektif.

Pelatihan Personel

Tahap pelatihan personel merupakan langkah
penting dalam implementasi E-Government setelah sistem
diterapkan. Pada tahap ini, personel pemerintah yang
akan menggunakan dan mengelola sistem E-Government
mendapatkan pelatihan untuk memahami
fungsionalitasnya, memaksimalkan penggunaan, dan
memastikan operasional yang efisien. Contoh pembuatan
tahap pelatihan personel melibatkan serangkaian aktivitas
yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan
keterampilan mereka terkait dengan teknologi baru
tersebut.

Pertama, pelatihan personel mencakup pemahaman
tentang dasar-dasar sistem E-Government, termasuk
antarmuka pengguna, navigasi sistem, dan fungsi-fungsi
utama. Contoh pembuatan melibatkan penyediaan modul
pelatihan online atau sesi pelatihan langsung yang
membantu personel memahami bagaimana berinteraksi
dengan sistem, mengakses informasi, dan menjalankan
tugas-tugas sehari-hari secara efektif.
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Kedua, pelatihan personel melibatkan pemahaman
mendalam tentang keamanan sistem dan praktik
keamanan informasi yang diperlukan. Personel perlu
diberi tahu tentang risiko keamanan potensial, cara
mengidentifikasi ancaman, dan langkah-langkah yang
harus diambil untuk menjaga keamanan data dan
informasi yang diakses atau dikelola melalui sistem E-
Government.

Selain itu, pelatihan dapat mencakup pengembangan
keterampilan teknis yang lebih spesifik terkait dengan
tugas-tugas yang akan dilakukan oleh personel dalam
pengelolaan sistem. Contoh pembuatan melibatkan
pelatihan dalam pengelolaan data, pemeliharaan sistem,
dan pemecahan masalah teknis yang mungkin muncul
seiring waktu.

Terakhir, pelatihan personel dapat mencakup bagian
strategis, seperti pengembangan keterampilan
manajemen proyek, komunikasi efektif, dan pelayanan
pelanggan. Ini penting untuk mendukung efisiensi
operasional, koordinasi tim, dan interaksi yang lebih baik
dengan masyarakat.

Dengan menyediakan pelatihan personel yang
komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa
personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem E-
Government. Hal ini tidak hanya meningkatkan
produktivitas dan efisiensi, tetapi juga meminimalkan
risiko kesalahan atau kebingungan yang dapat terjadi
selama penggunaan sistem.

Peluncuran Layanan Pertama

Tahap peluncuran layanan pertama adalah momen
signifikan dalam implementasi E-Government, di mana
layanan publik elektronik pertama kali diperkenalkan
secara resmi kepada masyarakat. Pada tahap ini,



pemerintah memastikan bahwa layanan yang dihadirkan
berfungsi dengan baik, dapat diakses dengan mudah oleh
pengguna, dan memberikan manfaat langsung. Contoh
pembuatan tahap peluncuran layanan pertama
melibatkan beberapa langkah kunci.

Pertama, pemerintah harus melakukan uji coba akhir
untuk memastikan bahwa layanan yang akan diluncurkan
berjalan sesuai dengan harapan. Ini mencakup pengujian
akhir fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sistem untuk
memastikan bahwa semua elemen beroperasi secara
optimal sebelum dihadirkan kepada masyarakat.

Kedua, strategi pemasaran dan sosialisasi perlu
diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang layanan baru yang tersedia. Contoh pembuatan
strategi ini mencakup kampanye pemasaran daring,
penyuluhan langsung kepada masyarakat, dan kolaborasi
dengan media massa untuk memastikan informasi tentang
layanan dapat tersebar luas.

Selanjutnya, peluncuran dapat melibatkan upacara
resmi atau acara khusus yang menyoroti kehadiran
layanan E-Government. Contoh pembuatan melibatkan
pidato resmi, demonstrasi penggunaan layanan oleh
pejabat pemerintah, atau bahkan penghargaan bagi
mereka yang menjadi pengguna pertama.

Terakhir, pemantauan kinerja layanan selama
periode peluncuran menjadi kunci. Pemerintah harus
memantau respons pengguna, mengumpulkan umpan
balik, dan memecahkan masalah yang mungkin muncul
selama fase awal penggunaan. Contoh pembuatan
mencakup penerapan mekanisme umpan balik langsung
dari pengguna, seperti formulir online atau saluran
dukungan pelanggan, untuk membantu identifikasi dan
penyelesaian cepat potensi masalah.
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Dengan meluncurkan layanan pertama dengan
sukses, pemerintah dapat membuktikan manfaat langsung
dari investasi dalam E-Government. Peluncuran yang baik
juga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat
terhadap layanan publik elektronik dan membuka jalan
bagi pengembangan dan pengenalan layanan tambahan di
masa depan.

Pemantauan dan Manajemen Risiko

Tahap pemantauan dan manajemen risiko
merupakan fase yang terus-menerus dilakukan setelah
peluncuran layanan E-Government. Pada tahap ini,
pemerintah secara aktif memantau operasional sistem,
mengidentifikasi potensi risiko, dan mengelola perubahan
yang mungkin diperlukan. Contoh pembuatan tahap ini
melibatkan sejumlah praktik yang mendukung kinerja dan
keberlanjutan layanan publik elektronik.

Pertama, pemantauan sistem melibatkan
pemantauan kinerja secara rutin untuk memastikan
bahwa layanan beroperasi dengan efisien. Contoh
pembuatan melibatkan penggunaan alat pemantauan
otomatis yang dapat mengukur waktu respons sistem,
ketersediaan layanan, dan beban kerja yang mungkin
berubah seiring waktu.

Kedua, manajemen risiko melibatkan identifikasi dan
penanganan potensi risiko yang dapat mempengaruhi
kinerja atau keamanan sistem. Contoh pembuatan
manajemen risiko termasuk pemetaan potensi risiko
seperti ancaman keamanan siber, kerentanan perangkat
lunak, atau perubahan kebijakan yang dapat
memengaruhi fungsionalitas layanan.

Selanjutnya, pemantauan pengguna adalah aspek
penting dalam tahap ini. Pemerintah perlu mengumpulkan
umpan balik dari pengguna, menganalisis tren
penggunaan, dan merespons masukan atau keluhan untuk



meningkatkan kualitas dan relevansi layanan. Contoh
pembuatan melibatkan penggunaan survei, analisis data
pengguna, dan penyediaan saluran komunikasi yang
efektif.

Terakhir, manajemen risiko juga mencakup
perencanaan untuk perubahan dan peningkatan layanan.
Contoh pembuatan perencanaan ini dapat melibatkan
pengembangan fitur tambahan berdasarkan umpan balik
pengguna, peningkatan keamanan berdasarkan evaluasi
risiko yang berkala, atau penyesuaian operasional untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi.

Dengan melakukan pemantauan dan manajemen
risiko yang efektif, pemerintah dapat menjaga kinerja dan
keberlanjutan layanan publik elektronik. Langkah-langkah
ini juga memungkinkan pemerintah untuk meng-
identifikasi dan mengatasi potensi risiko dengan cepat,
menjaga keamanan sistem, dan menyesuaikan layanan
dengan perubahan kebutuhan dan teknologi yang terus
berkembang.

8.3.4 Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan fase penting dalam siklus
implementasi E-Government yang dilakukan setelah layanan
publik elektronik beroperasi untuk suatu periode waktu
tertentu. Pada tahap ini, pemerintah melakukan penilaian
menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk keberhasilan
implementasi, efisiensi operasional, dan dampak positif
terhadap masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk
mengevaluasi sejauh mana proyek E-Government mencapai
tujuan awalnya dan untuk mengidentifikasi area perbaikan
yang mungkin diperlukan.

Selama tahap evaluasi, pemerintah dapat menggunakan
sejumlah metode, seperti analisis data pengguna, survei
kepuasan, dan pemantauan kinerja sistem. Contoh evaluasi
mencakup pengukuran tingkat adopsi oleh masyarakat, analisis

201



202

pola penggunaan layanan, dan penilaian terhadap respons
waktu sistem. Hasil evaluasi ini dapat memberikan wawasan
yang berharga tentang efektivitas layanan dan tingkat
kepuasan pengguna.

Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap
dampak sosial dan ekonomi dari implementasi E-Government.
Pemerintah dapat mengevaluasi apakah layanan elektronik
telah meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi
pelayanan publik. Contoh evaluasi dapat mencakup analisis
biaya-manfaat, pemetaan dampak positif pada pelayanan
masyarakat, dan pengukuran efisiensi operasional yang
dihasilkan dari penerapan teknologi.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi
peluang perbaikan dan perubahan strategis yang diperlukan.
Pemerintah  dapat  mengimplementasikan  perbaikan
berdasarkan temuan evaluasi, seperti pengembangan fitur
tambahan, peningkatan keamanan, atau perluasan cakupan
layanan. Selain itu, evaluasi juga membantu pemerintah dalam
membuat keputusan terkait pengembangan masa depan dan
investasi dalam teknologi informasi.

Dengan melakukan evaluasi secara teratur, pemerintah
dapat memastikan bahwa proyek E-Government tetap relevan,
efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Evaluasi yang komprehensif menjadi landasan untuk
pengembangan berkelanjutan dan peningkatan berkelanjutan
dalam pelayanan publik elektronik.

a. Pengukuran Kinerja Sistem

Tahap pengukuran kinerja sistem adalah fase kritis
dalam manajemen E-Government, di mana pemerintah
secara sistematis mengevaluasi dan mengukur berbagai
aspek operasional dan fungsional sistem yang telah
diimplementasikan. Dalam konteks ini, pengukuran
kinerja mencakup pemantauan kualitas, keamanan, dan
responsifitas sistem terhadap kebutuhan pengguna.



Contoh pembuatan tahap ini melibatkan beberapa
indikator kinerja yang diukur secara teratur.

Pertama, pengukuran kinerja dapat mencakup waktu
respons sistem, yaitu seberapa cepat sistem memberikan
respons terhadap permintaan pengguna. Contoh
pembuatan pengukuran ini melibatkan penggunaan alat
pemantauan kinerja untuk merekam dan menganalisis
waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menanggapi
perintah pengguna. Pengukuran ini memberikan
gambaran langsung tentang kinerja operasional sistem
dan dapat membantu identifikasi potensi perbaikan.

Kedua, pengukuran keamanan sistem menjadi fokus
penting, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang
terus berkembang. Contoh pembuatan melibatkan audit
keamanan rutin, pemindaian kelemahan, dan pemantauan
aktivitas mencurigakan. Pengukuran keamanan sistem
memberikan pemahaman mendalam tentang integritas
data, keamanan akses, dan respons terhadap potensi
ancaman yang dapat muncul.

Pengukuran kinerja sistem juga dapat melibatkan
pemantauan beban Kkerja, kapasitas penyimpanan, dan
tingkat ketersediaan sistem. Dengan mengukur dan
menganalisis berbagai aspek ini secara teratur,
pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif
untuk meningkatkan dan menjaga kinerja serta keamanan
sistem E-Government.

Umpan Balik Pengguna

Tahap umpan balik pengguna adalah langkah penting
dalam pengelolaan E-Government, di mana pemerintah
mengumpulkan tanggapan dan evaluasi dari pengguna
terkait dengan layanan publik elektronik yang disediakan.
Umpan balik ini memberikan wawasan berharga tentang
kepuasan, kebutuhan, dan pengalaman pengguna,
memungkinkan pemerintah untuk terus meningkatkan
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kualitas dan relevansi layanan. Contoh pembuatan tahap
ini melibatkan beberapa strategi untuk mengumpulkan
dan menganalisis umpan balik dari pengguna.

Pertama, pemerintah dapat menggunakan survei
kepuasan pengguna yang mencakup berbagai aspek
layanan, mulai dari antarmuka pengguna hingga
kecepatan respons sistem. Contoh pembuatan survei ini
melibatkan penyusunan pertanyaan yang terarah dan
relevan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam
tentang persepsi dan kebutuhan pengguna terkait dengan
layanan E-Government.

Kedua, saluran umpan balik langsung seperti
formulir online, live chat, atau pusat bantuan dapat
diterapkan untuk memberikan pengguna cara langsung
untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Contoh
pembuatan saluran ini melibatkan perancangan sistem
yang mudah diakses dan responsif, serta pengaturan staf
yang dapat memberikan jawaban atau bantuan secara
cepat terhadap pertanyaan atau masukan pengguna.

Selanjutnya, analisis data pengguna dapat dilakukan
dengan melihat tren penggunaan layanan, tingkat
partisipasi, dan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan
tugas. Contoh pembuatan analisis ini mencakup
penggunaan alat analisis data untuk mengidentifikasi pola-
pola yang dapat memberikan wawasan tentang aspek-
aspek  spesifik yang perlu ditingkatkan atau
dikembangkan.

Melalui tahap umpan balik pengguna, pemerintah
dapat membangun hubungan yang kuat dengan
masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan
merespons secara efektif untuk meningkatkan layanan E-
Government. Strategi ini tidak hanya meningkatkan
kepuasan pengguna, tetapi juga membangun dasar untuk
pengembangan layanan yang lebih baik dan lebih sesuai
dengan harapan masyarakat.



Evaluasi Kesesuaian dengan Tujuan Awal

Tahap evaluasi kesesuaian dengan tujuan awal
merupakan langkah kritis dalam pengelolaan proyek E-
Government, di mana pemerintah menilai sejauh mana
implementasi dan operasional layanan elektronik sesuai
dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Evaluasi ini
mencakup pencocokan hasil nyata dengan target yang
ditetapkan, memastikan bahwa proyek mencapai dampak
positif yang diinginkan. Contoh pembuatan tahap ini
melibatkan penilaian menyeluruh terhadap indikator
kinerja dan tujuan proyek E-Government.

Pertama, pemerintah dapat mengevaluasi tingkat
adopsi dan partisipasi masyarakat terhadap layanan yang
telah diimplementasikan. Contoh pembuatan evaluasi ini
mencakup analisis jumlah pengguna aktif, frekuensi
penggunaan, dan tingkat partisipasi dalam berbagai
layanan. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengukur
sejauh mana masyarakat merespon positif terhadap
layanan baru dan sejauh mana layanan tersebut mencapai
tujuan peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.

Kedua, pemerintah dapat menilai dampak sosial dan
ekonomi dari implementasi E-Government. Contoh
pembuatan evaluasi ini mencakup analisis biaya-manfaat,
pemantauan peningkatan efisiensi dalam
penyelenggaraan layanan, dan evaluasi dampak positif
terhadap efisiensi birokrasi. Pemerintah dapat menilai
sejauh mana E-Government telah menghasilkan
penghematan biaya, mempercepat proses administratif,
dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui tahap evaluasi kesesuaian dengan tujuan
awal, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi
dalam E-Government sesuai dengan harapan dan
memberikan manfaat yang diinginkan. Hasil evaluasi ini
dapat membimbing keputusan untuk perbaikan dan
pengembangan lebih lanjut serta memberikan landasan
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untuk perencanaan strategis masa depan dalam
mengoptimalkan layanan publik elektronik.

Identifikasi Area Perbaikan

Tahap identifikasi area perbaikan merupakan
langkah kritis setelah evaluasi kinerja sistem E-
Government. Pada tahap ini, pemerintah melakukan
analisis mendalam terhadap hasil evaluasi dan umpan
balik pengguna untuk mengidentifikasi area di mana
perbaikan atau peningkatan dapat diimplementasikan.
Contoh pembuatan tahap ini melibatkan penggunaan hasil
survei kepuasan pengguna, data kinerja sistem, dan
umpan balik langsung untuk menentukan dengan tepat
dimana hambatan atau kelemahan tertentu mungkin
ditemui.

Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa ada
peningkatan kebutuhan dalam aksesibilitas layanan,
pemerintah dapat mengidentifikasi area perbaikan
dengan fokus pada peningkatan antarmuka pengguna,
penyederhanaan proses pendaftaran, atau pengoptimalan
aplikasi mobile. Identifikasi ini mungkin memicu
perubahan  dalam  strategi  pemasaran  untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan
yang ditingkatkan.

Selain itu, jika umpan balik pengguna menunjukkan
ketidakpuasan terhadap keamanan sistem, pemerintah
dapat mengidentifikasi area perbaikan dengan
memperkuat  protokol  keamanan, meningkatkan
kebijakan privasi, atau memberikan pelatihan keamanan
tambahan kepada personel yang terlibat dalam
pengelolaan sistem E-Government. Melalui tahap ini,
pemerintah dapat merancang rencana tindakan yang
konkret untuk meningkatkan layanan dan memastikan
bahwa pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih
baik dalam menggunakan platform E-Government
tersebut.



8.3.5 Perawatan dan Pengembangan Berkelanjutan

Tahap perawatan dan pengembangan berkelanjutan
merupakan fase terakhir dalam siklus implementasi E-
Government, di mana pemerintah fokus pada pemeliharaan
operasional sistem yang sudah ada dan pengembangan
lanjutan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang. Pada
tahap ini, perbaikan terus-menerus dan peningkatan dilakukan
untuk menjaga layanan publik elektronik tetap relevan dan
efisien. Contoh pembuatan tahap ini melibatkan strategi yang
mendukung perawatan dan pengembangan berkelanjutan
sistem E-Government.

Contoh perawatan melibatkan pemantauan rutin
terhadap Kkinerja sistem, keamanan, dan respons terhadap
pengguna.  Pemerintah  dapat = mengimplementasikan
pemeliharaan preventif dan perbaikan perangkat lunak secara
berkala untuk mencegah potensi masalah atau celah keamanan
yang dapat muncul seiring waktu. Selain itu, dukungan teknis
dan pelatihan terus diberikan kepada personel untuk
memastikan kemampuan operasional yang optimal.

Sementara itu, contoh pengembangan berkelanjutan
melibatkan peningkatan fungsionalitas dan fitur layanan
berdasarkan evaluasi dan umpan balik pengguna. Pemerintah
dapat merancang dan mengimplementasikan pembaruan
berdasarkan perkembangan teknologi terkini atau perubahan
kebutuhan masyarakat. Misalnya, pengembangan
berkelanjutan dapat mencakup penambahan fitur baruy,
integrasi dengan layanan terkait, atau perluasan cakupan
geografis untuk meningkatkan dampak dan aksesibilitas
layanan.
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Melalui tahap perawatan dan pengembangan
berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi
dalam E-Government terus memberikan manfaat yang
maksimal bagi masyarakat. Pemeliharaan yang baik dan
pengembangan yang tepat waktu akan membantu layanan
publik elektronik tetap efektif, inovatif, dan responsif terhadap
kebutuhan yang terus berkembang.
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BAB 9
GOVERNMENT TO GOVERNMENT
(G2G)

Oleh M. Syukri Mustafa

9.1 Pendahuluan

Sistem E-Government (Pemerintah Elektronik) di Indonesia,
termasuk G2G (Government-to-Government) merupakan upaya
modernisasi dan transformasi pemerintahan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk
kolaborasi dan interaksi antarinstansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.
(Wahyu Sulistya et al. 2019).

Government-to-Government  (G2G) dalam  konteks E-
Government merujuk pada kerja sama, pertukaran data, informasi,
serta berbagai layanan elektronik yang terjadi antara berbagai
instansi atau entitas pemerintah. Ini adalah salah satu aspek dari E-
Government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
koordinasi, dan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

1. Latar Belakang Sejarah dan perkembangan E-Government di

Indonesia.

Latar belakang sejarah dan perkembangan E-Government
(Pemerintah Elektronik) di Indonesia mencakup transformasi
pemerintahan yang berfokus pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi,
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transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut
adalah sejarah dan perkembangan E-Government di Indonesia:

a.

212

Awal Perkembangan (Awal 2000-an):

Pada awal 2000-an, Indonesia mulai
memperkenalkan konsep E-Government sebagai bagian
dari upaya modernisasi pemerintahan. Pembentukan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (BPPTIK) pada tahun 2002 menjadi salah satu
langkah awal dalam mengembangkan E-Government.

Kebijakan E-Government (2003):

Pemerintah Indonesia meresmikan Kebijakan
Nasional E-Government pada tahun 2003 dengan tujuan
utama meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
pelayanan publik melalui penggunaan TIK. Kebijakan ini
menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem dan layanan
pemerintah.

Program Prioritas E-Government (2004-2009):

Pada periode ini, sejumlah program E-Government
prioritas dicanangkan, termasuk Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH), Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Negara (SIMKeu), dan Sistem Informasi
Kepegawaian (SISKOHATI). Terdapat upaya untuk
merampingkan birokrasi dan proses administratif dengan
menggunakan TIK.

Roadmap E-Government 2011-2015:

Pada tahun 2011, Indonesia menyusun Roadmap E-
Government 2011-2015 sebagai panduan untuk
pengembangan E-Government. Roadmap ini menekankan
pentingnya integrasi sistem, penggunaan identitas
elektronik (e-ID), dan pelayanan publik berbasis online.



Implementasi Sistem Terintegrasi (2015-sekarang):

Pada periode ini, berbagai sistem terintegrasi E-
Government telah dikembangkan, seperti Sistem Informasi
Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Nasional (SIPB-
TSN), yang memungkinkan pemohon mengajukan izin
usaha secara online. Penerapan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga
menjadi fokus. Pengembangan e-ID (Kartu Tanda
Penduduk Elektronik) telah memainkan peran penting
dalam otentikasi identitas elektronik.

Pandemi COVID-19 (2020-sekarang):

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi
E-Government di Indonesia. Pemerintah mengandalkan
teknologi untuk memberikan layanan kesehatan,
pendidikan, dan bantuan sosial kepada masyarakat selama
pandemi.

Perkembangan Masa Depan:

Pemerintah  terus  berupaya  meningkatkan
infrastruktur TIK, keamanan data, dan inovasi E-
Government. Peningkatan inklusi digital dan akses
masyarakat ke layanan online menjadi prioritas.
Kemungkinan pengembangan teknologi seperti E-
Government blockchain dan kecerdasan buatan (Al) dalam
pemerintahan juga dapat menjadi bagian dari masa depan
E-Government di Indonesia. Sejak awal pengenalan E-
Government hingga saat ini, Indonesia telah mengalami
kemajuan yang signifikan dalam penggunaan teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas
pelayanan publik. Upaya ini terus berkembang seiring
dengan perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah yang
lebih baik.
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2. Tujuan dan pentingnya G2G E-Government.

»  Tujuan G2G E-Government di Indonesia:

g
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Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah:

Salah satu tujuan utama G2G E-Government adalah
untuk merampingkan proses administrasi pemerintah.
Dengan menggunakan teknologi informasi, berbagai
instansi pemerintah dapat mengurangi birokrasi yang
tidak perlu, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan
informasi.

Peningkatan Koordinasi Antarinstansi:

G2G E-Government memungkinkan berbagai instansi
pemerintah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lebih
efektif. Ini membantu menghindari tumpang tindih tugas,
meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan
program-program  pemerintah, dan meningkatkan
respons terhadap isu-isu penting.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Dengan G2G E-Government, data dan informasi
pemerintah dapat diakses secara lebih terbuka oleh
berbagai instansi pemerintah. Ini membantu dalam
meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana
publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada
masyarakat.

Peningkatan Layanan Publik:

Salah satu tujuan utama G2G adalah meningkatkan
pelayanan publik. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah
dapat menyediakan layanan-layanan yang lebih cepat,
mudah diakses, dan efisien kepada masyarakat.
Contohnya adalah perizinan usaha online, pelayanan
kesehatan online, dan lain sebagainya.



Pengurangan Duplikasi Data:

G2G E-Government membantu mengurangi duplikasi
data di berbagai instansi pemerintah. Ini menghemat
waktu, sumber daya, dan mengurangi potensi kesalahan
dalam pengolahan data.

Pentingnya G2G E-Government di Indonesia:

a.

Efisiensi Anggaran:

Melalui integrasi dan otomatisasi proses, G2G E-
Government dapat menghemat anggaran pemerintah
dengan mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu.

Percepatan Pembangunan:

Dengan menyederhanakan proses administratif, G2G
E-Government  dapat mempercepat implementasi
program-program pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Peningkatan Layanan Publik:

Dengan akses mudah ke layanan-layanan
pemerintah, G2G E-Government meningkatkan kepuasan
masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih
responsif terhadap kebutuhan mereka.

Transparansi dan Kepatuhan Hukum:

G2G E-Government membantu pemerintah untuk
mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data dan
dana publik.

Mendorong Inovasi Teknologi:

Pengembangan G2G E-Government mendorong
inovasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi di
Indonesia, yang berdampak positif pada pertumbuhan
industri dan ekonomi digital.
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f Kesetaraan Akses:

G2G  E-Government dapat membantu dalam
meningkatkan akses ke layanan publik bagi seluruh
lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah
terpencil atau sulit dijangkau.

Pengertian G2G E-Government

Berikut adalah beberapa definisi G2G E-Government menurut

Wirtz dan Piehler (2008): Menurut Wirtz dan Piehler, G2G E-
Government adalah "penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mendukung proses kerja sama, kolaborasi,
dan pertukaran informasi antara berbagai instansi dan tingkat
pemerintah.”

Dawes dan Pardo (2002): Dawes dan Pardo mendefinisikan
G2G E-Government sebagai ‘"pemanfaatan TIK untuk
mendukung operasi dan kerja sama antarinstansi pemerintah
dalam rangka menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan
yang lebih efisien dan efektif." United Nations (2008): Menurut
PBB, G2G E-Government adalah "penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah untuk
mendukung operasi internal, proses kerja sama, dan
pengiriman layanan kepada pemerintah lainnya atau kepada
masyarakat."

Maletic et al. (2014): Maleti¢ dan rekan-rekannya menyatakan
bahwa G2G E-Government "melibatkan penggunaan TIK untuk
mengubah, memperbaiki, dan mendukung kerja sama
antarinstansi pemerintah dalam penyediaan layanan dan
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah." Koswara (2017):
Dalam pandangan Koswara, G2G E-Government adalah "bentuk
pemanfaatan TIK dalam interaksi antarinstansi pemerintah,
yang mencakup kerja sama dalam proses bisnis, pertukaran
informasi, dan integrasi sistem untuk meningkatkan kualitas



layanan  pemerintah dan efisiensi  penyelenggaraan
pemerintahan.” (Andi 2020) Struktur dan layanan pertukaran
informasi pada E-Government disajikan pada gambar 9.1 dan

9.2.
‘/;:rnmm\‘

Government Government
and and
Employees Government
(G2E) (G2G)

Government Government
and Citizens and Business
(G20) (G2B)

Trust. Conflidentiality and Security

Infrastructure for communications and Information Technology

Gambar 9.1 Struktur E-Government
(https://www.isi2023.org/media)

Government

G2G
Central Gov.

F(E) T Tos () s

Citizen Local Gov.

Gambar 9.2 Layanan dan Pertukaran Informasi E-Government
(https://www.isi2023.org/media)

9.2.1 Manfaat

Manfaat dari implementasi G2G E-Government, seperti
efisiensi, kecepatan, dan penghematan. Implementasi
Government-to-Government (G2G) E-Government memiliki
berbagai manfaat yang signifikan bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa manfaat utama
dari G2G E-Government mencakup efisiensi, kecepatan, dan
penghematan, serta berbagai aspek lainnya:
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Efisiensi Administrasi Pemerintah: G2G E-Government
mengurangi keterlambatan dan kesalahan yang sering
terjadi dalam proses administrasi pemerintah.
Mengotomatiskan tugas-tugas rutin, seperti
pengolahan data, sehingga memungkinkan pejabat
pemerintah untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih
strategis. Mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan
proses manual yang memakan waktu.

Kecepatan Layanan: Pemerintah dapat memberikan
layanan kepada warga lebih cepat melalui G2G E-
Government. Pemohon atau instansi lain dapat
mengakses dan memproses informasi dan izin secara
online dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Penghematan Biaya: Integrasi sistem dan penggunaan
teknologi informasi dalam proses pemerintahan dapat
menghemat  biaya  administrasi. Mengurangi
penggunaan kertas, pencetakan, pengiriman fisik, dan
tenaga kerja yang diperlukan dalam proses manual.
Mengurangi biaya perjalanan dan pertemuan fisik
antarinstansi.

Pengurangan Duplikasi Data: G2G E-Government
membantu mengurangi duplikasi data yang sering
terjadi di berbagai instansi pemerintah. Data dapat
diintegrasikan dan dikelola secara terpusat,
menghindari duplikasi tugas dan kesalahan data.
Transparansi dan Akuntabilitas: Data dan proses yang
terdokumentasi dengan baik dalam G2G E-Government
meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana
publik. Pemerintah lebih mudah dipantau dan
dievaluasi, meningkatkan akuntabilitasnya terhadap
masyarakat.

Koordinasi  Antarinstansi: =~ G2G  E-Government
memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara
berbagai instansi pemerintah. Dengan berbagi
informasi dan berkolaborasi melalui platform
elektronik, pemerintah dapat merespons lebih baik



terhadap isu-isu yang memerlukan tindakan lintas-
sektor.

7. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan penggunaan
TIK, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan
dalam hal kualitas dan kecepatan. Proses pelayanan
yang lebih terstruktur dan efisien mengarah pada
kepuasan yang lebih tinggi bagi warga.

8. Kecepatan Pengambilan Keputusan: G2G E-Government
membantu pejabat pemerintah dalam pengambilan
keputusan yang lebih cepat karena akses yang lebih
mudah ke data yang relevan. Keputusan dapat
diinformasikan dengan data real-time.

9. Pemberdayaan Masyarakat: Dengan layanan online dan
transparansi informasi, G2G E-Government
memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam
proses pemerintahan dan memantau Kkinerja
pemerintah.

10. Peningkatan Inovasi: Pengembangan G2G E-Government
mendorong inovasi dalam teknologi informasi, yang
dapat berdampak positif pada pertumbuhan sektor
teknologi dan ekonomi digital.

Manfaat-manfaat ini menjadikan G2G E-Government
sebagai alat penting dalam memodernisasi pemerintahan,
memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan
mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

9.2.2 Kelebihan dan Kekurangan
» Kelebihan G2G E-Government:

1. Efisiensi Administrasi Pemerintah: G2G E-Government
membantu merampingkan proses administrasi
pemerintah, mengurangi birokrasi yang tidak perlu,
dan mengotomatiskan  tugas-tugas rutin. Ini
meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
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Transparansi dan Akuntabilitas: Integrasi sistem dan
pertukaran  data  antarinstansi = meningkatkan
transparansi dalam penggunaan dana publik dan
akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Data
dan proses yang terdokumentasi dengan baik dapat
dipantau dan dievaluasi.

Koordinasi dan Kolaborasi: G2G E-Government
memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antarinstansi
pemerintah. Berbagai instansi dapat berbagi informasi,
bekerja sama, dan merespons isu-isu yang memerlukan
kerja sama lintas-sektor.

Peningkatan Kualitas Layanan: Masyarakat
mendapatkan layanan yang lebih baik dalam hal
kualitas dan kecepatan. Proses pelayanan yang lebih
terstruktur dan efisien mengarah pada kepuasan yang
lebih tinggi bagi warga.

Pengurangan Duplikasi Data: G2G E-Government
membantu mengurangi duplikasi data yang sering
terjadi di berbagai instansi pemerintah. Data dapat
diintegrasikan dan dikelola secara terpusat,
menghindari duplikasi tugas dan kesalahan data.
Peningkatan Kecepatan Pengambilan Keputusan: G2G
E-Government membantu pejabat pemerintah dalam
pengambilan keputusan yang lebih cepat karena akses
yang lebih mudah ke data yang relevan. Keputusan
dapat diinformasikan dengan data real-time.

»  Kekurangan G2G E-Government:
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1.

Masalah  Keamanan Data: G2G  E-Government
memunculkan masalah keamanan data. Data yang dikirim
antarinstansi pemerintah harus dilindungi dari ancaman
siber dan akses yang tidak sah.



2. Tantangan Teknologi: Penerapan dan pengelolaan
teknologi informasi yang canggih memerlukan investasi
yang signifikan. Beberapa instansi pemerintah mungkin
memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur
teknologi.

3. Koordinasi yang Rumit: Koordinasi antarinstansi
pemerintah, terutama di negara yang besar dan kompleks,
bisa menjadi rumit dan memakan waktu.

4. Perubahan Budaya Kerja: Perubahan menuju E-
Government memerlukan adaptasi terhadap budaya kerja
yang baru, dan bukan semua pegawai pemerintah
mungkin siap untuk menerima perubahan ini.

5. Ketergantungan pada TIK: G2G E-Government membuat
pemerintah sangat tergantung pada teknologi informasi.
Gangguan teknologi atau kegagalan sistem dapat
menghambat operasi pemerintahan.

6. Masalah Inklusi Digital: G2G E-Government, jika tidak
dikelola dengan baik, dapat meninggalkan sebagian
masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan
dalam penggunaan teknologi.

7. Masalah Privasi Data: Pengelolaan data pribadi warga
perlu diatur secara ketat untuk menjaga privasi.
Pelanggaran privasi dapat menjadi masalah serius dalam
konteks G2G E-Government.

Perbandingan antara kelebihan dan kekurangan
Government-to-Government (G2G) E-Government dapat dilihat
pada tabel 9.1
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Tabel 9.1 Kelebihan VS Kekurangan G2G E-Government

Kelebihan G2G E- Kekurangan G2G E-
Aspek Government Government
Efisiensi Merampingkan proses - Memerlukan
Administrasi administrasi investasi teknologi
Pemerintah Mengurangi birokrasi yang besar
Mengotomatiskan tugas - Mungkin
rutin diperlukan
perubahan budaya
kerja
Transparansi Meningkatkan transparansi |- Memunculkan
dan Memperkuat akuntabilitas masalah privasi

Akuntabilitas

pemerintah

data

- Perlu pengaturan
ketat terkait
privasi

Koordinasi dan

Memfasilitasi kerja sama

- Koordinasi yang

Kolaborasi antarinstansi rumit, memakan
Memungkinkan respons waktu
terhadap isu lintas-sektor
Peningkatan Memberikan layanan yang |- Tantangan inklusi
Kualitas lebih baik digital
Layanan Meningkatkan kepuasan
masyarakat
Pengurangan Menghindari duplikasi data
Duplikasi Data Data dapat diintegrasikan
secara terpusat
Peningkatan Pengambilan keputusan - Ketergantungan
Kecepatan lebih cepat pada teknologi,
Pengambilan Keputusan informasikan rentan terhadap
Keputusan dengan data real-time gangguan
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9.3 Arsitektur dan Infrastruktur

Arsitektur dan infrastruktur Government-to-Government (G2G)
E-Government adalah kerangka kerja teknis yang mendukung kerja
sama antarinstansi pemerintah dan pertukaran informasi di
lingkungan digital. Berikut ini uraian singkat tentang arsitektur dan
infrastruktur G2G

9.3.1 Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi yang kuat adalah salah satu
komponen kunci yang mendukung implementasi Government-
to-Government  (G2G) E-Government. Infrastruktur ini
mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), jaringan komunikasi, dan teknologi lainnya yang
digunakan untuk mendukung operasi G2G. Berikut adalah
beberapa komponen infrastruktur teknologi yang penting
dalam implementasi G2G E-Government:

1. Data Centers (Pusat Data): Data centers adalah fasilitas
pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola
data, aplikasi, dan layanan yang digunakan dalam G2G E-
Government. Data centers harus memiliki perangkat keras
yang andal, infrastruktur penyimpanan yang besar, serta
sistem pendingin dan perlindungan kebakaran.

2. Server dan Storage Systems: Server dan sistem
penyimpanan yang kuat diperlukan untuk menjalankan
aplikasi G2G E-Government dan menyimpan data yang
diperlukan untuk operasi pemerintah.

3. Keamanan Jaringan (Network Security):  Keamanan
jaringan sangat penting dalam melindungi data dan
komunikasi antarinstansi pemerintah. Ini mencakup
firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan
kebijakan akses yang ketat.

4. Pemantauan dan Manajemen Jaringan: Pemantauan
jaringan dan manajemen yang efisien diperlukan untuk
memastikan ketersediaan dan kinerja yang baik dalam
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10.

11.

operasi G2G E-Government. Alat pemantauan jaringan dan
manajemen perlu digunakan untuk mendeteksi masalah
dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Perangkat = Komunikasi = (Communication  Devices):
Perangkat komunikasi seperti router, switch, dan
perangkat telekomunikasi diperlukan untuk mendukung
konektivitas antarinstansi pemerintah.

Infrastruktur ~ Virtualisasi: =~ Teknologi  virtualisasi
memungkinkan sumber daya komputasi, seperti server
dan penyimpanan, untuk dibagi dan dikelola secara lebih
efisien. Ini dapat membantu menghemat biaya dan
meningkatkan fleksibilitas.

Akses Internet Cepat dan Aman: Koneksi internet yang
cepat dan aman diperlukan untuk menghubungkan
instansi pemerintah dan mengakses layanan online.

Perangkat Lunak Aplikasi: Perangkat lunak aplikasi
khusus diperlukan untuk menjalankan layanan dan
aplikasi G2G E-Government, termasuk aplikasi untuk
administrasi, keuangan, manajemen sumber daya
manusia, dan lainnya.

Pusat Layanan (Service Centers): Pusat layanan
merupakan tempat di mana layanan dukungan teknis dan
pelanggan diberikan kepada pengguna akhir dan instansi
pemerintah. Ini mencakup layanan pelanggan, bantuan
teknis, dan manajemen tiket.

Pengelolaan Identitas (Identity Management): Sistem
pengelolaan identitas diperlukan untuk mengelola akses
pengguna ke sistem G2G E-Government dan memastikan
identitas dan akses yang aman.

Teknologi Keamanan: Teknologi keamanan seperti
enkripsi data, sertifikat digital, dan solusi keamanan siber
diperlukan untuk melindungi data dan infrastruktur dari
ancaman siber.



12.

13.

14.

Pemulihan Bencana dan Cadangan (Disaster Recovery and
Backup): Sistem pemulihan bencana dan cadangan
diperlukan untuk melindungi data dan aplikasi penting
dari kegagalan perangkat keras atau bencana alam.

Mobile Device Management (MDM): Untuk mendukung
mobilitas dan akses dari perangkat seluler, sistem MDM
diperlukan untuk mengelola dan melindungi perangkat
seluler yang digunakan oleh pegawai pemerintah.

Pemantauan dan Analitik Data: Pemantauan data dan
analitik dapat membantu instansi pemerintah dalam
mengambil keputusan yang didukung oleh data dan
memantau kinerja layanan G2G E-Government.

9.3.2 Arsitektur Sistem

Sistem E-Government diorganisasi dan diintegrasikan

antarinstansi pemerintah melalui serangkaian langkah dan
komponen yang dirancang untuk memungkinkan kerja sama
yang efisien dan pertukaran informasi yang lancar

Kebijakan Kerangka Peraturan
P
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Akses Jaringan Telekomunikasi Internet Akses Lain-lain
-
£
c
Portal | @ | pendidikan || K Kepen- [
" = eseahatan Perpajakan Lain-lain | &
Pelayanan Publik | ' dudukan >
P 2
Organisasi | & B c
pengelolaan dan | £ [ Kepresi- - Utilitas =
pengolahan | £ | denan terian & Pemda Publik Lain-lain | =
. lembaga 3
Informasi | ‘= £
£ <
g Tools: Service: E- doc
Infrastruktur, - E-billing Standard |+ Authentic It & data
dan aplikasi dasar| |- E-procure || & security |- Public key| "N T
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S

Gambar 9.3 Kerangka Arsitektur E-Government
(Perpres No.95 2018)
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9.4 Proyek dan Implementasi

9.4.1 Proyek G2G yang Signifikan
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Proyek-proyek Government-to-Government (G2G) di
Indonesia terus berkembang sejalan dengan upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah
melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah
beberapa proyek G2G yang telah atau sedang
diimplementasikan di Indonesia:

a. Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk):
Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan
meningkatkan sistem administrasi kependudukan di
seluruh Indonesia. Dalam kerangka G2G, data
kependudukan diintegrasikan antarinstansi seperti
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas
Kesehatan, dan lainnya. Proyek ini bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik,
seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan
lainnya.

b. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Siskeudes):
Siskeudes adalah proyek G2G yang bertujuan untuk
meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di
Indonesia. Dalam kerangka ini, sistem keuangan dan
akuntansi daerah diintegrasikan untuk memungkinkan
transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam
pengelolaan dana publik.

c. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG):
SIMPEG adalah proyek G2G yang berfokus pada
manajemen sumber daya manusia di pemerintah.
Proyek ini mencakup berbagai aspek, termasuk
pengelolaan data pegawai, rekrutmen, pelatihan, dan
manajemen Kinerja.

d. Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SID):
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program
G2G untuk mendukung administrasi dan pengelolaan



pemerintahan di tingkat desa. Sistem Informasi
Pemerintahan Desa (SID) memungkinkan pertukaran
informasi antar desa, kecamatan, dan kabupaten dalam
berbagai aspek pemerintahan, termasuk perencanaan
pembangunan, keuangan, dan administrasi desa.

Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT): SIPT
adalah proyek G2G yang bertujuan untuk
mempermudah proses perizinan dan memungkinkan
kolaborasi antarinstansi dalam proses perizinan.
Proyek ini memungkinkan pemohon  untuk
mengajukan perizinan secara terpadu dan mengurangi
birokrasi yang memperlambat proses perizinan.

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): SIPP adalah
proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
publik di berbagai sektor pemerintah. Melalui integrasi
sistem, pemerintah Indonesia berusaha untuk
memberikan layanan publik yang lebih efisien dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan Data Terpadu (LDT): LDT adalah proyek G2G
yang bertujuan untuk memudahkan akses dan
pertukaran data antarinstansi pemerintah. Ini
bertujuan untuk menghindari duplikasi data dan
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Proyek-proyek G2G ini merupakan bagian dari upaya
lebih luas pemerintah Indonesia untuk menciptakan
pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif melalui
pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini juga
mendukung visi pemerintah untuk mencapai
transformasi digital dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan publik.
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9.4.2 Tantangan Implementasi
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Implementasi  Government-to-Government  (G2G) E-

Government bisa menghadapi berbagai hambatan dan
tantangan, baik teknis maupun non-teknis. Beberapa hambatan
dan tantangan utama yang sering muncul dalam implementasi
G2G E-Government meliputi:

1.

Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Pemahaman
tentang manfaat dan potensi G2G E-Government mungkin
terbatas di kalangan pejabat pemerintah dan pegawai.
Perlu upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk
meningkatkan pemahaman tentang teknologi ini.

Kurangnya Anggaran: Implementasi teknologi G2G
memerlukan investasi yang signifikan dalam perangkat
keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan pelatihan.
Kurangnya anggaran sering menjadi hambatan utama.

Kebijakan dan Regulasi yang Kompleks: Peraturan dan
kebijakan yang rumit, serta kurangnya kerangka hukum
yang jelas, dapat memperlambat implementasi G2G.
Tantangan ini mencakup masalah privasi data, keamanan,
dan hak kepemilikan data.

Kebijakan Pemerintah yang Tidak Selaras: Berbagai
departemen dan instansi pemerintah mungkin memiliki
kebijakan dan tujuan yang berbeda-beda, yang dapat
menghambat integrasi dan kerja sama. Koordinasi yang
buruk antarinstansi bisa menjadi hambatan.

Kurangnya Keamanan Informasi: Keamanan data dan
sistem adalah tantangan utama. Ancaman siber, peretasan,
dan pelanggaran data adalah risiko serius yang harus
diatasi dalam implementasi G2G.

Tantangan Teknologi: Berbagai instansi mungkin memiliki
infrastruktur teknologi yang berbeda-beda. Integrasi
sistem dan aplikasi yang ada bisa menjadi rumit, terutama
jika teknologi yang digunakan berbeda.



10.

11.

12.

13.

14.

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil:
Implementasi G2G memerlukan keterampilan teknis yang
tinggi. Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan
berpengalaman dalam teknologi E-Government bisa
menjadi hambatan.

Resistensi terhadap Perubahan: Pegawai pemerintah dan
pejabat mungkin resisten terhadap perubahan budaya
kerja dan proses yang diperlukan oleh G2G E-Government.

Masalah Privasi dan Kepercayaan Masyarakat: Pemerintah
harus memastikan bahwa data pribadi dan informasi
sensitif masyarakat aman dan dilindungi. Kepercayaan
masyarakat dalam keamanan dan privasi data adalah
kunci.

Keterbatasan Akses Internet: Di beberapa daerah, akses
internet yang terbatas atau lambat bisa menjadi hambatan
serius untuk penggunaan layanan G2G, terutama di daerah
pedesaan.

Masalah Teknis dan Gangguan Sistem: Masalah teknis
seperti gangguan jaringan atau kegagalan sistem bisa
memengaruhi ketersediaan dan kinerja layanan G2G.

Tantangan Terkait Inklusi Digital: Penting untuk
memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki
akses dan kemampuan untuk menggunakan layanan G2G.
Tantangan inklusi digital perlu diatasi.

Pengelolaan Data yang Efisien: Pengelolaan data yang baik
dan konsisten adalah penting dalam implementasi G2G.
Tantangan melibatkan integrasi data, penjaminan kualitas
data, dan pemenuhan standar data.

Ketergantungan terhadap Vendor Eksternal:
Implementasi G2G seringkali melibatkan vendor eksternal.
Ketergantungan pada vendor dapat menciptakan risiko
jika kontrak dan layanan tidak dikelola dengan baik.
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Mengatasi hambatan dan tantangan ini memerlukan
komitmen yang kuat, Kkerjasama antarinstansi, dan
perencanaan yang matang. Pengelolaan risiko dan pemahaman
yang baik tentang kebutuhan dan kendala yang mungkin
timbul akan membantu memastikan keberhasilan dalam
implementasi G2G E-Government.

9.5 Kebijakan dan Regulasi

9.5.1 Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan E-Government di Indonesia diatur oleh
sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) dan regulasi lainnya. Berikut adalah
beberapa peraturan yang penting dalam konteks E-Government
di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE adalah hukum
dasar yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan
transaksi elektronik, termasuk aspek-aspek yang
berkaitan dengan E-Government.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE Lama): UU ITE Lama
adalah hukum yang sebelumnya mengatur informasi dan
transaksi elektronik sebelum digantikan oleh UU ITE yang
baru.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP
71/2019): PP 71/2019 menjelaskan persyaratan dan tata
cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik,
termasuk ketentuan terkait keamanan siber dan
perlindungan data pribadi.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP
82/2012): PP 82/2012 mengatur lebih lanjut tentang
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aspek teknis E-Government dan penggunaan teknologi
informasi dalam administrasi pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Administrasi Aparatur Sipil Negara (PRES 95/2018):
Presiden = memerintahkan  pengembangan  sistem
administrasi aparatur sipil negara yang menggunakan
teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di
pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Reformasi Birokrasi (PRES 3/2020): Regulasi ini berfokus
pada reformasi birokrasi dan efisiensi pemerintahan,
termasuk penggunaan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penerapan Manajemen Arsip Elektronik (Permen PANRB
6/2018): Peraturan ini mengatur pengelolaan arsip
elektronik dalam administrasi pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Interoperabilitas Aplikasi
Elektronik (Permen Kominfo 20/2016): Peraturan ini
mengatur standar interoperabilitas yang digunakan dalam
pengembangan aplikasi E-Government untuk memastikan
integrasi yang lancar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data Elektronik (Permen
Kominfo 5/2018): Peraturan ini membahas tata kelola
data elektronik, termasuk penyimpanan, pengelolaan, dan
perlindungan data elektronik dalam konteks E-
Government.
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Selain regulasi di atas, masih banyak peraturan lainnya
yang mengatur aspek-aspek tertentu dari E-Government di
Indonesia. Penting untuk memahami regulasi ini saat
merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan
proyek E-Government untuk memastikan kepatuhan dan
keamanan. Dalam perkembangannya, regulasi terkait E-
Government di Indonesia dapat mengalami perubahan dan
penyempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan pemerintah.

9.5.2 Kebijakan Pemerintah
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Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai
kebijakan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan
Government-to-Government (G2G) E-Government. Ini adalah
langkah penting dalam upaya modernisasi administrasi publik,
meningkatkan efisiensi birokrasi, dan meningkatkan layanan
publik. Beberapa kebijakan pemerintah terkait G2G E-
Government di Indonesia meliputi:

1. Roadmap Nasional E-Government: Pemerintah Indonesia
telah menyusun dan mengimplementasikan Roadmap
Nasional E-Government. Dokumen ini menguraikan
langkah-langkah dan prioritas untuk pengembangan E-
Government dalam beberapa tahun ke depan. Roadmap ini
mencakup integrasi  antarinstansi, standarisasi,
perlindungan data, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Program 100 Smart City: Pemerintah telah meluncurkan
Program 100 Smart City untuk mendorong penggunaan
teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah di kota-kota
besar di seluruh Indonesia. Program ini termasuk
pengembangan aplikasi E-Government dan infrastruktur
teknologi di tingkat kota.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN): RPJMN memasukkan komitmen untuk
mengembangkan E-Government sebagai salah satu elemen



10.

penting dalam modernisasi pemerintahan dan
peningkatan layanan publik.

Kebijakan Open Data: Pemerintah telah mengadopsi
kebijakan Open Data untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah. Data pemerintah yang
bersifat publik diharapkan dapat diakses oleh masyarakat
dan instansi pemerintah lainnya untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan.

Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dalam
Administrasi Publik: Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi
informasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan
efisiensi dan akuntabilitas.

Kebijakan Standar Interoperabilitas: Untuk memastikan
integrasi yang lancar antarinstansi pemerintah,
pemerintah telah mendorong penggunaan standar
interoperabilitas dalam pengembangan aplikasi E-
Government.

Kebijakan Keamanan Informasi: Kebijakan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa data pemerintah yang sensitif
dan penting dilindungi dengan baik. Ini mencakup
langkah-langkah keamanan siber dan perlindungan data.

Kebijakan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN):
Kebijakan ini mencakup pengembangan kapasitas
pegawai negeri dalam penggunaan teknologi informasi,
terutama dalam pengelolaan data dan sistem E-
Government.

Kebijakan Perlindungan Data Pribadi: Perlindungan data
pribadi menjadi perhatian penting dalam kebijakan
pemerintah terkait dengan E-Government. Kebijakan ini
memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan
dikelola oleh instansi pemerintah dilindungi dengan baik.

Kebijakan Inklusi Digital: Pemerintah juga fokus pada
kebijakan yang mendukung inklusi digital, sehingga
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seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan
menggunakan layanan E-Government.

9.6 Keamanana dan Privasi Data

9.6.1 Keamanan Sistem

Keamanan data dan sistem adalah salah satu aspek kunci

dalam implementasi Government-to-Government (G2G) E-
Government. Pemerintah harus memastikan bahwa data sensitif

dan

sistem yang digunakan untuk berbagi informasi

antarinstansi pemerintah terlindungi dengan baik. Berikut
adalah beberapa upaya keamanan data dan sistem dalam
konteks G2G E-Government:

a.
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Kebijakan Keamanan Data: Pemerintah perlu memiliki
kebijakan keamanan data yang jelas dan ketat. Kebijakan
ini  harus mencakup  aturan-aturan = mengenai
pengumpulan,  penyimpanan,  penggunaan, dan
penghapusan data. Ini juga harus mengatur siapa yang
memiliki akses ke data dan bagaimana data harus dijamin
kerahasiaannya.

Pengelolaan Identitas: Sistem G2G harus memiliki sistem
pengelolaan identitas yang kuat. Ini mencakup otentikasi
dua faktor, penggunaan kata sandi yang aman, dan
manajemen akses yang ketat untuk memastikan hanya
orang yang berwenang yang memiliki akses ke data dan
sistem.

Enkripsi Data: Data yang ditransfer antarinstansi
pemerintah harus dienkripsi secara aman. Enkripsi data
memastikan bahwa bahkan jika data disusupi, tidak akan
bisa dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai.

Firewall dan Proteksi Jaringan: Penggunaan firewall dan
perlindungan jaringan yang canggih adalah penting untuk
menghalau serangan siber dan melindungi infrastruktur



jaringan. Firewall mencegah akses yang tidak sah ke
sistem G2G.

Deteksi Ancaman dan Respons Cepat: Instansi pemerintah
harus memiliki sistem deteksi intrusi yang dapat
mengidentifikasi ancaman siber dan serangan dengan
cepat. Respons cepat terhadap serangan adalah kunci
untuk meminimalkan kerugian.

Penyaringan Email dan Konten Web: Pemerintah harus
mengimplementasikan alat penyaringan email dan konten
web yang dapat mengidentifikasi dan memblokir email
atau situs web berbahaya yang dapat mengancam
keamanan data.

Pemulihan Bencana dan Cadangan Data: Sistem G2G harus
memiliki strategi pemulihan bencana yang kuat dan
cadangan data reguler. Ini memastikan bahwa data yang
kritis dapat dipulihkan dalam situasi darurat.

Pelatihan Keamanan untuk Pegawai: Pegawai yang
menggunakan sistem G2G harus diberikan pelatihan
keamanan. Mereka harus memahami risiko dan praktik
terbaik untuk menjaga keamanan data.

Audit Keamanan Reguler: Pemerintah harus melakukan
audit keamanan reguler untuk memastikan bahwa sistem
G2G tetap aman. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi
yang konstan terhadap ancaman dan kerentanan
potensial.

Perlindungan Privasi Data: Pemerintah harus mematuhi
regulasi perlindungan data dan privasi yang berlaku. Ini
termasuk pemrosesan data pribadi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan melaporkan pelanggaran
privasi jika terjadi.
Penggunaan Standar Keamanan: Pemerintah sebaiknya
menggunakan standar keamanan yang diakui secara
internasional dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem G2G.
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Kebijakan dan Prosedur Keamanan yang Jelas: Penting
untuk memiliki kebijakan dan prosedur keamanan yang
jelas dan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh
pegawai dan pihak yang terlibat dalam G2G E-Government.

9.6.2 Privasi Data
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Perlindungan data pribadi warga negara dalam sistem

Government-to-Government (G2G) E-Government adalah salah
satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Berikut adalah beberapa cara bagaimana data pribadi warga
negara dijaga dan diatur dalam sistem G2G:

1.

Kebijakan Privasi Data: Pemerintah perlu memiliki
kebijakan privasi data yang jelas dan ketat yang mengatur
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penghapusan data pribadi. Kebijakan ini harus mematuhi
regulasi perlindungan data yang berlaku.

Otentikasi yang Kuat: Penggunaan otentikasi yang kuat,
seperti kata sandi yang kompleks atau otentikasi dua
faktor, harus diterapkan dalam sistem G2G untuk
memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang
dapat mengakses data pribadi.

Pengaturan Akses yang Ketat: Data pribadi harus hanya
dapat diakses oleh pegawai pemerintah yang memerlukan
akses untuk menjalankan tugas mereka. Pengaturan akses
yang ketat harus diterapkan untuk mencegah akses yang
tidak sah.

Enkripsi Data: Data pribadi yang ditransfer antarinstansi
pemerintah harus dienkripsi untuk melindungi data
selama proses pengiriman.

Penghapusan Data yang Aman: Pemerintah harus
memiliki kebijakan yang jelas mengenai penyimpanan
data dan batasan waktu berlakunya data. Data pribadi
yang tidak lagi diperlukan harus dihapus dengan aman.



10.

11.

Pemantauan dan Audit: Sistem G2G harus memiliki
mekanisme pemantauan dan audit yang memungkinkan
pemerintah untuk melacak siapa yang mengakses data
pribadi dan apa yang mereka lakukan dengannya.

Perlindungan Terhadap Serangan Siber: Sistem G2G harus
dilindungi dari serangan siber. Hal ini mencakup
perlindungan terhadap peretasan, malware, dan serangan
lain yang dapat mengancam keamanan data pribadi.

Pelatihan dan Kesadaran: Pegawai pemerintah yang
bekerja dengan data pribadi harus dilatih tentang praktik
terbaik dalam perlindungan data dan privasi. Mereka juga
perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya
perlindungan data.

Perlindungan Hak Privasi Warga Negara: Pemerintah
harus menghormati hak privasi warga negara dan
memastikan bahwa data pribadi digunakan hanya untuk
tujuan yang sah dan dengan izin yang diperlukan.

Pelaporan Pelanggaran Privasi: Pemerintah harus
memiliki prosedur yang memungkinkan warga negara
melaporkan pelanggaran privasi. Pemerintah juga harus
memiliki kewajiban untuk memberi tahu warga negara
jika terjadi pelanggaran yang mengancam keamanan data
mereka.

Audit dan Evaluasi Berkala: Keefektifan kebijakan dan
praktik perlindungan data harus diaudit dan dievaluasi
secara berkala untuk memastikan bahwa mereka
memenuhi standar keamanan dan privasi yang berlaku.
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9.7 Metrik Pengukuran Kinerja

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan G2G E-Government, seperti tingkat efisiensi,
transparansi, dan kepuasan pengguna.

Tabel 9.2 Metrik Pengukuran Kinerja G2G E-Government

No

Dimensi

Indikator

Deskripsi

Tingkat
Efisiensi

Pengurangan
Biaya
Operasional

Mengukur
penurunan
operasional
pemerintah setelah
implementasi G2G
E-Government.

biaya

Peningkatan
Produktivitas

Mengevaluasi
peningkatan
produktivitas
pegawai
pemerintah
menggunakan
sistem G2G untuk
menjalankan tugas
sehari-hari.

yang

Tingkat
Transparansi

Ketersediaan
Data Publik

Mengukur  sejauh
mana data dan
informasi

pemerintah  yang
relevan tersedia
untuk masyarakat
dan instansi
pemerintah lainnya.

Keterbukaan
Keputusan

Mengevaluasi
tingkat keterbukaan
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No Dimensi Indikator Deskripsi
Pemerintah dalam proses
pengambilan
keputusan
pemerintah,
termasuk akses
publik terhadap
informasi mengenai
peraturan,
kebijakan, dan
keputusan.
3 | Kepuasan Kepuasan Mengukur tingkat
Pengguna Pengguna kepuasan pengguna
Layanan E- terhadap layanan E-
Government Government,
termasuk
kemudahan
penggunaan,
kecepatan, dan
responsivitas.
Kepuasan Mengevaluasi
Pegawai tingkat  kepuasan
Pemerintah pegawai
pemerintah
terhadap
penggunaan sistem
G2G dalam
menjalankan tugas
sehari-hari.
4 | Tingkat adopsi P_enggunaan Mengukur  sejauh
dan Sistem

mana sistem G2G
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No Dimensi Indikator Deskripsi
penggunaan digunakan secara

aktif oleh instansi
pemerintah  yang
dituju. Ini
mencakup tingkat
adopsi aplikasi dan
layanan E-
Government.

Partisipasi Mengukur tingkat

Masyarakat partisipasi
masyarakat dalam
menggunakan
layanan E-
Government, seperti
pengajuan
permohonan,
pembayaran pajak,
atau penyampaian
masukan.

5 Kear.nanan dan Tingkat Mengevaluasi
perlindungan Keamanan tingkat keamanan
data Sistem sistem E-

Government dan
kemampuan untuk
melindungi data
dan sistem dari
ancaman siber.
Perlindungan 11\{/[ engul;ur (‘;mgkat
Data Pribadi epatuhan  dengan

regulasi
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No Dimensi Indikator Deskripsi
perlindungan data
pribadi dan
ketentuan  privasi
dalam sistem G2G E-
Government.

6 .Integra.si antar Kemampuan Menguku.r sejauh

instansi Integrasi mana sistem G2G

dapat
mengintegrasikan
data dan layanan
antarinstansi
pemerintah  untuk
mendukung
kolaborasi dan
berbagi informasi.

Kemampuan

Eksplorasi Data Mengukur
kemampuan untuk
menganalisis data
dari berbagai
sumber instansi
pemerintah  untuk
pengambilan
keputusan yang
lebih baik.

7 | Kualitas data Akurasi dan Mengukur tingkat

Keandalan Data akurasi dan
keandalan data
yang ada dalam

sistem G2G. Data
yang baik adalah
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No Dimensi Indikator Deskripsi
kunci untuk
pengambilan
keputusan yang
tepat

8 | Pemenuhan Mengukur  sejauh
tujuan strategis mana sistem G2G

mendukung
Pencapaian pencapaian tujuan
Tujuan strategis
Pemerintah pemerintah, seperti
peningkatan
layanan publik,
pengurangan
birokrasi, dan
efisiensi
administrasi.

9 | Inovasi dan Mengukur tingkat
pengembangan kemampuan untuk
lanjutan mengembangkan

Kemampuan dan

Inovasi mengimplementasik
an inovasi teknologi
dan proses dalam E-
Government.

Pengembangan Mengukur

Laniatan kemampuan untuk

J

terus
mengembangkan
dan memperbarui
sistem G2G sesuai
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No

Dimensi

Indikator Deskripsi

dengan
perkembangan
teknologi dan
kebutuhan
pemerintah.

9.8 Kasus Sukses implementasi G2G

Contoh-contoh sukses implementasi G2G E-Government di
Indonesia disajikan dalam tabel 9.3.

Tabel 9.3 Kasus Sukses G2G E-Government di Indonesia

No Jenis Deskripsi
Implementasi
1 Online Single

Submission (0SS)

0SS adalah platform G2G yang
memungkinkan  perizinan usaha
terintegrasi secara daring. Ini telah
menyederhanakan dan mempercepat
proses  perizinan berusaha di
Indonesia. 0SS  telah  berhasil
meningkatkan efisiensi dalam
pemberian izin dan mengurangi
birokrasi, yang memudahkan pelaku
usaha untuk  memulai atau
mengembangkan usaha mereka
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No

Jenis
Implementasi

Deskripsi

Sistem
Perpajakan
Elektronik

Pemerintah Indonesia telah sukses
mengimplementasikan sistem
perpajakan elektronik yang
memungkinkan pengisian dan
pembayaran pajak secara daring. Hal
ini telah membantu meningkatkan
efisiensi dalam pengumpulan pajak
dan mengurangi potensi
penyalahgunaan

Sistem Informasi
Keuangan
Daerah

SISKEU adalah sistem  yang
memungkinkan pemerintah daerah
untuk mengelola anggaran, laporan
keuangan, dan audit. Implementasi
SISKEU telah meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah, serta memfasilitasi
kolaborasi antarinstansi pemerintah.

e-Budgeting

Sistem e-Budgeting digunakan untuk
merencanakan dan mengelola
anggaran di berbagai instansi
pemerintah. Implementasinya telah
membantu  dalam  perencanaan
anggaran yang lebih efisien dan
akurat.

Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian

SIMPEG  adalah
memungkinkan manajemen data
pegawai pemerintah.
Implementasinya telah meningkatkan

sistem  yang
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No Jenis Deskripsi
Implementasi
efisiensi dalam manajemen sumber
daya manusia di sektor pemerintah.
6 Sistem Informasi _ .
. SIPD memungkinkan pemerintah
Pemerintah i h K Lol
Daerah aerah untuk mengelola anggaran,
program, dan laporan Kkeuangan.
Implementasinya telah membantu
dalam pemantauan dan pengelolaan
sumber daya dengan lebih efisien dan
transparan.

7 SIAK digunakan untuk manajemen
Sistem Informasi | data kependudukan.
Kependudukan | Implementasinya telah meningkatkan

akurasi data kependudukan dan
memfasilitasi  pelayanan  publik
terkait penduduk.

8 Implementasi LKPD elektronik telah
Laporan . .

meningkatkan transparansi keuangan
Keuangan . e
- pemerintah daerah dan efisiensi
Pemerintah dalam pelaporan keuangan
Daerah (LKPD) peiap gan.
Elektronik
9 PANDA adalah platform yang

Pusat Data dan
Analisis
(PANDA)

mengintegrasikan data pemerintah
dari berbagai instansi untuk analisis
dan pengambilan keputusan yang
lebih  baik. Ini memungkinkan
pemerintah untuk mengoptimalkan
sumber daya dan meningkatkan
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No Jenis Deskripsi
Implementasi
efisiensi.
10 : SPAN digunakan untuk mengelola
Sistem keuangan negara dan mendukun
Perbendaharaan 5 5 &

dan  Anggaran
Negara (SPAN)

penyusunan anggaran.
Implementasinya telah meningkatkan
akuntabilitas keuangan pemerintah
pusat
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BAB 10
E-Governance UNTUK
MEMINIMALISIR KORUPSI

Oleh Samuel Ady Sanjaya

10.1 Pendahuluan

Dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, ada pergeseran paradigma dalam
pengelolaan administrasi publik, yang telah melahirkan konsep
pemerintahan digital atau E-Governance. Sejalan dengan
perkembangan tersebut, bab ini bertujuan untuk mengungkap
secara mendalam mengenai peran kunci pemerintahan digital dalam
merubah dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Fokus
utama dari bab ini adalah menjelaskan mengapa konsep governansi
digital menjadi begitu krusial, terutama dalam konteks pengurangan
tingkat korupsi yang selama ini menjadi perhatian serius dalam
konteks pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, pemerintah di seluruh dunia semakin
mengadopsi prinsip-prinsip E-Governance untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan memperbaiki mekanisme
administratif (Al-Rzoky, Al Mahdi and Al-Samariy, 2019). Bab ini
bertujuan untuk menyelidiki dan menguraikan secara komprehensif
mengapa konsep governansi digital menjadi sangat penting, dengan
fokus khusus pada peran kunci E-Governance dalam mengurangi
korupsi, salah satu tantangan terbesar dalam administrasi publik.
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Pentingnya bab ini terletak pada pendalaman pemahaman
tentang tujuan utama dari penerapan E-Governance. Di sini, kita
akan menjelajahi sejauh mana teknologi dapat difungsikan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai
proses pemerintahan. Transparansi adalah elemen pokok dalam
pemerintahan yang baik, dan E-Governance memberikan sarana
yang luar biasa untuk membuka akses terhadap informasi publik,
memastikan bahwa keputusan pemerintah dapat dipahami dan
diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas, dalam konteks ini, tidak
hanya mencakup pertanggungjawaban administratif tetapi juga
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam bahasan ini akan dijelaskan bagaimana E-Governance
dapat membentuk dasar yang kokoh untuk meminimalisir risiko
tindak korupsi. Penggunaan teknologi dalam proses pengambilan
keputusan, pelacakan anggaran, dan penyelenggaraan layanan
publik dapat menciptakan sistem yang lebih terbuka, transparan,
dan mengurangi kesempatan praktik korupsi. Dengan merinci
implementasi prinsip E-Governance dalam skenario dunia nyata, kita
dapat memahami lebih baik bagaimana konsep ini dapat diadopsi
dan disesuaikan dengan berbagai konteks pemerintahan.

Dengan mendalami bab ini, pembaca diharapkan dapat
memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana
pemerintahan digital dapat menjadi katalisator utama untuk
menciptakan lingkungan administrasi publik yang efisien, responsif,
dan terbebas dari praktik korupsi.
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10.2 Kerangka Konseptual E-Governance dalam
Pemerintahan

10.2.1 Definisi dan Karakteristik E-Governance

E-Governance, atau pemerintahan digital, merupakan
konsep yang mencakup penerapan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam administrasi publik (R, 2023). Secara
esensial,  E-Governance  menciptakan  fondasi  yang
memungkinkan  pemerintah dan masyarakat saling
berinteraksi secara lebih efektif, menciptakan suatu ekosistem
di mana layanan publik dapat diakses dengan cepat dan efisien.
Salah satu karakteristik utama E-Governance adalah
transformasi  fundamental = dalam cara  pemerintah
berkomunikasi dengan warganya dan sebaliknya.

Penerapan teknologi informasi menjadi tulang punggung
E-Governance, memungkinkan proses administratif yang lebih
cepat, akurat, dan transparan. Melalui platform digital,
pemerintah dapat menyediakan informasi publik, memfasilitasi
partisipasi masyarakat, dan memberikan layanan secara online.
Karakteristik kunci lainnya termasuk adopsi e-forms untuk
administrasi elektronik, pembangunan portal pelayanan publik,
dan penggunaan big data untuk pengambilan keputusan yang
lebih cerdas. Terdapat pula pemakaian teknologi identifikasi
unik, seperti e-KTP, untuk meningkatkan keamanan dan
akurasi dalam memberikan pelayanan.

Pentingnya karakteristik ini tidak hanya terletak pada
efisiensi administratif, tetapi juga pada pengembangan
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. E-Governance
menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga
negara, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam
pembentukan kebijakan, memberikan umpan balik langsung,
dan mengakses informasi yang diperlukan. Ini menciptakan
lingkungan di mana pemerintah dapat merespons lebih cepat
terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, E-
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Governance juga menciptakan kesempatan untuk membangun
pemerintahan yang lebih transparan. Dengan
mempublikasikan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan
kinerja pemerintah secara online, masyarakat memiliki akses
yang lebih besar terhadap informasi yang relevan. Pemerintah,
pada gilirannya, dapat memanfaatkan teknologi untuk
memantau pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan umpan
balik real-time. Secara keseluruhan, E-Governance adalah
landasan yang memungkinkan pemerintahan untuk
mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka, responsif, dan
partisipatif. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek
teknis, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dalam cara
pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan bekerja
sama.

10.2.2 Model E-Governance untuk Meminimalisir Korupsi

252

E-Governance, atau pemerintahan digital, mengacu
pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dalam berbagai aspek administrasi publik untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi . Dalam upaya
mengurangi tingkat korupsi, model-model E-Governance
telah muncul sebagai alat efektif untuk mencapai tujuan ini.
Salah satu model yang terbukti berhasil adalah integrasi
teknologi dalam proses pengambilan keputusan dan
penyelenggaraan layanan publik. Model ini memanfaatkan
algoritma cerdas dan analisis data untuk mendeteksi pola
kecurangan, mengidentifikasi ketidakpatuhan, dan
memberikan pencegahan secara proaktif.

Teknologi blockchain juga muncul sebagai instrumen yang
efektif dalam meminimalisir risiko korupsi. Melalui
penggunaan ledger terdistribusi, setiap transaksi dapat tercatat
dengan aman dan transparan, menghilangkan potensi
manipulasi data dan kegiatan korupsi. Praktek ini telah
diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan



keuangan publik dan rantai pasok untuk memastikan integritas
data.

Model E-Governance juga memberikan penekanan pada
partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses
pengambilan keputusan. Platform-partisi yang memanfaatkan
teknologi partisipatif, seperti forum online atau aplikasi
berbasis warga, dapat meningkatkan transparansi dan
menggalang dukungan publik. Masyarakat dapat memberikan
umpan balik langsung, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan
berpartisipasi dalam pengawasan keuangan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan mengurangi korupsi, penerapan
praktek terbaik menjadi sangat penting. Ini melibatkan
penggunaan enkripsi untuk melindungi integritas data,
pelatihan personel pemerintah dalam keamanan siber, dan
penerapan audit elektronik secara berkala untuk memastikan
kepatuhan dengan standar etika dan hukum. Selain itu,
mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pengadilan dan
penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan
mempercepat proses penegakan hukum terhadap praktik
korupsi. Dengan merinci dan menerapkan model-model ini, E-
Governance membuktikan dirinya sebagai suatu sarana yang
kuat dalam mengatasi korupsi. Integrasi teknologi dan praktek
terbaik tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi publik
tetapi juga menciptakan lingkungan di mana integritas,
transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar-pilar utama
dalam pengelolaan negara.
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10.3 Transparansi dan Akuntabilitas

10.3.1 Peran Transparansi dalam E-Governance
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Peran transparansi dalam E-Governance tidak hanya
menjadi elemen kunci, tetapi juga landasan utama dalam
menciptakan sistem administrasi publik yang responsif dan
terpercaya. Integrasi transparansi dalam E-Governance
melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk
memberikan visibilitas maksimal terhadap keputusan dan
aktivitas pemerintah. Salah satu pendekatan utama adalah
pembangunan portal pelayanan publik yang berfungsi sebagai
pintu gerbang informasi terbuka bagi masyarakat. Melalui
portal ini, dokumen kebijakan, data anggaran, dan informasi
terkait lainnya dapat diakses dengan mudah oleh warga negara,
menciptakan lapisan transparansi yang tinggi terhadap proses
pengambilan keputusan.

Teknologi informasi menjadi kunci dalam memperkuat
transparansi. Sistem E-Governance menggunakan alat-alat
seperti big data dan analisis data untuk mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan informasi dengan cara yang mudah
dimengerti oleh masyarakat umum. Ini mencakup penggunaan
visualisasi data yang menarik dan informatif, yang
memudahkan pemahaman terhadap keputusan pemerintah
dan dampaknya pada tingkat individu dan komunitas. Selain
itu, langkah-langkah terkait keamanan dan integritas data
sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang
disajikan melalui sistem E-Governance dapat dipercaya.
Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, dapat memberikan
keamanan tambahan dengan menciptakan catatan transaksi
yang tidak dapat diubah, memberikan tingkat kepercayaan
yang lebih tinggi terhadap informasi yang disajikan (Goswami,
Agrawal and Bhatia, 2020).



Peran transparansi tidak hanya berhenti pada
memberikan akses terbuka terhadap informasi, tetapi juga
merambah ke dalam pemberdayaan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif. E-Governance menciptakan saluran
partisipasi publik yang memungkinkan warga negara
memberikan masukan, memberikan komentar, atau bahkan
terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini
menciptakan dinamika dua arah yang kuat antara pemerintah
dan masyarakat, memperkuat transparansi dan membangun
kepercayaan. Secara keseluruhan, peran transparansi dalam E-
Governance menciptakan fondasi yang kuat untuk
pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Dengan
memberikan visibilitas maksimal terhadap keputusan dan
aktivitas pemerintah, E-Governance tidak hanya menciptakan
sistem yang lebih efisien, tetapi juga memperkuat ikatan antara
pemerintah dan masyarakat dalam perjalanan menuju
administrasi publik yang lebih transparan dan terpercaya.

10.3.2 Mekanisme Akuntabilitas dalam Konteks Digital

Pentingnya mekanisme akuntabilitas yang kuat dalam
konteks digital menjadi semakin mendasar dalam mengelola
administrasi publik yang kompleks dan terkait erat dengan
penggunaan teknologi informasi. Mekanisme ini membentuk
dasar untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung
jawab secara jelas terhadap masyarakatnya. Dalam era E-
Governance, di mana banyak keputusan dan layanan dikelola
secara digital, mekanisme akuntabilitas berperan sentral dalam
memastikan  integritas, transparansi, dan efektivitas
pemerintahan.

Pertama-tama, mekanisme akuntabilitas membahas
kebutuhan untuk melindungi integritas data dan informasi.
Dalam lingkungan digital yang rentan terhadap ancaman siber
dan manipulasi data, pemerintah perlu mengadopsi langkah-
langkah keamanan cyber yang canggih. Ini mencakup
penggunaan enkripsi, pemantauan keamanan secara real-time,
dan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data dan
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informasi penting dari potensi kebocoran atau perubahan yang
tidak sah. Selain itu, mekanisme akuntabilitas dalam konteks
digital juga melibatkan penerapan sistem audit elektronik yang
efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan,
keputusan, atau transaksi yang terjadi dalam ekosistem digital
dapat dilacak, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Sistem
audit yang kuat memberikan jaminan bahwa pemerintah
bertindak sesuai dengan etika, hukum, dan kebijakan yang
telah ditetapkan.

Lebih lanjut, pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip
akuntabilitas dalam desain dan pelaksanaan kebijakan digital
mereka. Dengan memperkenalkan mekanisme pelaporan yang
terbuka dan terpercaya, masyarakat dapat lebih mudah
mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan umpan
balik. Penggunaan platform partisipatif dan forum daring dapat
menjadi sarana efektif untuk mendorong transparansi dan
memastikan bahwa keputusan pemerintah mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, di era
digital ini, mekanisme akuntabilitas tidak hanya menjadi
pertanyaan etika tetapi juga menjadi syarat mutlak dalam
membangun pemerintahan yang efisien dan dapat dipercaya.
Dengan melibatkan prinsip-prinsip ini dalam lingkungan E-
Governance, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat
untuk  dipertanggungjawabkan secara jelas terhadap
masyarakatnya, menciptakan ikatan saling percaya antara
pemerintah dan warganya dalam dunia digital yang terus
berkembang.



10.4 Keamanan dan Privasi Data

10.4.1 Keamanan Data dalam Sistem E-Governance

Keamanan data dalam sistem E-Governance menempati
posisi krusial karena mengingat lingkungan digital yang
semakin kompleks dan rentan terhadap ancaman keamanan
siber. Pentingnya melindungi data sensitif di era digital tidak
hanya berkaitan dengan hak privasi individu, tetapi juga
dengan  keberlanjutan dan  integritas  operasional
pemerintahan. Dalam konteks ini, sistem E-Governance
dirancang dengan fokus pada pencegahan ancaman keamanan
dan serangan siber yang dapat merugikan integritas data dan
membahayakan kepercayaan masyarakat.

Sistem E-Governance yang kokoh memerlukan lapisan
keamanan yang komprehensif, termasuk enkripsi data,
penggunaan firewall, dan pemantauan keamanan yang terus-
menerus. Hal ini bertujuan untuk melindungi data sensitif,
seperti informasi identitas, keputusan kebijakan, dan detail
keuangan, dari akses yang tidak sah atau manipulasi oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pencegahan ancaman keamanan dalam E-
Governance juga terfokus pada upaya mencegah rencana
penghapusan jejak tindak pidana korupsi. Sistem ini harus
memperkenalkan kontrol akses yang ketat, memastikan bahwa
hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses ke data
sensitif dan melakukan pemantauan aktivitas secara real-time
untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Implementasi
teknologi blockchain dapat memainkan peran penting dalam
menciptakan jejak digital yang tidak dapat diubah, membantu
mencegah penyusupan dan manipulasi data yang dapat
merusak integritas informasi terkait tindak pidana korupsi.
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Pentingnya melindungi data dalam konteks E-Governance
juga melibatkan pelatihan yang berkelanjutan untuk personel
pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan informasi.
Meningkatkan kesadaran terhadap praktik keamanan siber
terbaru dan memahami cara melindungi data selama siklus
hidupnya adalah langkah penting dalam menjaga integritas
sistem E-Governance. Dengan memprioritaskan keamanan data,
sistem E-Governance dapat membangun Kkepercayaan
masyarakat  terhadap penggunaan teknologi dalam
administrasi publik. Ini tidak hanya memastikan perlindungan
terhadap data sensitif, tetapi juga membentuk dasar untuk
menghindari ancaman korupsi dan menjaga keberlanjutan
pemerintahan yang bersih dan terpercaya dalam era digital ini.

10.4.2 Pengelolaan Privasi Data Masyarakat
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Pengelolaan privasi data masyarakat dalam konteks E-
Governance memerlukan pendekatan yang cermat dan
terencana untuk memastikan bahwa informasi pribadi warga
negara tetap aman dan terlindungi. Langkah-langkah dan
kebijakan yang diterapkan harus memprioritaskan keamanan
data tanpa mengorbankan akses yang diperlukan untuk
meningkatkan layanan publik. Salah satu langkah kunci dalam
memastikan privasi yang baik adalah pengembangan kebijakan
privasi yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu
mengidentifikasi dan merinci cara data pribadi akan
dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta memberikan
penjelasan yang komprehensif tentang hak-hak individu dalam
melibatkan dan mengontrol data mereka.

Adopsi teknologi enkripsi menjadi aspek penting dalam
mengamankan data pribadi. Pemerintah dapat meng-
integrasikan protokol enkripsi yang kuat untuk melindungi
data sensitif dari akses yang tidak sah selama proses
pengiriman dan penyimpanan. Dalam hal ini, pelatihan yang
tepat untuk personel pemerintah yang terlibat dalam
manajemen data menjadi kunci untuk memastikan bahwa
teknologi ini diterapkan dengan benar dan efektif.



Pemerintah juga harus memastikan bahwa hanya
informasi yang diperlukan untuk tujuan tertentu yang
dikumpulkan, dan bahwa data tersebut tidak akan digunakan
untuk keperluan lain tanpa izin yang jelas dari pemilik data.
Penetapan batasan yang ketat tentang penggunaan dan
penyimpanan data pribadi dapat menjadi langkah proaktif
untuk melindungi privasi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan privasi data masyarakat juga
memerlukan implementasi kontrol akses yang ketat dan
pengaturan keamanan berlapis. Ini melibatkan penerapan
sistem identifikasi yang aman dan mekanisme otentikasi ganda
untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang
yang memiliki akses ke informasi pribadi. Langkah-langkah
tersebut perlu disertai dengan upaya edukasi dan peningkatan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data.
Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk
memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang
bagaimana data mereka digunakan, hak-hak privasi mereka,
dan cara mereka dapat mengontrol informasi pribadi mereka.

Dengan merancang kebijakan privasi yang komprehensif,
mengintegrasikan teknologi enkripsi, dan meningkatkan
kesadaran masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa
privasi data masyarakat terjaga dengan baik dalam konteks E-
Governance. Ini bukan hanya langkah-langkah penting untuk
memenuhi tuntutan etika dan hukum, tetapi juga untuk
membangun kepercayaan yang diperlukan dalam penerapan
teknologi digital dalam administrasi publik.
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10.5 Tantangan dan Hambatan Implementasi

10.5.1 Tantangan Teknis
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Mengimplementasikan E-Governance membawa sejumlah
tantangan teknis yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk
memastikan kesuksesan dan keberlanjutan proyek. Salah satu
tantangan utama adalah integrasi sistem yang ada dengan
teknologi baru. Sistem administrasi publik tradisional mungkin
menggunakan infrastruktur yang sudah ada, dan meng-
hubungkannya dengan solusi E-Governance memerlukan
pemahaman mendalam tentang interoperabilitas dan integrasi
data. Strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini
melibatkan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana teknologi
baru dapat diselaraskan dengan infrastruktur yang ada, dengan
memanfaatkan standar terbuka dan API (Application
Programming Interface) yang mendukung integrasi yang lebih
lancar.

Selain itu, keamanan data merupakan tantangan Kkritis
yang harus diatasi dalam mengimplementasikan E-Governance.
Dengan data yang semakin menjadi aset berharga,
perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran
informasi menjadi prioritas utama. Strategi untuk mengatasi
tantangan ini melibatkan penerapan langkah-langkah
keamanan siber yang canggih, termasuk enkripsi data, firewall,
dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Pelibatan ahli
keamanan siber dan penerapan kebijakan keamanan yang
ketat menjadi langkah-langkah proaktif yang dapat diambil
oleh pemerintah.



Selanjutnya, tantangan terkait dengan kapasitas dan
keterampilan sumber daya manusia juga muncul. Mengelola
dan memelihara teknologi E-Governance membutuhkan
keahlian yang spesifik. Strategi untuk mengatasi tantangan ini
termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi personel
pemerintah dan upaya rekrutmen tenaga kerja yang memiliki
keterampilan teknis yang sesuai. Adopsi teknologi oleh
masyarakat juga dapat menjadi tantangan. Masyarakat
mungkin perlu menyesuaikan diri dengan platform baru, dan
pemahaman teknologi di antara mereka mungkin bervariasi.
Strategi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan kampanye
penyuluhan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam
proses pengembangan dan implementasi solusi E-Governance.
Dengan mengidentifikasi tantangan teknis ini dan menerapkan
strategi yang tepat, pemerintah dapat mengatasi hambatan dan
memastikan  kelancaran  implementasi  E-Governance.
Kesadaran dan pemahaman mendalam tentang tantangan ini
menjadi kunci untuk merancang solusi yang efektif dan
berkelanjutan dalam transformasi administrasi publik menuju
era digital.

10.5.2 Tantangan Kebijakan dan Budaya

Selama implementasi E-Governance, sejumlah tantangan
kebijakan dan budaya dapat muncul, memerlukan perhatian
khusus untuk memastikan kesuksesan transformasi
administrasi publik. Salah satu hambatan kebijakan yang
umum adalah ketidaksesuaian regulasi yang sudah ada dengan
kebutuhan E-Governance. Langkah-langkah kebijakan yang
diwariskan dari era administrasi tradisional mungkin tidak
selaras sepenuhnya dengan kebutuhan dan dinamika E-
Governance. Mengatasi hambatan ini memerlukan evaluasi
mendalam tentang peraturan yang ada, dengan upaya untuk
memperbarui dan menyelaraskan regulasi dengan lingkungan
digital yang terus berkembang.
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Sementara itu, tantangan budaya yang mungkin muncul
termasuk resistensi terhadap perubahan dan paradigma
tradisional terkait dengan pemerintahan. Masyarakat dan
personel pemerintah mungkin menunjukkan ketidaknyamanan
atau kekhawatiran terhadap pergeseran ke E-Governance
karena perubahan ini seringkali memerlukan adaptasi
terhadap teknologi yang mungkin belum dikuasai oleh semua
pihak. Strategi untuk mengatasi resistensi ini melibatkan
kampanye penyuluhan dan pelibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan dan implementasi. Pendidikan
masyarakat tentang manfaat E-Governance dan cara
penggunaan teknologi dapat membantu mengubah pandangan
negatif menjadi dukungan yang positif.

Perubahan budaya juga mencakup transformasi dalam
pola pikir dan sikap pemerintahan. Paradigma tradisional yang
mungkin cenderung hierarkis dan berbasis kertas perlu diubah
menjadi lebih responsif, terbuka, dan partisipatif. Keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan
platform partisipatif dapat membantu memecahkan hambatan
budaya ini. Pada saat yang sama, pemerintah perlu
memberikan dukungan dan insentif bagi personel yang
beradaptasi dengan perubahan budaya ini, memberikan
pelatihan yang diperlukan, dan menciptakan lingkungan yang
mendukung inovasi dan kolaborasi.

Sebagai kesimpulan, tantangan kebijakan dan budaya
dalam implementasi E-Governance menekankan perlunya
pendekatan holistik. Memahami dan mengatasi hambatan ini
memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan
dan budaya terintegrasi dengan baik dengan evolusi teknologi.
Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan
dan merangkul perubahan budaya yang positif, pemerintah
dapat meraih potensi penuh E-Governance dalam
meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat.



10.6 Studi Kasus: Keberhasilan Implementasi E-
Governance

10.6.1 E-Governance di Negara Indonesia

E-Governance di Indonesia telah menjadi inisiatif penting
untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
administrasi publik.

a. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMDA)

Salah satu studi kasus sukses yang menonjol adalah
implementasi SIMDA di beberapa pemerintahan daerah.
SIMDA bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah
proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk
pengelolaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan
keuangan. Melalui integrasi teknologi informasi, SIMDA
meminimalkan potensi kecurangan dan kesalahan dalam
pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat
membantu mengurangi tingkat korupsi (SIMDA, 2020).

Diberlakukannya Paket Undang-Undang Keuangan
Negara, termasuk UU Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004
tentang  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara,
merupakan tonggak penting dalam reformasi manajemen
pemerintahan. Semangat reformasi terlihat dari peraturan
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pengelolaan
keuangan negara, yang memasukkan standar terbaik
untuk pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan
keuangan negara, penerapan prinsip akuntabilitas
berorientasi hasil (result-oriented accountability), juga
dikenal sebagai akuntabilitas kinerja (performance
accountability)  dan  transparansi  (transparency)
merupakan pergeseran paradigma yang signifikan.
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Sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan
pemerintah daerah. Roadmap pengembangan SIMDA
dapat dilihat pada Gambar X.
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Gambar 10.1 Roadmap Pengembangan SIMDA (SIMDA, 2020)



Tujuan dari Program Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah ini adalah sebagai berikut:

e Membantu pemerintah daerah membangun dan
menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja
yang memungkinkan tata kelola yang baik, termasuk
pengendalian yang memadai atas transaksi dan
informasi.

e Aplikasi SIMDA dikembangkan secara generik atau
berbagi pakai, sehingga pemda tidak perlu
mengembangkan aplikasi serupa yang membutuhkan
banyak sumber daya.

e Menyediakan database yang terintegrasi tentang
kondisi daerah yang mencakup aspek keuangan, aset,
kinerja, personel, dan pelayanan publik, serta
kepegawaian dan aparatur. Database ini dapat
digunakan untuk menilai kinerja lembaga pemerintah
daerah.

e Memberikan informasi tentang manajemen
pemerintah daerah yang lengkap, tepat, dan akurat.
Seluruh pemangku kepentingan dapat menggunakan
informasi ini untuk membuat keputusan.

e Menyiapkan aparat daerah untuk meningkatkan
penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

e Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk
menerapkan otonomi daerah.

Proses pengembangan sistem aplikasi versi berikutnya
sangat dipengaruhi oleh dinamika perubahan regulasi. Oleh
karena itu, rencana pengembangan aplikasi SIMDA harus
fleksibel dan dinamis agar dapat mengikuti perubahan regulasi
yang dibuat oleh semua stakeholder. Selain itu, pengembangan
aplikasi SIMDA juga harus memenuhi kebutuhan informasi dari
pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan instansi
pemerintah lainnya. Beberapa tujuan sebelumnya juga dapat
dilihat pada gambaran struktur bagian SIMDA yang dapat
dilihat pada Gambar 10.2.
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PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH
melalui Pengembangan dan Implementasi Sistem informasi

LS IN - Berbagi Pakai => Efisien
LLLUNIULLLE - Built in control =>Informasi Handal

LUSCLUGUEN - Interoperability => Untuk Kebuthan
SIMDA Besail oo

SIMDA SIMDA
Perencanaan

SIMDA BMD SIMDA
Pendapatan (403 pemda) SAKIP

Capaian Opini LKPD 2018

Dari 443 WTP pengguna
SIMDA 360 atau 81 %

Dari 86 WDP Pengguna
SIMDA 75 atau 87 %

Gambar 10.2 Struktur Bagian dari SIMDA (SIMDA, 2020)

b. E-Procurement

Selain itu, program E-Procurement juga telah berhasil
diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya untuk
meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko
korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh
instansi  pemerintah. Sistem E-Procurement me-
manfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi dan
memonitor setiap tahap proses pengadaan secara online,
mulai dari pengumuman lelang hingga evaluasi kontraktor.
Ini tidak hanya meminimalkan potensi praktik korupsi
tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka
dan adil bagi penyedia layanan.
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E-Procurement, atau pengadaan elektronik, adalah

suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses
pengadaan barang, jasa, dan konstruksi secara elektronik.
Di Indonesia, E-Procurement diterapkan sebagai bagian
dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi,
efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan
jasa publik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait
dengan implementasi E-Procurement di Indonesia:

Sistem Pengadaan Terpadu: E-Procurement di
Indonesia diterapkan melalui Sistem Pengadaan
Secara  Elektronik  (SPSE), yang bertujuan
menyediakan platform terpadu untuk proses
pengadaan secara elektronik. SPSE mencakup
berbagai tahap pengadaan, mulai dari pendaftaran
vendor, penyusunan dokumen pengadaan, hingga
pengumuman dan evaluasi penawaran.

Transparansi dan Akuntabilitas: Salah satu tujuan
utama  E-Procurement adalah  meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan
publik. Melalui SPSE, informasi terkait pengadaan,
termasuk  dokumen  pengadaan,  spesifikasi
barang/jasa, dan hasil evaluasi, dapat diakses oleh
semua pihak yang berkepentingan, termasuk peserta
lelang dan masyarakat umum. Hal ini membantu
mencegah praktik korupsi dan nepotisme.

Efisiensi dan Penghematan Biaya: Implementasi E-
Procurement di Indonesia diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan.
Penggunaan platform elektronik memungkinkan
penyederhanaan proses, pengurangan birokrasi, dan
penghematan biaya administrasi yang terkait dengan
pengadaan tradisional. Ini juga membantu
mempercepat siklus pengadaan, sehingga proyek-
proyek dapat dimulai lebih cepat.
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e  Partisipasi Vendor yang Lebih Luas: E-Procurement
memfasilitasi partisipasi vendor yang lebih luas dan
memberikan peluang yang sama kepada semua pihak
yang berminat. Vendor dapat mendaftar, mengakses
informasi pengadaan, dan mengajukan penawaran
secara daring. Hal ini membuka peluang bagi vendor
kecil dan menengah untuk bersaing secara adil
dengan perusahaan besar.

e Integrasi dengan Sistem Keuangan dan Pajak: Sistem
E-Procurement diintegrasikan dengan sistem
keuangan dan pajak, memungkinkan pelacakan yang
lebih baik terhadap penggunaan dana publik
Integrasi ini juga mendukung transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

e Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: E-Procurement
menyediakan data yang dapat dipantau dan
dievaluasi untuk menilai kinerja pengadaan publik.
Ini membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk
melakukan analisis terhadap efektivitas sistem dan
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Melalui implementasi E-Procurement, Indonesia
berusaha untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang
lebih terbuka, efisien, dan adil. Meskipun tantangan terkait
dengan adopsi teknologi dan kesadaran vendor masih
perlu diatasi, E-Procurement terus menjadi instrumen
penting dalam meningkatkan tata kelola pengadaan
barang dan jasa publik di Indonesia.



Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

SABH merupakan platform berbasis daring yang
memungkinkan perusahaan dan badan hukum untuk
melakukan pengurusan dan perpanjangan dokumen
administrasi mereka secara elektronik. Melalui SABH,
pengguna dapat mengajukan permohonan dan mengakses
informasi terkait akte perusahaan, tanda daftar
perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Ini tidak hanya
mempercepat  proses  administratif tetapi  juga
memberikan transparansi yang lebih baik dalam perizinan
dan administrasi badan hukum.

Sistem  Administrasi Badan Hukum (SABH)
merupakan salah satu inisiatif E-Governance di Indonesia
yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah
proses administrasi terkait badan hukum, seperti
perusahaan dan entitas hukum lainnya. Inisiatif ini
dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) dengan tujuan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam
pengelolaan administrasi badan hukum. Berikut beberapa
poin penting terkait dengan SABH:

e  Proses Administrasi yang Cepat dan Efisien: SABH
dirancang untuk menyederhanakan dan
mempercepat proses administrasi badan hukum.
Melalui platform ini, perusahaan dan badan hukum
dapat mengajukan permohonan, mengakses
informasi, dan memperbarui dokumen-dokumen
administrasi mereka secara daring, mengurangi
ketergantungan pada proses manual yang lebih
lambat.

e  Akses Terbuka ke Informasi Hukum: Salah satu aspek
penting dari SABH adalah memberikan akses terbuka
ke informasi hukum. Melalui sistem ini, informasi
terkait akte perusahaan, tanda daftar perusahaan,
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dan dokumen hukum lainnya dapat diakses secara
mudah oleh pihak yang berkepentingan, termasuk
masyarakat umum.

e Penerapan Teknologi dalam Administrasi Hukum:
SABH memanfaatkan teknologi informasi untuk
meningkatkan pengelolaan administrasi badan
hukum. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan
dokumen dan proses administratif dapat
meminimalkan risiko kesalahan manusiawi dan
meningkatkan akurasi data.

e Pemberdayaan Badan Hukum: Sistem ini
memberdayakan badan hukum untuk dapat
mengelola sendiri administrasi mereka dengan lebih
efektif. Perusahaan dan entitas hukum lainnya dapat
mengelola permohonan, pembaruan data, dan
dokumentasi mereka sendiri melalui antarmuka yang
ramah pengguna.

e Pemantauan dan Pengawasan: SABH juga
menyediakan kemampuan untuk pemantauan dan
pengawasan lebih baik oleh pihak berwenang. Ini
membantu Kemenkumham dan instansi terkait untuk
mengawasi kepatuhan hukum dan mengidentifikasi
potensi pelanggaran atau penyalahgunaan.

Dengan demikian, SABH mencerminkan upaya
pemerintah Indonesia dalam mengadopsi teknologi
informasi untuk menyederhanakan proses administrasi
badan hukum, meningkatkan transparansi, dan
memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada
pemangku kepentingan terkait dengan aspek hukum
entitas bisnis.



Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis
Elektronik (SIMPUS)

Sebagai contoh lain, SIMPUS merupakan inisiatif E-

Governance di sektor kesehatan. SIMPUS memungkinkan
penyimpanan dan manajemen data kesehatan pasien
secara elektronik, termasuk riwayat kesehatan, resep obat,
dan informasi medis lainnya. Dengan adopsi SIMPUS,
pelayanan Kkesehatan dapat menjadi lebih efisien dan
terkoordinasi, memfasilitasi akses yang lebih cepat dan
akurat terhadap informasi kesehatan pasien.
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis
Elektronik (SIMPUS) merupakan sebuah inisiatif E-
Governance di Indonesia yang difokuskan pada sektor
kesehatan. Tujuan utama dari SIMPUS adalah untuk
meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan
dalam pengelolaan informasi  kesehatan, serta
memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada
masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan
SIMPUS:

e Manajemen Data Kesehatan: SIMPUS dirancang
untuk memudahkan pengumpulan, penyimpanan,
dan manajemen data kesehatan. Ini mencakup
informasi seperti riwayat kesehatan pasien, resep
obat, hasil pemeriksaan medis, dan data kesehatan
lainnya. Dengan adanya SIMPUS, informasi ini dapat
diakses dan dikelola secara elektronik, menggantikan
proses manual yang cenderung lebih lambat dan
rentan terhadap kesalahan.

e Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi: SIMPUS
mendukung integrasi data kesehatan dari berbagai
layanan dan fasilitas kesehatan. Hal ini
memungkinkan tenaga medis untuk dengan mudah
mengakses informasi yang dibutuhkan untuk
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memberikan pelayanan yang lebih holistik dan
terkoordinasi kepada pasien.

Aksesibilitas dan Keterjangkauan: Salah satu tujuan
utama SIMPUS adalah memberikan aksesibilitas dan
keterjangkauan lebih baik terhadap layanan
kesehatan. Pasien dan petugas kesehatan dapat
mengakses informasi kesehatan dengan cepat dan
mudah, yang dapat membantu dalam pengambilan
keputusan yang lebih baik terkait perawatan dan
manajemen penyakit.

Penilaian Kinerja Instansi Kesehatan: SIMPUS juga
menyediakan data yang komprehensif tentang
kinerja instansi kesehatan, termasuk statistik
kesehatan, pencapaian target, dan evaluasi layanan
kesehatan. Informasi ini dapat digunakan untuk
menilai dan meningkatkan efektivitas sistem
kesehatan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan
teknologi informasi dalam SIMPUS memberikan
keuntungan seperti keamanan data, akurasi
informasi, dan kemampuan untuk melacak sejarah
kesehatan secara lebih efisien. Teknologi ini juga
memfasilitasi proses administratif, mengurangi
waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan data
kesehatan.

Pendidikan Masyarakat: SIMPUS dapat digunakan
sebagai alat untuk mendukung pendidikan kesehatan
masyarakat. Dengan memberikan akses informasi
yang mudah dipahami tentang kondisi kesehatan,
pencegahan penyakit, dan tata cara perawatan,
SIMPUS dapat  meningkatkan =~ pemahaman
masyarakat tentang kesehatan dan meningkatkan
partisipasi mereka dalam perawatan kesehatan.



Melalui SIMPUS, Indonesia berupaya untuk
meningkatkan mutu layanan kesehatan dan menciptakan
sistem kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
sektor kesehatan, SIMPUS menjadi contoh implementasi
E-Governance yang berdampak positif pada pelayanan
kesehatan secara nasional.

Keduanya merupakan contoh nyata bagaimana E-
Governance dapat diterapkan di sektor-sektor kunci untuk
meningkatkan pelayanan publik. Baik SABH maupun
SIMPUS memanfaatkan teknologi informasi untuk
menyederhanakan proses administratif, meningkatkan
aksesibilitas informasi, dan menciptakan lingkungan yang
lebih transparan. Meskipun masih terdapat tantangan
yang perlu diatasi, langkah-langkah ini mencerminkan
kemajuan positif dalam menerapkan E-Governance di
Indonesia.

10.6.2 Best Pratices dari Implementasi E-Governance

Penggalian praktik terbaik dari berbagai implementasi
E-Governance telah menjadi kunci dalam menciptakan
sistem administrasi publik yang efektif dan meminimalisir
risiko korupsi. Salah satu praktik terbaik yang terbukti
efektif adalah penerapan sistem transparansi dan
akuntabilitas yang kuat. Dalam implementasi ini,
pemerintah menyediakan akses terbuka dan mudah diakses
ke informasi kebijakan, keputusan, dan pengeluaran
anggaran. Langkah ini menciptakan visibilitas yang tinggi
terhadap aktivitas pemerintah, memungkinkan masyarakat
untuk memantau dan mengaudit penggunaan dana publik.
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Penggunaan teknologi blockchain juga menjadi praktik
terbaik yang muncul dalam implementasi E-Governance untuk
meminimalisir korupsi. Teknologi ini menciptakan catatan
transaksi yang tidak dapat diubah, memberikan keamanan dan
kepercayaan tinggi terhadap integritas data. Dalam konteks
pengadaan barang dan jasa, blockchain dapat digunakan untuk
menciptakan jejak digital yang akurat dan terverifikasi,
mengurangi risiko manipulasi dan praktik korupsi.

Penggunaan platform partisipatif juga merupakan praktik
terbaik dalam mengamankan E-Governance. Masyarakat dapat
secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan
melalui forum daring, jajak pendapat, dan mekanisme
partisipatif lainnya. Dengan melibatkan warga negara dalam
proses pembuatan keputusan, pemerintah dapat memastikan
representasi yang lebih baik dari kepentingan publik,
mengurangi risiko korupsi yang mungkin muncul akibat
keputusan yang tidak transparan.

Selain itu, fokus pada pelatihan dan peningkatan
keterampilan personel pemerintah juga menjadi praktik
terbaik dalam implementasi E-Governance. Personel yang
terlatih dengan baik akan lebih mampu mengelola dan
memelihara teknologi, serta memahami risiko etika yang
terkait dengan pengelolaan data. Ini menciptakan lingkungan
kerja yang lebih efisien dan meminimalisir peluang praktik
korupsi. Dengan menggali praktik terbaik dari implementasi E-
Governance yang telah terbukti efektif, pemerintah dapat
menciptakan landasan yang kokoh untuk administrasi publik
yang transparan, akuntabel, dan terbebas dari korupsi.
Integrasi praktik-praktik ini mencerminkan komitmen untuk
meningkatkan kualitas tata kelola dan memastikan bahwa
pelayanan publik yang disediakan dapat diandalkan dan
bermanfaat bagi masyarakat.



10.7 Kesimpulan

Dalam rangka meminimalisir korupsi, pemerintah yang
bercita-cita membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel
dapat mengadopsi beberapa rekomendasi praktis melalui
implementasi  E-Governance. Pentingnya transparansi dan
akuntabilitas tidak dapat diabaikan, dan oleh karena itu, pemerintah
perlu memprioritaskan akses terbuka terhadap informasi kebijakan,
anggaran, dan keputusan pemerintah secara daring. Investasi dalam
teknologi keamanan, termasuk enkripsi data dan sistem blockchain,
menjadi langkah proaktif dalam melindungi data sensitif dan
mengurangi risiko manipulasi. Sementara itu, mendorong
partisipasi masyarakat melalui platform partisipatif dapat
menciptakan kontrol sosial yang efektif, memberikan umpan balik
langsung, dan meningkatkan transparansi keputusan pemerintah.
Pelatihan dan pengembangan keterampilan personel pemerintah
dalam pengelolaan teknologi dan keamanan data juga menjadi aspek
kunci, mengurangi risiko praktik korupsi yang mungkin muncul
akibat kekurangan keterampilan. Dengan menggabungkan praktik
terbaik ini, pemerintah dapat membangun fondasi E-Governance
yang kokoh, mengarah pada pelayanan publik yang lebih efisien dan
integritas yang tinggi dalam konteks pembangunan pemerintahan
yang bersih.

Sebagai kesimpulan, E-Governance bukan hanya alat untuk
meningkatkan efisiensi administrasi publik, tetapi juga strategi yang
efektif untuk meminimalisir korupsi. Implementasi praktik terbaik,
seperti transparansi, teknologi keamanan, partisipasi masyarakat,
dan pelatihan personel, dapat menciptakan pemerintahan yang
bersih dan akuntabel. Dalam menghadapi tantangan teknis,
kebijakan, dan budaya, pemerintah yang komitmen dapat
membangun fondasi E-Governance yang kokoh, mengarah pada
pelayanan publik yang lebih efisien dan integritas yang tinggi.
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BAB 11
OPTIMALISASI PELAYANAN
MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL

Oleh Nimrah Rahmayanti Yusuf

11.1 Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama
dalam memajukan berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam
penyelenggaraan layanan publik. Dalam era di mana teknologi
terus berkembang pesat, optimalisasi pelayanan melalui
transformasi digital menjadi suatu keharusan untuk menjawab
tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk mengubah cara kita bekerja,
berinteraksi, dan mengakses informasi. Transformasi digital
merupakan upaya penting untuk meningkatkan pelayanan
dengan memanfaatkan teknologi terkini dan mengoptimalkan
penggunaan data dan analitik. (Kumorotomo; Margono, 2009).

Pada konteks pelayanan publik, optimalisasi melalui
transformasi digital memberikan peluang besar untuk
meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan.
Perubahan ini tidak hanya mencakup penggunaan alat dan
platform digital, tetapi juga melibatkan restrukturisasi proses
bisnis dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan
menggabungkan kebijakan inovatif dan pemanfaatan teknologi
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terkini, pemerintah dan organisasi dapat menciptakan
ekosistem layanan yang responsif, adaptif, dan lebih efektif
dalam konteks ini, upaya optimalisasi pelayanan melalui
transformasi digital memiliki dampak signifikan terutama
dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, transparansi, dan
mempercepat respon terhadap kebutuhan publik. (Ferrero,
2022). Tulisan ini akan menjelajahi konsep dan manfaat dari
optimalisasi pelayanan publik melalui transformasi digital,
serta merinci beberapa strategi implementasi yang dapat
diterapkan oleh pemerintah dan organisasi dalam menghadapi
tantangan dan peluang di era digital.

11.2 Transformasi Digital dalam Pelayanan

Dalam era Industri 4.0, lingkungan organisasi berubah lebih
cepat daripada sebelumnya, menjadi lebih dinamis dan kompleks.
Hal ini meningkatkan tingkat ketidakpastian di banyak industri
dan sektor, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam
terhadap fenomena yang dikenal sebagai transformasi digital.
Dengan demikian, dengan boomingnya internet pada akhir abad
kedua puluh, revolusi informasi secara kuat memengaruhi
masyarakat kita dengan munculnya apa yang disebut sebagai era
digital.

Transformasi digital dalam pelayanan merujuk pada
penerapan teknologi digital dan solusi inovatif untuk
meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan.
Transformasi ini dapat melibatkan penggunaan berbagai
teknologi, termasuk aplikasi mobile, platform online, kecerdasan
buatan, analisis data, dan otomatisasi proses. (Veglianti, 2022)
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11.2.1 Konsep Dan Dimensi Transformasi Digital

Transformasi digital mengacu pada penggunaan
teknologi digital untuk mengubah atau meningkatkan proses
bisnis, model bisnis, dan pengalaman pelanggan. Konsep dan
prinsip transformasi digital mencakup sejumlah ide dan
praktik yang mendorong organisasi untuk beradaptasi
dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya secara
efektif.

Dalam era Industri 4.0, lingkungan organisasi berubah
dengan cepat, menjadi lebih volatile dan kompleks daripada
sebelumnya. Hal ini meningkatkan tingkat ketidakpastian di
banyak industri dan sektor, membutuhkan pemahaman yang
lebih mendalam terhadap fenomena yang dikenal sebagai
transformasi digital. Dengan demikian, dengan boomingnya
internet pada akhir abad ke-20, revolusi informasi secara kuat
mempengaruhi masyarakat dengan munculnya zaman digital.
Transformasi digital menjadi salah satu topik utama yang
dibahas di negara-negara maju. (Brynjolfsson dan McAfee,
2014)

Regulasi baru menimbulkan pertanyaan baru tentang
bagaimana organisasi dapat merespons dan beradaptasi
dengan lingkungan saat ini. Selain itu, munculnya teknologi
baru secara mendalam mengubah konteks strategis banyak
organisasi. Hal ini menyiratkan modifikasi struktur
persaingan, kebutuhan dan minat pelanggan, produk itu
sendiri, dan layanan yang disediakan. Seperti yang diusulkan
oleh (Fichman, Dos Santos and Zheng, 2014) sifat seluruh
industri menghadapi pergeseran paradigma baru karena
transformasi digital. Oleh karena itu, elemen-elemen baru
muncul yang berasal dari penggunaan teknologi canggih
didukung oleh Internet of Things (IoT), komputasi cloud, big
data, dan kecerdasan buatan. Hal ini membuat lingkungan
organisasi yang lebih terintegrasi yang memiliki produksi
yang lebih efisien serta fleksibilitas atau keselamatan kerja
yang lebih tinggi. (Brauner et al, 2020). Berikut adalah
beberapa konsep transformasi digital;
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E-Government (Pemerintahan Elektronik):

E-Government merupakan penerapan layanan
pemerintah secara elektronik dengan memanfaatkan
teknologi digital untuk memberikan informasi,
layanan, dan interaksi dengan masyarakat melalui
platform online. Konsep ini melibatkan aspek seperti
pembayaran pajak online, pengajuan dokumen, dan
penyediaan layanan publik lainnya.

Open Data (Data Terbuka):

Open data yaitu, mendorong keterbukaan dan
keterjangkauan data pemerintah dengan
menyediakan data secara terbuka. Dengan langkah
ini, pemerintah memberikan peluang kepada
masyarakat, bisnis, dan peneliti untuk
memanfaatkannya dalam berbagai keperluan.
Partisipasi Masyarakat (Citizen Engagement):

Citizen Engagement, Mendorong Kketerlibatan
aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah, yang dapat dilakukan melalui
pemanfaatan platform online untuk mendapatkan
masukan, umpan balik, dan partisipasi langsung
dalam kebijakan dan program pemerintah.

Digital Inclusion (Inklusi Digital):

Digital Inclusion, Memastikan bahwa seluruh
lapisan masyarakat memiliki akses dan keterampilan
untuk menggunakan teknologi digital. Transformasi
digital di sektor publik harus memperhatikan agar
tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam
mengakses layanan digital.

Smart City (Kota Pintar):

Konsep tarnsformasi digital yang satu ini
menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan
efisiensi dan kualitas hidup di kota. Ini mencakup
penerapan sensor, analisis data, dan teknologi



lainnya untuk mengelola infrastruktur, transportasi,
dan layanan publik dengan lebih cerdas.

6. Security and Privacy (Keamanan dan Privasi):

Konsep ini menjamin bahwa data pribadi warga
dan informasi pemerintah terlindungi dengan baik
dari ancaman siber dan menjaga privasi sebagai
prioritas utama.

7. Blockchain Technology:

Pemanfaatan teknologi blockchain bertujuan
untuk  untuk meningkatkan keamanan dan
transparansi dalam transaksi dan pertukaran
informasi di sektor publik.

8. Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan):

Pemanfaatan kecerdasan buatan adalah untuk
meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan,
memberikan layanan yang lebih personal, dan
mengoptimalkan  berbagai aspek operasional
pemerintah.

9. Collaboration and Interoperability (Kerjasama dan
Interoperabilitas)

Kolaborasi dalam hal ini mendorong kerjasama
antar lembaga pemerintah dan sektor swasta, serta
memastikan bahwa sistem dan platform yang
digunakan dapat beroperasi secara bersama-sama.

Transformasi digital di sektor publik tidak hanya
berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga pada peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan membangun keterlibatan
warga dalam proses pengambilan keputusan. Keamanan dan
privasi menjadi perhatian utama dalam perjalanan
transformasi ini.

Di zaman ini, penting untuk secara efektif menerapkan
teknologi terbaru guna mempertahankan daya saing.
Transformasi digital membuka tantangan dan peluang baru
bagi organisasi, dan memerlukan keterampilan digital baru
untuk dikembangkan dalam ekonomi era digital. Untuk
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mencapai hal ini, teknologi harus diterapkan untuk
menciptakan dimensi baru yang meningkatkan kinerja dan
efisiensi. Dimensi ini memengaruhi proses, sistem kerja, dan
pengalaman para pekerja serta pemangku kepentingan
lainnya. (Fitzgerald et al, 2014). Oleh karena itu, menarik
untuk menyoroti dimensi transformasi digital, guna lebih
memahami bagaimana fenomena saat ini membentuk entitas
organisasi. (Rogers, 2016) Berikut adalah dimensi-dimensi
transformasi digital:
1. Kompetisi
Dimensi Kompetisi, adalah tentang bagaimana
organisasi bersaing dan bekerjasama dengan
organisasi lain. Secara tradisional, hubungan
organisasi lebih sederhana, mencoba untuk unggul
dalam persaingan dan menciptakan kemitraan saling
menguntungkan, seperti penyedia rantai pasokan
yang mendistribusikan pelayanan. Saat ini, standar
telah berubah. Banyak industri bersifat dinamis dan
memiliki batasan yang lebih sedikit dibandingkan
dengan masa lalu. Ini berarti bahwa persaingan
menjadi kurang simetris daripada beberapa dekade
sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi harus
memiliki pandangan yang luas tentang dimensi
kompetisi selama era transformasi digital. Dengan
kata lain, organisasi seharusnya mempertimbangkan
entitas di luar dan di dalam lingkungan kompetisi
mereka.
2. Data
Data memiliki peran krusial dalam transformasi
digital, ia merupakan domain lain yang perlu
dipertimbangkan dalam era transformasi digital.
Organisasi mengubah cara dalam menggunakan dan
mengelola data. Mereka beralih ke pendekatan
perencanaan yang lebih sistematis dengan jumlah
data yang lebih besar, baik yang terstruktur maupun



yang tidak terstruktur, yang merupakan aset penting
untuk penciptaan nilai.

Para ahli sering menekankan pentingnya
manajemen, analisis, dan pemanfaatan data dalam
konteks  transformasi digital (Marr, 2015)
mengemukakan bahwa data adalah aset yang
bernilai, dan organisasi perlu memiliki strategi data
yang jelas untuk mengoptimalkan nilai dari data
tersebut dalam konteks transformasi digital. Analisis
data memungkinkan organisasi mengidentifikasi tren,
peluang, dan tantangan. Ini membantu dalam
merancang strategi kebijakan yang adaptif dan
responsif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Selain  itu  Transformasi digital dapat
menciptakan kebutuhan untuk keterampilan baru,
termasuk keahlian dalam pengelolaan dan analisis
data. Organisasi perlu mengembangkan keterampilan
pegawai untuk mendukung perubahan. Data
dioptimalkan dengan menggunakan alat analisis
inovatif. Sebagai contoh, big data memfasilitasi
perencanaan yang lebih baik dan ekstraksi informasi
yang berguna dari data. Dengan manfaat data,
organisasi membuat prediksi yang lebih akurat dan
inovasi kreatif yang memajukan strategi organisasi.
Dalam era ini, data adalah darah kehidupan
organisasi; elemen kunci untuk menghasilkan nilai
(Fenwick et al., 2023). Pemahaman dan pemanfaatan
data yang efektif menjadi kunci keberhasilan
transformasi digital, memungkinkan organisasi untuk
beradaptasi, bersaing, dan memimpin di dalam era
digital.

Customer

Salah satu dimensi dari fenomena transformasi
digital adalah basis pelanggan (citizen) . Secara
tradisional, pelanggan adalah kelompok orang yang
menjadi target layanan organisasi dengan tujuan
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membangun loyalitas. Metode yang paling umum
digunakan adalah pelayanan massive untuk mencapai
sebanyak mungkin pelanggan. Namun, seiring dengan
perubahan perilaku pelanggan yang lebih responsif
dan terkoneksi, muncul paradigma baru. Perubahan
ini menggeser perhatian organisasi lebih banyak pada
sikap pelanggan daripada masa lalu, karena
pelanggan yang terkoneksi memiliki pengaruh yang
lebih besar pada orang lain. Pengaruh ini dapat
menciptakan tren yang sebaiknya dipantau dengan
cermat oleh organisasi, terutama oleh organisasi yang
sangat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan.(Eaves
and Lombardo, 2021)

Teknologi digital memodifikasi cara pelanggan
berinteraksi satu sama lain, menciptakan tantangan
bagi divisi pemasaran dan Kkerjasama suatu
organisasi. Search engine, perangkat seluler, dan
layanan online adalah alat-alat digital yang dapat
digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi
dan memanfaatkan pelanggan yang dinamis.

Inovasi

Dimensi selanjutnya dari transformasi digital
adalah inovasi, yang merupakan proses di mana ide-
ide diciptakan, dikembangkan, dan
diimplementasikan. yang melibatkan penciptaan,
pengembangan, dan implementasi ide. Pada masa
sebelumnya, inovasi memiliki biaya yang tinggi dan
sering mengalami kegagalan. Namun, sekarang,
berkat teknologi digital, inovasi dapat dibuat, diuji,
dan dikembangkan dengan biaya yang lebih
terjangkau serta memberikan hasil yang lebih baik
dalam proses Pembelajaran organisasi secara
keseluruhan. (Sedarmayanti; Listiani, 2020)



5. Value

Proposisi value atau nilai adalah dimensi
terakhir dari transformasi digital. Ini telah
berkembang dari situasi yang lebih konservatif
menjadi pendekatan yang lebih dinamis. Organisasi
perlu mengikuti transformasi yang didorong oleh
teknologi untuk meningkatkan proposisi nilai,
menemukan peluang berikutnya, dan mengatasi
tantangan yang kerap hadir di dalam
organisasi.(Weeks; Cooper, 2020)

Organisasi  dihadapkan  pada  tantangan
transformasi digital, mengatasi lima dimensinya;
kompetisi, customer citizen, data, inovasi, dan nilai.
Organisasi harus merancang strategi untuk
beradaptasi dan meningkatkan kemampuan mereka
di era Industri 4.0. Setiap dimensi ini berfungsi
sebagai dasar untuk melangkah dari norma-norma
klasik dan merangkul perubahan intensif yang terkait
dengan transformasi digital.

11.3 Strategi Implementasi Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi pusat perhatian dalam era
modern, memperkenalkan paradigma baru dalam cara organisasi
beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
Implementasi transformasi digital bukan hanya tentang
memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga mengubah fondasi
budaya dan proses organisasi. Seiring dengan percepatan
perubahan teknologi, sektor publik tidak terkecuali dari tekanan
untuk mengadopsi inovasi digital guna meningkatkan efisiensi,
layanan, dan keterlibatan masyarakat.

Strategi implementasi transformasi digital di sektor publik
menjadi krusial untuk mencapai keberhasilan organisasi.(Yusuf,
Widyawati,2021) Langkah-langkah yang cermat dan terencana
diperlukan agar organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh
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teknologi digital sambil meminimalkan risiko dan hambatan.
Pendekatan ini melibatkan penetapan visi yang jelas, keterlibatan
penuh pemimpin dan pemangku kepentingan, serta pemahaman
mendalam terhadap proses transformasi.

Pada sub bab berikut akan membahas langkah-langkah
strategis yang dapat diambil dalam mengimplementasikan
transformasi digital di sektor publik dari penilaian kesiapan
organisasi hingga pengembanganinfrastruktur teknologi yang
sesuai. Melalui pemahaman tentang strategi implementasi
transformasi digital, organisasi sektor publik diharapkan dapat
mengoptimalkan manfaat teknologi digital, memperkuat
keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas pelayanan
publik.

11.3.1 Langkah-Langkah Implementasi Transformasi Digital
dalam Pelayanan

Langkah-langkah implementasi transformasi digital dalam
pelayanan memerlukan perencanaan strategis dan pemahaman
tentang kebutuhan pengguna serta proses internal organisasi.
Pendekatan ini dimulai dengan penetapan visi dan tujuan yang
jelas, mengidentifikasi area pelayanan yang dapat ditingkatkan,
dan memahami pengembangan infrastruktur teknologi.
Pengelolaan data yang cerdas, pelibatan pengguna yang aktif,
dan pelatihan pegawai menjadi elemen-elemen penting dalam
proses implementasi ini. Berikut penjelasannya:

1. Penetapan Visi dan Tujuan

Langkah pertama dalam pengimplementasian
transformasi digital adalah menentukan visi dan
tujuan transformasi digital. Pada langkah ini
organisasi harus memastikan bahwa visi ini
mendukung perbaikan layanan publik, efisiensi
operasional, dan pencapaian tujuan strategis
organisasi.
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Mengidentifikasi area pelayanan yang dapat
ditingkatkan

Dalam konteks transformasi digital, identifikasi
dengan tepat area pelayanan yang dapat ditingkatkan
adalah langkah kritis yang menjadi fondasi
keberhasilan. Proses ini melibatkan penelaahan
terhadap operasional organisasi dan pemahaman
menyeluruh tentang kebutuhan dan harapan.
Pengelolaan Smart data

Pengelolaan Data yang Cerdas (Smart Data
Management) memiliki peran penting dalam
pelayanan karena membawa sejumlah manfaat
signifikan, mendukung pengambilan keputusan yang
lebih baik, dan dapat meningkatkan efisiensi
operasional. Dengan Pengelolaan Data yang Cerdas,
organisasi dapat mengumpulkan, menganalisis, dan
memahami data dengan lebih spesifik. Hal tersebut
memberikan landasan untuk pengambilan keputusan
yang lebih terinformasi dan berbasis bukti, sehingga
meminimalkan ketidakpastian.
Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Pengembangan atau peningkatan infrastruktur
teknologi perlu dilakukan mengingat. Hal ini
mencakup Pengembangan konektivitas jaringan,
adopsi cloud computing, perangkat lunak yang dapat
diakses secara daring, dan teknologi lainnya.
Pelibatan pengguna yang aktif

Pelibatan pengguna yang aktif dalam pelayanan
di sektor publik menjadi semakin penting di era
transformasi digital. Dengan melibatkan pengguna
dalam perancangan dan pengembangan layanan
digital, organisasi dapat memastikan pelayanan yang
dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Keterlibatan pengguna jua membantu
organisasi memahami secara mendalam kebutuhan
dan preferensi masyarakat. Hal ini memastikan
bahwa layanan yang disediakan tetap relevan,
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transparan,inklusif, efektif, dan sesuai dengan
tuntutan perubahan sehingga dapat mendorong
terwujudnya inovasi bersama dan membantu
membangun komunitas dan jaringan. Hal ini dapat
memfasilitasi pertukaran informasi, pengalaman, dan
dukungan antar pengguna.
6. Pelatihan Pegawai

Pelatihan pegawai penting dalam meningkatkan
keterampilan digital terutama dalam penggunaan
teknologi dan alat digital. Melalui pelatihan, pegawai
dapat mengembangkan keterampilan digital yang
diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan
teknologi. Selain itu, pelatihan pegawai dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pegawai
yang terlatih dengan baik dapat memberikan
pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien.
Mereka dapat menggunakan teknologi untuk
menyediakan pelayanan yang lebih ramah pengguna
dan merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih
cepat.

11.4 Tantangan dan Solusi Pelayanan Melalui
Transformasi Digital

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan pada
berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah
dan lembaga pelayanan publik dihadapkan pada berbagai tantangan
yang perlu diatasi agar pelayanan yang diberikan tetap relevan,
efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus
berubah. Di bawabh ini adalah tantangan dan solusi dalam pelayanan
melalui transformasi digital.
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11.4.1 Tantangan Pelayanan Melalui Transformasi Digital

Meskipun transformasi digital menjanjikan berbagai
keuntungan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam
menyampaikan pelayanan publik melalui platform digital tidak
dapat diabaikan. (Allam, 2019), Berikut diantaranya.

1. Kurangnya Keterampilan Digital
Tantangan utama adalah kurangnya
keterampilan digital di kalangan pegawai dan
masyarakat. Banyak individu yang belum terbiasa
dengan teknologi digital, sehingga menghalau adopsi
layanan digital.
2. Ketidaksetaraan Akses
Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki
akses yang setara terhadap teknologi, baik karena
masalah keuangan, geografis, atau kurangnya
infrastruktur. Ini menciptakan kesenjangan digital
dan dapat meninggalkan sebagian masyarakat dari
manfaat layanan digital
3. Kekhawatiran Privasi dan Keamanan
Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan
data dapat menjadi hambatan utama. Masyarakat
sering khawatir tentang bagaimana data mereka akan
digunakan dan dilindungi oleh penyedia layanan
digital
4. Tantangan Hukum dan Regulasi
Dalam beberapa kasus, regulasi yang kompleks
atau ketidakjelasan hukum dapat menghambat
implementasi layanan digital. Organisasi harus
mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku untuk
menghindari masalah hukum.
5. Perubahan Budaya dan Mindset
Transformasi digital memerlukan perubahan
budaya dan mindset di dalam organisasi dan
masyarakat. Resistensi terhadap perubahan dapat
menahan transformasi informasi.
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6. Pelayanan yang Tidak Ramah Pengguna
Desain layanan digital yang tidak ramah
pengguna, masyarakat akan kesulitan menggunakan
platform tersebut. Aplikasi yang rumit atau
kurangnya panduan dapat menjadi hambatan.

11.4.2 Solusi terhadap Tantangan Pelayanan Transformasi
Digital
Ibarat dua sisi matauang, Tantangan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di era transformasi digital
memerlukan solusi yang efektif dan terarah untuk
memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat memberikan
manfaat optimal. Berikut beberapa solusi di dalam Mengatasi
Tantangan Pelayanan di Era Transformasi Digital.
1. Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Digital
Program pelatihan dan pendidikan yang luas
dapat membantu meningkatkan keterampilan digital
di kalangan pegawai dan masyarakat. Ini termasuk
pelatihan untuk penggunaan aplikasi, keamanan
online, dan keterampilan digital lainnya.
2. Inklusi Digital dan Aksesibilitas
Inklusi digital dan inisiatif bertujuan untuk
meningkatkan  aksesibilitas dapat membantu
mengatasi  kesenjangan digital. Ini mungkin
melibatkan  penyediaan akses internet yang
terjangkau dan inisiatif inklusi digital untuk
kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, lansia,
ibu hamil, dsb.
3. Ketentuan Privasi dan Keamanan yang Jelas
Organisasi perlu menyusun dan meng-
komunikasikan kebijakan privasi dan keamanan yang
jelas kepada pengguna. Menyediakan kontrol yang
lebih besar atas data pribadi dan memberikan
transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan pegawai dan masyarakat.
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4. Perubahan Hukum dan Regulasi yang Mendukung
Perlu perubahan hukum dan regulasi yang
mendukung transformasi digital agar dapat membuka
jalan bagi inovasi. Pembaruan kebijakan yang
progresif dapat membantu mengatasi hambatan yang
kerap muncul dalam pelayanan.
5. Komunikasi dan Pendidikan Publik
Komunikasi yang efektif dan sosialisasi
pendidikan kepada publik dapat membantu
mengubah mindset masyarakat terhadap teknologi.
Mengedukasi masyarakat tentang manfaat layanan
digital dan memberikan informasi yang jelas dapat
mengurangi ketidakpastian pelayanan.
6. Strategi Integrasi Sistem yang Cermat
Pengembangan strategi integrasi sistem yang
cermat dan  memprioritaskan = kompatibilitas
antarplatform dapat membantu mengatasi masalah
kompleksitas integrasi sistem.

Dengan menerapkan solusi tersebut, organisasi dapat
mengatasi tantangan yang muncul selama transformasi
digital berjalan dan memastikan bahwa optimalisasi
layanan di era transformasi digital dapat berlaku kepada
masyarakat.
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11.5 Kesimpulan

292

Dalam mengejar pelayanan publik yang optimal,
transformasi digital telah menjadi katalisator utama untuk
meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan kualitas
layanan.

Transformasi digital bukan sekadar konsep, melainkan
suatu keharusan bagi penyelenggaraan pelayanan publik di
era modern. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi,
tetapi juga melibatkan perubahan budaya, kebijakan, dan
proses operasional.

Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang
handal dan aman menjadi landasan utama bagi suksesnya
transformasi digital. Sistem yang efisien dalam mengelola
data, menjaga keamanan informasi, dan menyediakan akses
merata merupakan fondasi untuk pelayanan publik yang
optimal.

Peningkatan = Kapasitas =~ Sumber  Daya  Manusia,
Keterampilan digital, pemahaman teknologi, dan
kemampuan beradaptasi merupakan faktor kunci dalam
menghadapi perubahan. Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, menjadi esensial untuk mengoptimalkan
manfaat dari transformasi digital.

Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan, Kerjasama antara
sektor publik, swasta, dan masyarakat merupakan fondasi
transformasi  digital yang sukses. Kolaborasi ini
menciptakan ekosistem yang mendukung pertukaran ide,
sumber daya, dan pengalaman, mempercepat adaptasi dan
implementasi solusi inovatif.

Fokus pada Kualitas Pelayanan, transformasi digital
bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk
meningkatkan kualitas pelayanan. Fokus pada pengalaman
pengguna, efisiensi, dan keamanan menjadi prioritas utama
dalam menjalankan transformasi digital.
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